
N,lenimbang :

BUPATI OONGGAL{
PROVINST SULAWESI Tf,NGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATf,N DONGCALA
NOLTOR 3 TAHUN 2OI5

TENTANG
BANGUNAN CIDLNG

DENG.{N RdH}'.{T TT:H.{N TANG MAHA ESA

BUPATI DONGCAL{'

a. Bahrva penyelengaman Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara- tefib'
sesuai derrg;n fungsinya dan Cedung memenuhi pers)aratan Administralif
dar tekni Bangunan Cedung agar menjamin keselamatan penghuni dan

lingkungannya-
b. baiBa penfilenggaraan Bangunan Gedung harus dapat nlcmberikan keamanan

dan lenyamanan bagi lingkungannla
c. bah$a untuk melaksanaliao ketentuan Pasal 109 a)al (l) Peraturan l)emer"rlah

llomor36 Tatiun 2005 tentang Piraturan Pelaksanaan Undang-unrlsng Nomor

25 Tahun 2002 lentang Bangunan Gedung.

d. bah$a berda:art-an pertimbanga! sebngaimana dimaksud pada \llrul I huru!

b dan hurufc, pel:.: menetapkan P.raturan Daerah tentang Bangunan Cedung:

l. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik lndonesiaTaltun

l94Jr
2. L'ndang - undang Nomor 29 Tahun t959 tentang Pembcntukan DaeJai - dacrxh

Tinskdi ll di Sirlarvesi ( Lembaran Negara Renublik Indonesia lahun 1950

Noior 197-1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia Nrrrnor :l8ll):
3. Undanq-undang Nomor l6 Tahun ts85 lenlang Rumah Susun { I cmbcmn

i.,leea;frepublik-lndonesia Tahun 1985 Nonor 75. Tambahan Lembaran Negara

Refublik indonesia Nomor : 33l8):
J. Undane-undang No.'l Taiuo 1977 lentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara

Reoubiik tndinesia Tahun lc77 Nomor 9' Tambahan l-enlbaran Neg ra

Reoublik Indonesia Nomo' 3670)
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5. Undang-Undang Nomor l8 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lcmbaralr Ncgara Republik Indonesia
Nopor 3833)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan l
Gedung fl.cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2
Nomor 134, Tambahan Lcmbaran 'legara Republik Indoncsia
Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan
(Lembarao Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembararr Negara Republik Indonesia Ta-hun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampal .
(lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 20O8 Nomor 69,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tent€ng Perlindungan
dan Pengelolaan Linglarngan Hidup (Lembararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan kmbaran
Negara Reput'lik Irrdonebia Nomor 5058);
Undang-Undang Nomor ll Tahun 20lO tentang Cagar Budaya
(bmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,

Tambalar L€mbara-l Negar a Republik lndonesia Nomor 5168);
Undang-UnJang Nomor 1 Tahun 2Of 1 tenteng Perumahan dan
Kawasa-n Per:nukiman (lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);
Undang-Undarrg Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ?embahan Lembaran Neg^ra
Republik lndonesia Nonror 5234);

7.

8.

9.

I0.

11.

12.

7i
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14. Undang-UnCang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentaag pemerintahan
Daerah (Irmbaran Ncg.ra Republik Indonesia Tahun 2OI4
Nooor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Jengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2Ol5 tentang penetapl peraturan
Pemerintsh penggaati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang perncrintahan Daerah Menjadi Undang_Undang
ftembaran Negara Rcpublik Indonesia Ta]run 2Ol4 Nomor 246,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g9);

15. Peraturan pemerintah'Nomor 4 Tahun lggg tentang Rumah
Susun (Lembaxan Negara Republik Indonesia Tahun lggg
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesja
Nomor 3572);

i6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang
Pemindaban Ibu Kota Daerah Kabupaterr Dongga.la dari
Wiiayah Kota palu ke Wilayah Kota Donqsata Kecamatan
Banawa Kabupaten Donggala (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan L€mbaran
Negara Republik Indonesia 3969);

17. Peratkran Pemerintah Nomor 2g Tahun 2OOO ientang Usala
dan Perarr Masyarakat Jasa Koastruksi lLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomcr 63, Tambahan
Lcnbar-ar: Negara Republik Indonesia Nomor 3955)
sebagaimaha telah diubah dengan peraturall pemerintalr
Nomor 92 Tahun 2010 tentang pen"lbahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Norrror 2g Tahun ZCOO tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstmksi (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor lS7);

18, Peraturan Pemerinteh Nomor 29 Tahun 2OOO tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 64, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2OlO teEtang
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dengan peratur€n 
Fperubahan e*" 

""JIlTtah 
Nomor 59 Tahun 2olo tentane

tentang penyelennoTlT.R*erintah Nomor ,n i*"" ?665

," *"o-uful.iif;:,,fffiilffi ,ff:,Hi] G,embaran we_garary. I,eraturan pemerint
eenyeterrgga"alrr"'if,.,-"otot. 30 TJun 2

r"*#Sffi T#ff 

'ru";;i, 

jffifu :rd#
20. peraturan 

"..",i,,ili* 3i::"::.::r 3es7);

Peraturan 
""*i"""*ll, 

]]o*:l 36 Tahun 2oos , tentang

.t le,,s il;;"^:::It Y"'Tt Nomor 28 rarun 2ooi
Inqonesia runun zoo.. Y,"^Ye^ G'e-tnbaran Negara Republik

,, S::^:r.,j,;.G:,;;#::T::,T, 
rambahan L.,iu"o,,,v"go

" ;ffm iffiilS w,omo'' 22 rahun 2or2 tenrans rzin
eorz rnl-"" 

*or', 
T-'^T"-t*". Repubiik Indonesia Tahun

^^ 
Indonesia 

"o-o, 
!'zriilo* Lembaran Negara Repubrik

zz. reraturar Daerah Kabrt.nr',g p.rryilil 'il:ft:"..D*ggala Nomor 49 Tarun 2007o*edh-G;;*"S::_1 I"9"" sipit Daerah Kabupaten
rvomo. +s); 

-----' -aerair I(abul raten Dongga.la Tahun 2007
23. peraturan DaeraI Kabu

tenh-.ts urus;-;;j-l-":::-D.,nPsala Nomor 3 rahun 2od8
Daerah Kabupa;";;I:Ti, veng menjadi hewenansi-n
Donggala *nr, ,oo, *15"a- 

(t'embaran Daerah Kabupaien

,. I:t:.:."t;;;;;"'lffii*,I* oahan r.embaraa oaerah
z.r. reraturan Daerah Kabu

rentans Rencan;;;H::1 13.1w"t" Nomor l raiun 2ol2
ralrun 2olr-20rr 

- 
rt-TlT9 Yut* Kabupatcn Dongsara

rahun 2ot2 *._"....?*i^3::p **oaten Donssa]a
IGbupateno*O""'-r",',;,. 

;Io*"" 
Lembaran Daerah

72



Ir!!3|n PGt .tqtoo Borr.a.
DESII{ pBRlrtBIl.,AIf RArY]I DrERrg KAtnPATEIt ITIfGGALA

drlr
BI'PATI IX)ITCGAI.II

--FrrltrtgSla. ta:

llcrctqrtrD : PERATITRAII D]IERA'E TETTAI|G BAJ{GIrIAI{ GEDITI|C.

BIB t
XETETTTUAI| I'USU

B.3l! Ec!|tt!
P.a8.rthD

P..d I
Dalarb Peranrsn Daerah iii yang Cimaksud dengan:
I. Dacrah adalah Kabupqtcn Donggala
2. Pcrncrintah Dacrah adalah Bupati DongSe.le der| Perergkat Deera! s€bagai

\rnsur pcnyclcnggar'a pcecrintahan dacral.
3. Kcpa.la Daerah adalai Bupati Donggela yang sclenjutnya disebut Bupeti
4. Dca'an Persakilan Ral<l.at Daerah Kabupaten Dongga]a, yang s€latjutnya

disingkat DPfiD adalah addah lembaga perwfilan Elq/at dacrai sebagai
unsur penJ.clcntgara pcltlcaintelre-n daenai.

5. Bangunan Gcdu'lg adatah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yeng

mcnyatu dcngan t€mpat kcdudukannya, sebagian atau sclumhnya berada di
atas dan/atau di dalam:anah dan/atau air yang bcrfungsi scbagai t mpat
mqnusia mclakukan kegiatatnya, baik untuk hunian atau temPat tinggal,
kagiratan kcagamaan, kcgiatan usaha, kegiat€n sosial, budaye, tnaupun
kcgiatd khusus

6. Bangunan Gedung Umutn adalah Bargunan Gedung yang fungsinya untuk
kep€ntingan publik, baik b€rupa fungsi keaganaan, fungsi usaha, mauput.
fungsi sosial dan budaya.

7. Bangunan Hung Tertcatu adalah Bangunan fuung yang ditunel@. untuk
kcpcntingon um-Jrn dao Bangunan Gcd'$g fungsi khusus, yang ddam
pcmban8unan dan/atau pcmarfaatonnya membutuhkan pcogcloloan khusus
dan/atau memiliki komplcksitas tertenu yang dapat menimbulkan dampal<
pcnting tcrhadap masyarslat dalt lhgkungannya.

8. Bengunan Gedung adat mcrupa-kan Bsngunan Gedung yang didirika!
lDcrlggunsk€n kaidql/nortBe adat masyaraket setertPat sesuai dengan
bud6ya dqn sistem nilai /ang bcrlaku, r.r,tuk dimanfaatkan s.bagai wadah
kcgi,atan adal

9. Bangurr3n Mung dctrgan gaya/langgam tradisiongl nrer.rpakan Bangunan
Gedung yang didirikan mcngguaaka4 kaidai/norrr,a t adisionsl masyara.kat
satcDpat scauai dcngan budaya y€ng diwariskan sccara tumn temurun,
uituk dimanfaatl<gn scbagai wadah kegiatan masyaralat sehari-hari 6€lain
dari kcgistan adat.
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I 10. Klasitrikasi Bangunan Gedung adalAh klasifikasi dari fungsi Bangunan

Gcdung berdaiearkan pemenuhan tingkat p€rsyaratan administratif dan

pcrsyaratan teknisnYa..

ll.Keterangan Rencecta Kabupaten adalah inforoasi tentang pcrsyaratan tata
bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten
pada lokasi terGnhr.

l2.Izirr Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh Pernerintah Kabupaten Donggala kepada
Femilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi dan/atau merawat Bangunan GeCung sesuai dengan persyaratan
nrlninisflsfif dan persyaratan teknis.

13. Permohonan lzin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan yang
dilakukan Pemilik Bangunan Gedung kepada Pernerintah Dacrah unhrk
meadapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung.

14. Garis Sempadan Bangunan Gedung adaiah garis maya pada persil atau tapak
sebagai batas minimum. diperkenankannya didirikan Bangunan Gedung,
dihihrng dari garis scmpadan jalan, tcpi sungai atau tepi pantai atau jaringan
tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.

15. Kocfisien Dasar Bangunar, yang sclanjutnya disingkat KDB addai angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai daear Bangunan Gedung
dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
nencana tata rueng dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

l6,Kocfisien t^antai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung dan
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang Can rencant tata bangunan cian lingkungan.

17. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seturuh ruang terbuka di luar
Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan
luas tanah perpetakan/daerah perrncanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

18. Koefrsien Tapak Basemen, yang selanjutnya disinglat KTB adalah angka
pcrsentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah
pcrpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang
dan rencana tata b€ngunan dan lingkungan.

19. Pcdoman Teloris adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih
lanjut ilad peraturan pemerintah dalam bcntuk ketentuan teknis
penyelenggaraan Bangunan Gedung.

20. Standar Teknis adalah standar yang dibalrukan sebagai standar tata cara,
standar spesifikasi, d-an standar metode uji baik berupa Standar Nasional
Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam
pcnyclcnggaraan Ban gunan Gcdung.
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21. Rencana Tata Ruang Wilaya}l t<abupaten, 

'€ttg 
scl,anjutnya disebut RTRWadalah hasil pcrcncalaar tata mang witayal taUupatcn yang telahditctapker dengsn peraturan jaerelt.

22. Peraturan Zonasi adala! ketentuan, yang mcngatu, tentang pcrsyaratan
pcmanfaatan mang dan ketcntuar pengcndaliannya dan disus.,., ,.,nruxsetiap blok/zona pcrunhtkan yang penctapan zonanya dalam a"rr"arr, arrraitata ruang.

23.8cncana Tata Bangunal dar Lingkunga!, yang s€lsnjutnya disingkat RTBL, adalal panduar rancang b$gun suatu k;"""";"h* t!!""g9"o.rrk""
leTanfaabn ruanA ysng memuat Encana proglatn battgunan danliogkungan, rencana umum dan panduan *org],,, ,"or? ir,u"",""i,kctcntuan pengcndalian .encana dan pcdo-"" p."g.;;ii"o 

-oiiltl.r,""rr.
24. Pcnyetetiggaraaa Banguaan ccaurrg ada 'k;; '-;;o..a""..

Banq-uttan Ccdung yang mcliputi proscs percncanEan Tcknis da,pela}sanaan konstruksi serta kcgiatajr pemanfaatan, p"fa"aar.r"o a"rlpembongkararr.
25. Pcrencanaan Teknis adalai prosca rnembuat gambar telcris BangunanGedung dan kelcngtrapannya yang rncngiku;i tahapan pr"r..,.ana,

pcngembang€n rencar* dan pen)rusunan ganbar kerla yans terdiri atas:rcncana arsitcktu.r, rencana stnrktur, rencana mekenikiT"tfftG, ..rr.arr"tata ruatg luar, rllrcalra tata ruang_da.lam/intcrior scrta rcncana spcsifikssiteknis, rencana anggaran biaya, dan pcrhitungan t"n i" pl"a,rf."rig 
-"..i;

pcdoman dan Standar Tcknis yarlg bcrlaku.
26. pertimb€igan Teknis adalah pcrtimbang€n dari Tim Ahli Bangunan ccdungyang disusun s€crra tertlrlia darr profesional tcrtait acnca; Dcrncrrrrhan

Fersyaratsr teknis Bargunan kung baik dalam proses= pcmbangunan,
_ pem€nfaatan, lelcstarian, maupun lxmbongkaran Bangun; 6;;".

27. Peltarlfaatan Bangunan c,dung adolah kcgiatan mem:al1faa*"rr- SrrrgrrranGedung sesuai dengan f,lngsi yang tclah ditctapkan, te.masuL rcegtata'
Frqrrclihar.aan, perawaur, darr pemeriksaan 

".."r.a Lrk.t".
28. Pemeriksasn Bcrkala adalai kegiatan peheriksasn keandaran s€luruh atausebadan Bangu,ran Ccdun& komponcn, ba}lalr bangunall, dan/aau

prasa.rala dan saralalya da.larn tenggarlg -aknr te.tennr !_una menyatakan
kclaikan fungsi Bargunan ccdunt.

2g.laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunai ccdung yang mcmenuhi
persyaratan ad;ninist atif dan p€rsyaratan tek ris s€suai deogai fungsi
Bangunan cedung yang ditetapkrjr.

30. Pcmeliha-raan adalal kcgiatan mcnjaga keandalar Bangunan Gedung Descrta
prasarana dan sararanya agar selatu Laik furgsi,

31. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagan
Bangunan Oedr:ig, komponcn, balan bangunal, danTatau fiasarana aan
sarana aga.r Bangunar cedung &tap Laik F\xtgsi.
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32. Pclcstatisn adalah kegiata! P€rawatan' pemugaran' scrta pcmelihataar-- B"r*"; Gcdung dai lingkulSannya untuk mcngcmbalikan kcandalan

;-;;; ierct-r-t sesirai lcagan aslinya atau sesuai dcngan keadas!
menirnrt periode yang dikehendaki.

gs. ie;uga;n eanA.rnan Gtdung yang dilinqllg dan ditestarikan adalah-- i6;; -.-p.ti.itl' -"m,.,titrtolr kembali Bangunaa Gedung kc benhrk

aslinya.
34. Pcmbongkaran adalan kcgiatan mcEbongka! atau merobohkan selutu}t atau- ;;d.; Bangunar G,*un& komponcn, bahan bangunan' dan/atau

Drasarana dan saran€nya-
35. bcnyelenggara Bangunin Hurtg adalah penrilik, Penycdia Jasa Konstrul<si'

dan Penggutla Bangunan Gcdung.

36. Pcmilik Bangunan Gcdung adslah o'rang, badal hukum, kelompok orang,

atau perkuripulan, yang menurut hukum ssh sebagai Pemilik Bangunan

Gcdung.
37. Penggu--na Bangunan Gcdung adalah Pemilik Bangunan Gedung dar/atau

butli p.mit* bangunan Gcdung berdasarkar kescPaLatan dengan Pemilik

Bangunalt G€dung, yang menggunalan dan/atau mengelola Bangunan

Geding atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yarg
ditetapkan.

38. Penyeiia Jasa Konstruksi Bangunan Gcdung adalah oratrg perorangart atau

badan yang kegiatan usahanya menycdiakan layanan jasa konsttuksi bidang

ert grrrr"tt 
- 

Ceat ng, meliputi pe!€ncana teknis, pclatsana konstruksi'

pengawas/nanajemen konstruksi, tcrmasuk Pengkaji Tcknis Bangunan

Gedung dan Penyedia Jasa Konstnksi lainnya'

39.Tim A;li Bangunaa Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalsh tim

yang ierdiri dari para ahli yang terkait dcngan Pcnyelcnggaraan Bangunan
'C.a-r:t g t,ttt-,fa membcrikaa Pertimbangan Teknis dalam ptcacs penclitisr

dokumln rencana tcknis dengan masa penugasar tcrbatas' dan juBa untuk

.memberikaq masukan dalam Penyelesai-an mesalah penyelenggaraalr

Bafigunar Gedung Tertentu yarg-susuna4 -a4ggo.€$ya djtunjuk $car-a kasus

p". k""lt" disesuaikan dcngan komPleksitas Bangunan Gedung Tertcntu

lcrsebut.
40. Pengkaji Telsris adelah orang Pcrorangan' atau bada't.- hukum yang

-.-pr.,rly* s€rtifikat keqhlisn untuk melakeatrskan pcngkajian tcknig ataa

kelaikan lungsi Bangunan @ung sesuai dengan ketentuan peraturan

pcrundang-undqrgan.
41. Pcngawas adalai orang yang mendapat tugas untuk mcngawasi pclal<salaan

mcndirikanbansunalsesuaidenganlMByanSdiangkatolchPemilik
Bangunan GcdunS'

+2. Masyarakat adalah Pcrcrangan, kelompok' badan hukum atau usaha' da1
- 

i"iu"g atau org;sasi 5rang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung'

t"rr,,"s'utmasya'akathukumar|atdalmasyarakataili,yangbcrkepcntlnga'
dcngan f :nyclengga-raan Bangunstt Gedung'

43. Per; Masya.akat dalam pcnyclenggaraan Bangunan Gedung adalah berbagar
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kegiatan rnsst-atakal J.ang mcrupal.srr p€rwujudan kehendak dan kcingina'rmasyafakat untuk mcmalltr

n:lm,g_nffi::_F3-;?t'lTp;Hffir.T:.I*
+o, c""gut p""l"Gi*w6qr Pcnyelenggaiaan Bangunan Gedu'.,g'

:"i::.tili;;;;"SH"*f","$**,'*1,."::S?"Hlperu&ban6rar maupun uclrlarr dari masyarakat u_"_ 
- 
*-Lgu, a 

"u.La
unruk Eenctapka_n kcbijakan rcrrcrirrtarrTncrrrJiri*il."ol a"urn

- _ 
pcnyelenggsraar Bangunan Geoung.

45. Gugatan perwskilan adalah gl8atal. V3lg bcrkaitan dengan penyclenggaiaanB€ngunan Ccdung yang diajukan olch satu or"r,g ,o,.,Tbiilang mewatdlikclompok daram mcngajukan gugatan untut tepc;0"r."'-"*u" sendiri dansekarigus mewak i pihak yarrg diru€ika" ,."g -".iritil"".-L fal<ta ataudas€.r hukum antam wakl kelompok-daa ;rr-";;;;;;;; dimalsud.46. Pcmbihaan penyclenggaraan Bargunan C€dung adalah kegiata.D pcngahl.an,
Iitf "f-, dan pcngaeasan dalam rangka mewujudkan tatapctrcrjntahan yang baik sehir
dapat b*rangsung- ;il"]1ffi;:' tr#i#ffi,'il%::ffiH;

__ 
scsuai dcngan furgsinya,.serta tereujudnya kepastian hui<um.+T.,Pcngaturan adalah pcn),usunar aan pete-u.ga.n- ;;;;." perundang_. undangan, pedoman, petunjuk,__ aa" 

-Sta"a* 
f"f_i" i-J,lrrr.r, C"ar.,,,g

" " ::11" 3 &"d dan operasionaJisasinya dl masya,J;. -* *
+o. remDem€yaurn ads.lsh kegiatar untuk menurnbul&ernbaigkaa kesadaran

1|1 l*, rywajjban, dar pcren para panyelenggan errrgr_r,i.rr- c.a,lr,g arlaparat pcmcrintah Dacrah dalam penyct"rrgg.."r, e.rrg,l;. C"il,rrg.
49. Pcngawasar adalah pcmantau

pcru..dang-undangan o,o*.* "i jl11o-"1 Tt**T Pene.apan peraturalt

hukurn. _ dangunan cedung de.n upalra penegakan

Be€t ! IGdur
Ur&eud, \uu, rlra Llagtnp

m'
Peraturan Dacrah ini dima&sudk", 

*-'
unde'rg Nomor 28 Tahun ,oort lYttt pengatu-ran lebih lanjut dari undang-

:."-.'1,'rno-orgorJ.*riilr:J,ft"r"11ffi?,ff "os,t"iT.,,:nHI^"^t,:^" ?: Tahun..2oo2 tcntaas BansunL c"a""g, 
-r,*t 

l"rio- p._..,rt *p€rsyaratan ysng diperlukan dala!il;;;;;l'iffi 'ffi 
":l'ffi"tffi ffi _ffi"ff.'"::;l,,maupun
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P.nsrrf 2
Tqtu.!
Pasd 3

PcrahtraD Dacrah ini bcrtujugD urtul(
a. mewujudkan Bangunan G€dung yang fungsional dan sesuai dcnga! tata
_ Banguaan Gcdungjaang ecrasi da, setaras dengan lingkwt€a-nnya;
b. Eewui-dkan tertib pcnyclcnggaraan Bartgunan Cedung yang menjarnin

tcknis Bangunan Gcdung dari seg kcsctanatan, kesehatan,
kenya.Daran, da! kcmudahar:;

c. mceujudkal l<epa.:tiqn hukulr dalam Fnyclcnttaraan Beltunan Gcdung.

hngr.f 3
Lbgkup
Prrd 4

(1) Lingkup Pe.aturstl Daerai ini meliputi ketentuan mengenai furtgsi da'l
Klasifikasi Bangunan Gcdung, pcrsya-ratan Bangunan ccdung,
pcnyclcnggaraat Barguran Hung, TABG, peran Masyarakat, pembinaan
dalam pcnyetcnggaraan Bangunan Gedung, sanksi administratif, penyidikan,
pidana. dan perslihan.

(2) Untuk Baryunat fuurlg fungsi khusus, dalam hal pcrsyaman.
. pcnyelenggaraan dan pcmbinaan tida.k diatur dalam pcrarura, O...ai irri.

BA8 II
TUTOAI DIII XLIISIFIXASI BI.I{GENAIV GEDUNG

P.!rl 5
(1) Fulgsi Bargunan Gcdung merupal<al ketetzpan rrrengenai pemenuhan

f,crsya-ratan teknis Bangunar Gedung ditinjau dali segi tata bangunar dan
lingkungai rnaupun kcandalannya scrta sesuai dengan peruntukan lokasi
yang diatur dalan RTRW dan/atau RTBL.

(2) F\tngsi Bsngunan ccdung mcliputr:
a. Bangu-'ran G:dung fungsi hunian, denga, fungsi urama sebagar tempat

Eanusia tinggal;
b. Bangurart Geduttg fungsi kcagamsan dengan fungsi utama scbagai

tqmpat manusia melakukan ibadah;
c. Bantunan fuung fi.rnFi useha dcngan fungsi utama scbagai tenrpat

manusia mcla.kukan kcgiatan us€ia;
d. Bsngunar fuung frrngsi sosral dan buda;,a dcngar. fungsi utasla

lcbagai telrpat manusia melakukan kcgiata.D sosia.l dan bu<taya;
e. Bsngutar Gcdulg furg3i khusus dcngan fungsi utama scbagar tcEpar

manusia mclakuta.n kegiatar yang mcmpunyAi tingkat kcrahesiaan
tinggi dan/atau tingkat ri8iko bahaya tinggi; dan

f. Balrgunan Gedirng lcbih dari satu fungsi.
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Persl 6

, 
tt' 31ffinffj?ilA11":ffi:n deDsan tungsi utama sebagai temPat

a. barrgwran 
^r-.h 

tinggal hrnggal;
b. bangunan rumah tinggal deret;

! c. bangtrnan nrmah tinggal susun; dan
d. bangunan rumah tinggd sementan-

(21 Bangunan Gedung fungsi kcagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat
manusia mclakukan ibadah keagarnaan dapa.t bcrbcnhrk:
a. bangunan masjid, muehala, langgar, s'qrau;
b. bangirnan gereja, kapel;
c. bangunan pura;
d. bangunan vihara;
e. banguna4 kclenteng; dan
f, bangunan keagamaan dengan scbutan lainnya,

(3) Bangurian Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat
manusia mclalrukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
a. Bangunan Gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non-

pemerintah dan sejenisnya;
b, Ba^.gunan Gedung perdagangan sepcrti bangunan pasar, pertokoan,

pusat perbelanjaan, mal dan scje^risnya;
c. Bangunan Gcdung pabrik;'- d, Bangunan Gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel,

penginapan dan sejenisnya;
e. Bangunan Gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop

dan scjenisnyaf .
f. Bangunan Gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal

bus angkutan uinum, halte bus, te.minal peti kemas, pelabuhan laut,
pelabuhan sungai, pelabuhan pcrika:ra:: bandar udara;

g. _ B-4ngqq?n, Gedu-ng tempat per.fmpanan sementara seperti bangunan
gudang, gedung parkir dan sejenisnya; darr

h. Bangunal Gedung tempat pcnangkaran atau budidaya seperti bangunan
saran; bunrng walet, bar.gunan peternakan sapi dan scjenisnya.

Vl Bangunan Gedung sosial oan budaya dengan fungsi utana scbagaj tempat

banusia melalnrkan kegiatan sosial dan budaya dapat berbenhrk:.

"#trT*ff TLfr :"'ilil'.fl,f'ff L:"H.':ffi Ti::,ff
pendidikan tinggi, kursus tlan semacamnya;
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b, Bangunan Oedung pclayanan kcachatan sepcrti bangunan puskesmas,
poliklinik, rumah bcrsalin, mmah s6l<i! termasuk panti-panti dart
scjeaisaya; .

c. Bslgunan Gcdung kcbudayaar scpcrti bangunan museum, gedung
kcsbnian, Barrgunan Gcdung adat datr scjcnisnyai

d. Bslgunan Gedung lqboratoriuE scperti bangunai laboratorium lisika, :
laboratorium kinia, dsn laboratoriutn laimya, dan

e. Bangunan Gcdung pclayanan umum sep€tti bangunan stadion, gcdung
ol,ah raga dan scjcnisnl'a-

(5) Bangunan fungsi khusua dcrlgan fungsi utarna yaog hcmcrlukan tingkat
kcrahasiaan tingEi untuk kcpcntingan nasionat dan/atau yang mcanpunyai
tingkat risiko bahaya yang tingi.

(61 ' Bangunan.Gedung lcbih dFJi.satu tungsi dengan ftrngsi uta.dra kombinasi
' lcbih dad satu fungsi dspat bcrbcntuk

a. banguaan rumah dcngaD toko (ruko);
b. bangunan rumah dengan kantor (rutan);
c. Barguna-n Cedung ha.l-apartcdcn-pcrksntoran;
d. Bangunan Gcdung Elal-apartcdcn-Frkantoran-perhotclan;
c. darr s€jenisnya.

Pr..l 7
(l) Klasifftasi Banguian cedung tucnu.r-ut kclompok fungsi bangunan

didasarkal pada pcrnenuhan syarat administ asi da't pcrE e.ratstr teknis
Bangurm Ocdung.

(2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimatra dimaksud da.lam Pasal 5
diktrasifrkasiks! berdasarkan tingkat komplcksitas, tingkat pcrmancnsi,

. tingkat risiko kebaLaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dai/atau
kcpcmilikan.

(3) Klasilikasi bcrdasarkan tingkat komplcksitas meliputi:
a, Bangunart Gcdung scdcrhana, yaitu Bangunan Gedulg dengan kaiaktcr

scdelhena scrta Eemiliki kompleksitas qgr Elorylggt- ,:e99.!"tt" .

dan/atau Bargunalr Gcdung yang sudah memiliki desain prototip;
b- Bangunan Cedung tida.k aederhara, yeitu Bangunan Ccdung dengan

karakter tidak sederh€na scrta memiliki kompleksitas dsi atau teknologi
tidal scderhana; scrta

c. Bangunan Gedung knusus, yaitu Bangunsn Gedung yang mcmiliki
p€nSgunaan dan Frqfaratan khusus, yang dalam perencanaal dan

' pelakssnaannya nemerlukaa pcnyclesaiart/tcknologi khusus.

{4) Klasilikasi berdasarksn tingkatpcrmanensi meliputi:
a. Bangunan Ccdung darulat atau sclyrcntara, yaitL. Baigu.lan Gcdung

yang ksreDa fulgsinya direncana.kaa mcmpunyar urnur la'anaa samgni
dcngan 5 (lima) tahun;
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{s)

b. Bangunan Cedung semi permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karcaa
fungsinya dircncanakan memputyai umur layalta! di atas 5 [ima)
sampai dcngan 10 lscSrluh) tqlun; scrta

c. Bangunar Gedung pcrmancn, yaihr Banguns.n Gedung yarg karcn
fungsinya direncanakan mempunyai urnur layanan di atas 20 (dua Puluh)
taltun.

Klasifikasi berdasarksn tingkat risiko kebakaran mcliputi:
a. Tingkat risiko kcba.karan rendah, yaitu Bangunqn Gedung ya:ng karena

fungslrya, disain pcnggunaan bahan dan komponen unsur

pcmbcntuknya, scrta kusntitas dar kualitas baha! yang ada di delamrya
tingkat mudah tcrbakarnya rendah;

b. Tinskat risi&o kcbakaran sedang, yaitu Batgungn Hung yang karena
fungsinya, disain penggunaar bahan dar komporrcn unsur
pembenuknya, scrta kusrtitas dan kualitas balan yong ada di dalemnya
tingkat mudah terbakanya sedatg; scrta

c. Tingkat risiko kcbakara:r tinggi' yaitu Batgunat Gcdung yang ka.rena

fungsinya, dar disain p.nggrmaan bahan dart komPoncn unsur
pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya
ijngkat mudah tcrba*amya sangat tinggi dan/atau tjnggi.

Klasifrkasi berdasatka! zona3i gcmPa mcliputi tiagkat zonasi gemPa di
c/ilayah Kabupaten Donggala bcrdasarkan tingkat kerawanan bahaya
gcopa, scbagailrana dijabarkan lcbih lanjut dalam Ialnpiran I Pcraturan
Daereh ini.
Klaefi kasi berdasgtkan lokasi meliputii
a. Bangulan Cedung di lokasi rcnggang, yaitu Bangunat! Gedung yang pada

umumnya terletak pada. daerah pinSgiran/luar koia atau daeralt yang

berfu ngsi sebagai rcsaPan;
b. Bangunar Gedung di lokasi sedang, yaitr BalSunan Gedug yang pada

um\r.rlrnya terlctak di dacralt pcrmu;dmatu ger'a

c. Bangunan Gedung di lokasi padat, yaitu Bengund'r'Cedung y.ing pada

umum.oya t rlctak di dacrah perdagaagan/pusat kota.
KLasihkagi berdasaikan ketinggian Batgunan Gedu[g mcliputi:
B- Bangunai^ Gedung bertingkat rendal, yaiu Bangunan Ccdung yang

memiliki jum'ah l.xrtai ssspai dengan , lantai;
b, Banglmsr Gedung bertingkat sedang, yaitu Bangunar Ocdung yang

memiliki jumlah lalrtai mulai dari 5lantai sampai dcngar 8laltai; serta

c, Bangunan Gcdulg b.ningkat tinggi, yaitu Bangunar Gedung yang

mcmiliki jumlah lantai lcbih dari 8 lqntai'
Klasifikasi berdass.rkan kcpcmillkan mcliputi:
a. Bangunan Gedung milik negata, yaitu tsangunatl Gedung untuk

{6)

t7)

(8)

(e)

8l
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keperluan diaas yang mcnjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dal
diadakan dengar sumber pembiayaar yang bcrasal dari dana APBN,
dan/atau APBD, dan/aau sumber pembiayaan lain, scpcrti: gedung
kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, mmah
negara, dan lain-lain;

b, Bangunan Hung milik pcrorangan, yaihr Barlgutan Gcdung yang
merupakan kckayaan milik pribadi atau perorangan dan diadat€n
dengan sumbcr pembiayaan dari dana pribadi atau pcrorangan; serta

c, Bangunan Gedung mitik badan usaha, yaitu Bangunan Gcdung yang
mempakqn keksyaan milik badan usaha non pcmerintah dan diadakan
dengan sumber pembiaya^at dari dalta bada' usaia non pcmerintah
tersebut.

Plrd a
{1) Penentuan Klasifikasi Bangunan Geduig atau bagiar dari gedung

ditentukan bcrdasaJksrl fungsi yang digunakan dalam pcrencanaar,
pelal<sanaan atau pcrubahan yang dipcrlukan pada Bargunan Gedung.

(2) Fungsi dan K}asifikasi Bangunan Gedung hams sesus,i dengan peruntukan
lokasi yang diatur dalam RTRW dan/atau RItsL.

(3) Fungsi dan Klasifrkasi Bangunan Gedung diusulkan oleh Pemilik Bangunan
Gedung dalam bcntuk rcncana teknis Bangunan Gedung melalui p€ngajuan
perrnohonan izin mendirika, Ban8.rnan Gcdung.

(4) Pcnctapqn fungsi Ba'gunan Gedung dilal<uksn olch Pcmcrintah Dacrah
melalui pencrbitan IMB bcrdasarkan RTRW &n/atau RTBL, kcc lali
Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemcrinteh

(t)

.(21

(3)

Rlrl 9
F\.rngsi dan Klasilikasi Blngunar Gedung depat diubab dcngan mcngajukan
pcrmohonan IMB bs.ru.
Perubahan fungsi dan loasilikasi Dan8unan-Gedung scbasai€a4a dirnaksud.
pada ayat (1.) diusulkan olch pemilik dalam bentuk renc€na teknis
Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam
RTRW dsfi/atau RTBL.
Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Barrgunan Gcdung haruc diikuti
dengan peEcnuhail pers0/aratsrt adrninistratif dan pcrsys-ratan tekni3
BartSurtan Hu'|t yang bar-.u,
Pciubalan fungsi dar/atau lcasifikasi Bangunar Gcdung harus diikuti
dengan perubshan data furgsi dan/atau Klasilikasi Bangunan Gcdulg.
Peruba}Ia-n fuigsi dan Klasiikasi Bangunsn Gedurg ditctspkE olch
Pcmerintah Dacrah datarn izrn mandirike! Bangunsn Gcdung, kecuali
Bar.g.rnan Gcdung fungsi knusus ditctapkan olch Penrcrin:al.

(4)

(s)
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BAB III
PERSYA'RATAI| BAITCUXTT (}EDI'llG

B3glaa X...tu
It|aoa

P.r.l lO
(fl Sctiap Bangunan Gcdung haru8 rlesrcnuhi pcr.s)Eratan administratif da'r

pcrsyaratan tclatfu scsuai dcnSan fungsi Banguns.a Gedung.
(2) Pc.syaratar adEinistratif Bangunan Cedung laeliputi;

a- status hak atas tanah dan/atau izin pemsnfaatatr dari pemegang hal
atas talah;

b. status kcpqlilikan Bangunan Hung serta
C. IMB.

(3) Pc.syarata. tcbds Bangunan c.dung racliputi:
a. F syaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas:

l) pcrsyaratan peri.rntukallokasi;
2) inten3ira3 Bangunan Gedung;
3l arsit.lGrr Bsngunar! Gcdunts;
4) pcngcndalian darapak lingkungEn untuk Bdigullall Cedurg

Tertrntu: scrta
5) rcncana tata b€ngunan dan lingkungan.

b. pcrsyaratan kcandalar B€nguna. Gedung tcrdiri atas:
l) perryeratankcscldmatan;
2) Frye.ratankeschatan
3) peasyaratan kcnyamanar; scrta
4) p.Gyrratarkcmudahan.

B.gl|rr Bodua
PcrrJrlrrt$ .l-dDid.tr.tf

P.r.fnf f
Atrtu! Itat Atr3 t Drh

Par.l l1
(l) Sesap BarguneJr Gcdung harus didirikar di atas tanah yalg jelas

kcpcmilikannya, baik midk sendiii atau milik pihat lain
(2) Status hak atas tanal sebagaimara dim€tGud pada ayat (l) diwujudka!

.blcrn bcntuk dokrrrncn sertiilkat hak atas tans-h atau bentuk dokumen
kctcrangan status tan€i lainnya yang sah.

{3) Dalam hal tanahnya nilik pihak lain, Bangunan cedung hanya dapat
didirikar dcpgan izin .p€manfaatal tatra}! dari pernegang hak atas ta.rt6i
atau pcmilik tanah dalan bentuk pcrjanjian tcrtulis aitara pemegang hak
atas tanah atau pcmilik tanah dengan Pemilik Bangunan Gedung.
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(4) Pcrjanjian tcttulis s€bagaimana dimalaud Pada ayat (3) mcouat paling

sedilda hak dan kcs'qiiban Para Pihak' luas, lctak' dan batas-batae tetrah'

serta fungsi Baiguna! Gedung dan jargka waltu pcmarfaata! tans}t'

(5) Perjanjian tcrtulis scbagaimaira dinaksud pada ayat (4) memuat paling

*aifat hek dat kcwajiban para pihak, luas, lctak, dan batss-batao tarah'
sc.ta fungsi Bangunan kutrg dan jaJtgka waktu pcDanfaatan tenah

(6) Bsnguosn Gcdutlg yang katcna fsktorbudaya atau ttadisi setcBpat hams

dibairgun di atas air sungai, ai! laut, air danEu hratus mcndapatlan izin dari

bupati.
(7) Bangunan dung yang a-\an dibengun di atas tanah milik sendid atau di
' 

"t"" 
att"f, milik orang lain yang tqrlctak di kan'asan rawan bcncana alam

harus mengikuti pcrEfaratsn yang diatur dalam Kctcralgan Rencana

Kabupatcn

Pangrlf2
Strtur K.PeElllta! B'lguDr! GcdEttg

Pssd 12

(l) Status kcpcmilikan Bangunan Gcdung dibuktiker dengat! surat bukti

kcpcmilikan Bengunan Gcdung yang dikeluarkan olch Pemcrintah Daerah'

kecuati Bangulran Gcdung fungei khgeus oleh Pcmerintah'

(2) Penctapa! status kcpcmititan Bangural Gedung sebagairnana dimaksud

pada ayat (I) dilakukan pada sait Proscs IMB dan/atau pada saat

p"nd"t"an Ba-ngunan Gedung, sebagai s€iana tertib pcmbangunal' tertib

' penianiaatan dar kepastian hukum atas kepcmilikst Bangunan Gedung

(31 ltatus kePemilikan Batgunan ccdutg adat PAda masyatakat hukum adat
' 

ditctapkan oleh masyarakat hukurr- adat bc'sa;lgkutan bcrdasaikat! norma

dan ke€tifan lok J yang berlalu di lingkungan masyatalatnya'

(4) Kepcmilikan BaDgunan Gedung Capat dialihka'r k:pada Pihal< lain'

iSi p"nca;irrrr hak kep€milika! Bargunan Gedun; rePada pihat lain harus

- - - dilaporkan ' k€pada bupad untuk diterbitkan surat keteranga:l bukh

kcpcmilikan bam.
(6) eeigatihan hat< kcpemiLikal Bangunan Gedung sebagairnana dimeJ<sud

p"d; ayat (S) oleh Pemilik Bsrgunan Gcdung yang bukan pcrnegarg hak

^t"" 
t t 

"ft, 
terlebih dahulu tiarus mendapatkan pcrsctujuaJr pemegsng hak

atas tsnah.
(7) Status kepemilikal Bangunan Gedung adat Pada m'asyarakat hukum adat

aitctaptan oleh ro.asyarakat hukum adat b€rsangkutan berdaserkan norma

dan kcarifan lokal yang berlaku di lingkungan drasyatakatnya'

(8) Tata cara pembuLtirn kepcmilikan Bsngrnan Gedung kecuali scbagaimaJra

yang iiimaksud Pada ayat {3) diat'r! scauai dcnSan ketentuar peratwan

perundang-undarigan.
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(i)

(21

Pr.l3trf 3
r-ln Uoldtdtr! B.d$rl|! ltuBl

h|.l 10

S€tiap orang atau badan wajib memiliki IMB dcngal mcngajukan
pcrmohgnanjMB kcp.& buBati untulroelaku&an kcgiatanl
& pcmbangun& Bangulati Gcdung dan/atau prararaDa Bangunan Gcdung.
b. rchabilitasi/lcnoyasi Barrgultan Hung dan/atau pnasarana Bangr:natt

Hung mcliputi pcrbaikan/pcrarrataD, pcn-Jahan, pcrtuasai/
.- psngurangaq dan
c. pcmugaraa/pclcstsriart dengan ocndasartan pada surat Kct rangan

Rcncana l(abupatcn (advis plannilrg) unhrk lokasi yartg bersangkutsn.
Izin mendirikan Bangunan Gedung scbagaimana dimaksud iada ayat n)
dibcrikan oleh Pemerinta.h Daerah, kesuali Bangrmen Ccdung h.rngsi khuaus
olch Pcmcrintah.

Surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat {3i
mcrupakan kctcntuan yarlg bc.laku untuk loka.si yarg bersan8kutan dan
berisi:
a. fungsi Bsrgunan oedung yang dapat dibatlgun pada lokasi

bersangkuten;
b, ketingBian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
c, jumhn lantai/lapis Bangunan Gcdung di bawah permukaaa tatrah dan

KTts yang diizinkan;
d. garis sempaden daa jarak bebas minimum Bangunan Ccdung yang

diizinksnl
c. KDB maksimum yang diizinkan,
f. KLB maksimum yang diizir*ar,;
g. lc)H minimum yarrg di\tajibkan;
h. KTB . m.ksimum yaig diizinlan; dan
i. jaringa! utilitas kota.
Dalan surat Keterargan Rencana KabuPrtcn sebagaimana dimaksud pada
aya! (t) dapat juga-dicantumkan ;'.tentuan-ketentuan khusus yang berlaku
unti.rk tokasi yang b€rsan gkutan.

P.r.Stef 4
IllB dl At ! da!/atsu dl BaFah T.n.\ Alr d.r/.t u PruanDs/srru

Uauq
P .l 14

Permohonan IMB untuk Bangunan Gedung yang dibangun di atas dar/atau
di bawai tanah, air, atau prasaiana da't sarara umum ha-rus mendapat-kan
pcrsctujuan dari instansi tcrkait.
tMB unh* pembattErnan Bangunal Gedung scbagiruaoa dimaksud pada
ayat (1) wajib oendapa! Pcrtirbangao Telinis TABC dan dengan
mempertirnbangkan pendapat masyarakat.

(4)

(s)

(l)

12]'
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wajib Ecrgikuti Standar Tclmis dalt pcdomsn yang tcrt@L

Prsrfr.fs :
Kcfombrgfrn

Pltrl ll
(l) Dokumcn Permohonat IMB diss8Paikan/diajukan kcpada instansi yang

mcnyelcnggatakan urusan pcEcrintahan dt bidang pcrtuinan.
(2) Pcmcriksaan dokumcn rencana teknis dan administradf dilaksana*an olch

instansi tektris pcmbina yang mcnyclenggarakan urusqn pcmcrintahan di
bidang Bengunan Hun&

(3) Bupati dapat melimpahkan sebagiar kcq'cnangan pcncrbitat IMB

sebagaimana dima&sud pada ayat {1} dan ayat (2) kcpada Canat.
(4) Pclimpahan sebagian kewcnangan sebagaimana dimaksud pada ayat {3)

mcmpcrtimbbngkan faktor:
a. efisicnsi dan cfeli.tivitas;
b. urendckatlan pelayanan pemberia! tMB kepada masyarakat;
c. funSsi bangunan, klasifrkasi bangunan, luase-n tqna.L dan/atEu b€ngunan

yang rnampu diselcnggaraen di kecarnatan; dan
d. ke-:pataD penanganan pengrtggulAngan datutat dan rchabilitasi

Bargunql Gedutg pescab€ncars
(5) Kctcntuan lebih lanjut mengenai pclimpahaa scbagian kcwenangaD

sebagairnana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Pet'atu.an BuPati.

B.gh! Bctigr
Porrfnr&te! actd. Br:|ig!!.! GadElg

P.r.Sr.t f
UDUE

P|. I:6
- - - -?crsfaiatan teknis Ba-rg'Jnan Geduig meliputi persy€Jatan tata bangunan dan

lingkurgan dan pc.sya-ratat kcJrdalaa bangunsn.

Prtlgrrf 2
P.rlyrrata! Trtr BrDguutt &! Lhthrlgt!

Prld 17

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 mcliputi persya-ratan pcruntukat dan intensitas BanSunan CcdunS,
persya-ratan arsitektu! Bangunan Gcdung dan pcr6yaratan pcngrndalian daltlPsk
lingkurgan.
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P|'rgnf 3
Pcssy8ntq! pGrtr8tpt&! &a tntctsttas Bslg|rlr! ccd|lEg

Peld l8
{I) Bangunar Gedung harus disclenggarakan sesuai dengan penrntuksrr lokasiyarg tclsh ditctapkan dalam RTRU/ d8!/atau RTBL.(2) l3r".i"tat Daerah wajib memberi&an informasi merrgenai RTRW dan/atauRIBL scbagaimana dirnal<sud pada ayat (ll k";";- ;y;;;;;

cuma-cuma-

(3) Informasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) berisi kctcrangan mcngcnaipcruntukan lokasi, intensitas bangunan yang tcrdiri dri_, t epaaat"r,
,-. bangqnan, ketinggian bangunan, da11 garis sempaiar b"rgrr;;.(4) Bangunan cedung Jrang dibahgur:

a. di atas prasaralra dan sa-rajra umum:
. b. di bawah prasarala dal sararta umum:

c. di bawah atau di atas air:
d. di daeral jaringan transEisi listrik tegangan tin8gi;
e, di daeral yang bc.potcnsi bcncana alalx: dan

I 1 **".'l. *..*ls-6atar Opcrasionsl pcncrbanSan (KKOP);narus scsuai dengal ketcntuan peraturan perurtdEu_d-und0nga, danmempcroleh pcrtirobangal scrta pers€tujuar dari pcmcrintah Dacrahdan/atau instansi terkait lainnya.
(5) Dal€m hal ketentuan mcngcnai pcruntukan lokasi sebagai.rnana dimaksud

!:da- ayat (1) b€lum ditetapken, maka kctenhran m"igenai pcruntukan
lokasi scbagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur tjii. lan;ut aaam
Peratu.an Bupati.

P.rr.l l9
(1) Da.lam ha.l te.jadi perubahan RTRW dan/atau RTBL yang mengakibatlan

peiubahan peruntuLan lokasi, fungsi _Bargunarr- ceaung y;lrg tidal< scsuai
dcngap peruntukar yang baru nirus aiscsuaitian--

(2) Tcrhadap kerugiar yang timbur akibat pcrubaiar peruntul€rl lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pemerintah Dae.a\ memberikan
penggarhan yang layak kepada pemilik Bangunan Gedung scsuai dengan
ketcntuan peratursn pcrundang-undangar

h!.1 20
{l} Bangunan Gedung yang akan dibangun harus memenuhi pcrsyara@-n

intcnsitas Bargunart Gedung yang meliputi persyarat n kepadatan,
ketinggian da_r: jaral bcbas Bangunal Grdung, bcrdasarkan ketcnruan ya:-g
d.iatur dalan RTRW dan/atau RTBL.
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{21

(3)

(4)

(s)

{6)

Kepadetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliPuti ketentuan KDB

dan Kocfisien Dacrah Hijau (KDH) pada tingkatan tinggi, sedang dart rendah.
Kctinggiai scbagaimaaa diroakerl$ pada ayat (1) meliputi ketentuan tenrang
jumlah laatai bangunsn, tinggi bangunan dan KLB pada tingkatan I0,B
tinggi, sedang dan rcndal.
Kctinggiaa Bangunan Gcduag scbagaimana dimalsud pada ayat (3) tidak
bolch mengganggu lalu lintas pcterbaltgan.
J.rak bcbes Bangunan Oedung aebagaimara dimeksud pada ayat (1)

mcliputi kctcnhran tcntang Gatis Scmpadan Banguran Gedung dan jarak
antara Banguna.n Gcdung dcnga! batas pcrsil, jarak antarbangunan, dan
jarak antara asjdan dcngan pagor halamar.

Dalam hal ketcntuan mengenai persyaiatan int€nsitas Bangunan Gedung
gebagaimana dimak8ud peda ayat (l) belum ditetaPkan, mal(a ketentuan

Eengcnai p.rsyaratan intensitas Bangunan Gedung untuk suatu lokasi

diatur dalam Peraturan Bupati yarg berPedomaa pada peratura!
p€rundang-und€Jrgan yang lebih tinggi dengan memperhatikan pendapat

TABG.
Prr.l21

KDB ditentuksn atas dasar kepcntingan daya dukung lingkunga!,
pcnccgahan terbadap bahaya kebaks.ran, kePentingan ekonomi, fungsi
pcrunhrkan, fungqi bargunan, keselamataln dan kenyarnanan bangunan.
Ketentuan bcsernya KDB scbagaimana dimalsud pada ayat (2) disesuaikan
dcngan kctentuan dalar!! RTRW, RTBL dan/atau pengatu-ran sementara

persyaratan intensitas Bangunan Cedung diatur dalarn Peratutan BuPati

Pelal 22

KDH ditentukan atas dassr kcpentingan daya dukung lingkungan, fungsi
perurtui<rn, funggi banguna!, kcachat€r dslr kenyamanan bangunan '

Ketentuan besatnya KDH s.Fgaimana dimaksrld pade ayat (l) disesuaikan

dengan kctcntuan daldrn RIIW, RTBL dar/etau PenSaluran s€mcntara

p€r€yaratan intcnsitas Balglrnan Gedung dala& Peraturan Bupat:

I'at l23
KLB d.itcntukan atas daset daya dukung lilSkungarl, Pcnccgahan terhadaP

bahaya keba.katen, kcpcntillgan ckonomi, fungsi peruntukan, fungsi

bangunan, kcsclsnatar dan kenyamaran bangunan, kca€lamatan dan

kenya.lralrsn umutn.
::ctcnturt bcsamya KLB 3cb aimana dimaksud Pada -ryat (1) discsuaikan

dcngiar, kctcntuan dalstn R-TRW, RTBL dan/atau Pengatura-1 scmcnta-ra

p€rstraratal intcnsitas Bangunan Gcdung diatut dalam Peratut"an Bupsti'

{l)

\2',)

{l)

(21

tr)

l2l
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(1)

t2)

(3)

' P.t l24
Jumlah lqntai Bangunan Gedung. dan tinggi Bangunan Gedung ditentukan
atag dasal pertimbangan lgbar jalan, fungsi bang'-Dan. Leselamatan

bangunan, kcacrasian dcngan lingkungannya serta keselarnatan la.lu lintas
P€nerhngan.
Bangunan Gedung dapat dibuat bcrtingkat kc bawah ta'lah separljang
meEungkinkar untuk itu dan tidak bcrtentangan denga.n kctentuan
perundang undangan.
Ketentuan bes€-rnl.a jumla}l lantai Balgunan G€dung dan tinggi Bangunan
Gcdung scbagairnana dimaksud pada ayat (1) discsuaikan dengan ketcntuan
dalan RTRW dan/atau pengaturan persyajatajr intensitas Bang'.raan
Gcdun8 diatu dalam Pcraturan Bupati.

. P...125
Garis sempadan balgunan ditc[tukar atas pertimbangan kea.Etanall,
kesehatan, kenyamanar dar keserasian dcngan lingLlngal1 dan kctinggiaa
bBrtguran.
Gaiis Sempadan Be'gurran Gedung meliputi ket€ntuar mengcnai jaral<
Bargunan Cedung dengan as jdan, tepi sungai, tepi pa'ltai, .el kereta api
d6r/atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspck
keoclamatar dan kcschatar ;

Garis scmpadan bangulan mcliputi garis sempadan bangunar untuk bagiar
stuka, samping, dan bclakang.
Pen€tapan ga;is sempadan .balgunal berlaku untuk bangunan di atas
pcmukaan tanah maupun di bawah permukaa! tanah (besmen).

Ketcntuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana dima-ksud pada
ayat (1) discsuaikan dcngan ketcntuan dalam trlRw, RTBL diatur dalam
Peraturan Bupati.

(6), Bupati dapat mcnctapkan lain unluk kawasan-kawasan tertentu dan
' sDcsitlk.

Pasa! 26

Jaiaj< antara Bsngunan Gedung dcngan batas p€rsii, jaral( antarbangunan,
dar jarak antaj-a as jalan dengen pagar halaman dite:apkan untuk s€tiap
lokaEi sesuai dcngen peruntukartnya atas pcrtimbangan keaelsnatan,
kesehatar, kenyamanan, kcmudahan, dan keserasian dengan lingkungan
dan kcttlggiah boJtSunan.
Jarak Bntar Banguna! Oedung dcnqan batas pcrsil, jarak antarbangunan,
dan jarak antaia as jalai dcngan pagat' halaman yang dibcrlakukai per
kapling/ persil dan/atau p€r karrasln.

t1)

(21

.. (3)

(4)

(s)

(r)

(2)
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(3) Pcactapan jarak antsra Bangunan Gcdung dengan batas pcrsil, jatak
antalbangunan, dan jarak sntaia as ja.lan dcngan pagar hslernan bcrlaku
untuk di atas permukaan tanah maupun di bawai pcrmukaan tanah -
(besrDen).

(4) Pcnctapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas p€Bil, jatak
qntarb€igunan, da't jara.k artara as jalan dcngan paga.r ha.laman untuk di .
bawah pcrmukaaa tanah didalarkar pada pcrtimbangan kebcradaan atau'
rcncana jaringan pcmbangr&ar utilitas umu.Er.

(5) Kctrntuan bcsamya j6ra* antara Bargunan fuurrg dcngan batas pcril,
jarek anta$angunan, dsn jsrak qntara as jalan dengan paSarhalanan

' scbagairnana dimaksud pada ayat (l) disesuaikaa dengan ketrntuar da.lsrn
RTRW dan/atau p€ngaturar persyarataJr intcnsitas Bangunan Gcdung

. dalam Peraturan Bupati.
(4 Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasar!-kawasa! tcrtenhr dal!

spcsifik.

Pr.agraf a
Pat.ysnt ! Ar'ttlttur BrngunaJr Gcdulg

Pasd 27

Pcrsys.ratan arsitektur Balgunar Cedung mcliputi persyaratan penarnpila!
Bangunan Gcdung, tata ruang da1am, keseimbangan, keserasian, dan
kcselarasan Bangunan Gedung dengar lingkungarnya, serta mempe.imbangkan ,.
adanya keseirnbangan antsra nilai-nilai adat/tradisional sosisl budaya s€tempa:
terhadap pencrapan b€rbagai p€rkembangan arsitektur dan rekayasa.

Pstd 28

(1) Pe.syalatan pena&pilan Barguna.n Cedung scbagaimana dimaksud dal6n
PAsal 27 disesuaik& denSan penetaFan tema arsiteltur balgunen di dalam
Pcraturan Bupati tcntang RTtsL.

(2) Penaropilan Ba'lgunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus
Dcmpcrhatikan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan
lingkungan yarg ada di sckitalnya scrta dcngan mempertimbangkar- kaidah

Pclest€Jian.
(3) Penampilan Bangunan Cedung yang didirikan berdamiingan dengan

Bangunan CeduDg yarg dilestarikan, harus dirancang dengan
mcmpcrtimbangkan kaidah es'.tika bentuk dan karakteristik dari arsitektur
Bsngunan Gedung yalg dilestariksn.

(4) Pemerintah Daer-i dapat mengatur kaid"h arsitektur tertentu pada suatu
kawasa! setelah mendenga-r pendapat TABC dan pendapat maeyaralat 

_

dalam Pcraturair Bupati.
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P8!al 29
(l) Bcntuk denah Bsngunan Ccdung sedapat mutgkin simetris dan gcderhanaguna mengatttisipagi kcrusakan akibat bcncana alam gempa danpcncmpatannya tidak bolch mcngganggu fungsi prasarana kota, lalu lintasdan kctertibBn.
(2) Bentuk Bangunar Gedung harus dirancang dcngan mcmpcihatikan bentukdan kara.ldcristik arsitcktur di sckitamya aingan mc-;timb.rrgk ntcrciptanya ruang luar bangunan yang nyamar dan serasi terhadap

lingkungannya,
(3) Bentuk dcoah Baagunan Gcdurg adat atau tr-adisionat harus

memporhatikan sistcm nilai dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan
masyaralat adat bcrsangkutan-

(4) Atap dan dinding Bangunan Gcdung harus dibuat dari konstruksi dan
bahan yallg aman dari kerusalan akibat bcncana alam.

Pr'd 30
(l) Persyalatan tata ruang dalan Bangunan G€dung sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 27 harus mempcrhatikan fungsi ruang, 
"r"it"ktu, 

Bangunan
Gcdung, d8n keandalan Bangunal Gedung.

(2) Bcntuk Bangunar Cedung ba-ius dirancaag aga, setiap ruang dalam
dimungkinkan menggunakan pencahayaan da-n penghawaan alajni, kccua.li
fungsi Bangunan Gedung diperlukar sistcm pcncahayaao dan pcnghawaan
buatan,

(3) Ruang dalam Bangunan Gcdung harus mempunyai tinggi yang cukup sesuaj' dengan fungsinya dar a.rsitektur bangunarmya.
(4) Perubahan fungsi da-n penggunaan ruang Bangunan Gedung ata,, bagran

Banguna; Gedung h"rus tetap memenuhi ketentuan penggunaan Bangunan
Gedung dal) dapat menja.min kcamanan dan keselamatan bargunan dan
pcnghuninya.

(5) Pengaturan kctinggian pckat-angan adalah apabila tinggi ranah p€karangan
berida oi brwah titik ketinggian (pcil) bcbas baajir yang ditcrapkan olch
Balai Slnga; atau instansi berwcnang seteopat atau terdapat kemiringa,
yaig crrram atau perbcdaan tinggi y"rg besal pada trnai asli suatu
perp€takan, maka tinggi maksimal lartai dasar ditetapkan tersendin.

(6) Tinggi la.rtai dasar suatu Bangunan kung diperkenankan mencapai
maksimal l,2O m di atas tir^ggi .ata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-
rata jala!, dengan mcmpcrhatiLan kescrasi€r lingkungan.

(7) Apabi.la tinggi tanah p€karangan ocrada di bawai ritik keting6ian (preil)
bebas banjt atau terdapat kemiringan cur.am atau perbedaaa tingg yang
besa-r pada suatu tanal perpctakan, maka tinggi ma.ksimal lantai das€,
ditotapkar tcrscndiri.

9l
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(8) Pcrmu.k€an atas dari lantai dcnah (dasat):

a. Sckuraag-kurangnya 15 cm di atas titik tertinggi dari pckarangan yang

sudah dipe6iapkan; .
b. Sckurang-kuralgnya 25 cr;r di atas titik tcrtinggi dari eudbu jalan yeng

bcrbatasan;
c. Dalam hal-hal yang tuat biasa, ketentuan dalaEr huruf a, tidak bcrlalo:

jika letqk lantallartai itu lcbih tinggi dati 60 cm di atas tanah yang ada

di scketilingnya, atau untuk tarah-tanah yeng miring'

P.tsl 3r
Pcrsyaiatan kcscimb€ngan, kcactasian dan k selarasan Bengurar Hung
denSan lingkungannya scbaBaiinana dirEksud dalam Pasal 27 hatuc
mcEpcrtirhtangkan tcrciptiaya ruan! Iuar dan ruang tcrbuka hijau yang

scimbang, s€rasi dan sllaras dengan lingkungannya yang diq'ujudbtt dalam

perncnuhan persyaratan daerah rcsaPan. akses penyelam6tan, sirkulasi
kcndaraa! dan manusia serta terPcnuhinya kcbutuha-n Prasarana dan

sarana luar Ban8trnan GcdunS.
Pcrq|AreL1n kcscimbangan, kescrasi€tt dan keselsiassn Bangunen Gedung

dcngan lingkungennya scbagaimana didlaksud Pada ayat (l) m.liputi:
a. Pcrsyaratan ruang tdbuka hijau pckarangan (RTHP);

b. pcrcyaratan ruang scmpadan Bangutt.n Ccdung;

c. PcNyarata! tapal bascmcn tcrhadap lingkunSan;

d. Kctinggian pckatanSsn dan Isntai dasa.r bangunan;

c. Dacrah hijau pada haagunan;

f. Tata tana!tran;
g. Sirkulasi dan fasilitas parkir;
h. Pcrtandaan {Sig7ragle}; scrta
i- Pcncaiayaan .uang lua-. Bangu::an fuung.

P...1 32

Ruang tcrbuka hijau pckaranBan {F[HP) sebaSaimana dimaksud dal3rn

Pasal 3l ayat (2) hulufq stbagai marg yang berhubungan iangsung der'gan

dan tetletqk pada persil yang sama dcngan Bangunan Gcdung, bcrfungst

scbagai tcmp.it tumbuhnya tanaman, pcrcsapan air' sirkulasi, unsut estetik'

scbagai ruang untuk kegiat4 atau mang fasilitas (amenitas,

Pcrsy'uat rn RTHP ditctapkan dJam RTRW dan/atau RTBL, secara langsung

atau tidak langsung da.lam bcntuk Catis Sempadatr Bangunan, Koefisicn

Dasat Bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Lantai Ba_nguaan,

sirki.rlasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bcrsifat mengikat

scmua Pihak berkcPcntingan.
Dslam hal kctcntuan mengcnai pcrsyaratan RTHP scbagaina-na Cimaksud

pada ayat (2) bclum drtetapkan, Ioai<a ketentuan mengenai pcrE ata|:5'-1

RIHP untuk suatu lokasi diatut lcbih lanjut dalam Pcratu.an Bupati scbagai

(1)

(2t

(l)

12)

(3)
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P...1 33
(l) Pcrsyar.atan ruang s€Epadatt adcpar.. Baagunan Gedung scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 3l ayat (21 huruf b harus menghdahkan kcs€ra8i€n
tanscka,p pada ruas jalan yarg tcrkait scsuai dcnga! kctcittuan datam RIRW
dan/atau RTBI. yang mcatcakup pagar dan gerban& tanama! bcaar/pohon
d8n bangunan pcnunjang.

(2) Terhadap persyaratatt ruang scapadal depan Laagunan scbagaimana
dimaksud pada ayat (l) dapat ditctapkan karaktcristik lansckap jalan atau
ruas j6l€n dcngan mempertimbangka! kescrasian tampak dcpan bangunan,
ruarg scmpadan dcpan bangunan, pngar, jalur pajalan kaki, jalur
kcnd€raan dan jalur hijau mediar jalan dar sar.ana utjlitas umurlt liainnva.

Pqld 34
(1) Persyaratar tapak bascmen tcrhadap lingkurgan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (2) hurut c berupa kcbutuhan besmcn dan besaran
Kocfisien Tapak Besmen (!(TB) ditctapkan bcrdasarkan rcnc*ura Deruntukern
la}ta't, kct ntuan tcknis. dan-kcbijalan dacrah,

(2) Unt.k penyediaaan RTHP yarg memadai, lantai basemen pertama ridak
dibcnarksn keluar dari tapak baqgunan di atas tanah dan atap basemen
kcdua harus bcrkedalaman sckurang kurangnya 2 (dua) mctcr dari
pcrmukaan tanah.

Prlel 35
(l) Dae.ah hijau bangunan (DHB) sebag"-hana dimaksud dalam pasal 31 ayat

(2) huruf e Japat bcmpa taman atap atau pcna.oaman pada sisi b6ngunar!.
(2) DHB mcrupal<ar! bagia,r dari k:wajiban pemohonan IMB untuk

menyedialan RTHP dengaD luas rnaksimrrm 25olo dari RTHP.

' peld 96
Tata Tanaman sebagaimana dim.lsud dalam Pasal 3l ayat (Zl hund f meliputi
aspck pcn:ilihan kalaktcr taraman dan p€ncmpatan tanama! dengan
memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wada-h tempat tanamar turnbuh dan
tingkat bahaya yang ditimbulkannya.

P|.d 37
(U Setiap bangunan bukan rumsi tinggal wajib mcn,,cdiakan fas.ilitas parkir

kcndaraar yang propoBional dcngan jumlah luas lantai bangunal scsuai
Standar Tcknis yang blah ditetapkan.
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(2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3f ayat (2) hutuf g tidak

boleh mengurangi dacrah hijau yang tclah ditctapkan dan harus beroricntasi
pada p€jalan kaki, mcmudahkan aks:sibilitas dan tidak terganggu olch

sirkulasi kcndataan.
(3) Sistem sirkulasi scbagaimana dimaksud Pada Pasal 3l ayat (2) hurut g

harus sa.ting mcndukung srttara sitkulasi cktcrns.l da'l sirkulesi intefnd
Bangunan Gcdung serta antara individu pemakai bangunan dcngan sarana

tratEportasuya.

Ptld 3a

(1) Pertardaan (Signage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l ayat (2) huruf
h yang ditempatkan pada batrgunan, pagat, kavling dan/atau nrang publik

tidak bolch mengganggu karakter yang akan diciptaka!/dipertahankan'

(2) Kctcntuan lebih lsnjut rnengenai pqrtandaan fsjil9dqgre, Bangulan Cedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan

BuPati.

P.At 39
(1) Pen'lhayaan ruahg luar Bangunan Gcdung sebagaimaia ditnalsud dalam

Pas8.l 3l ayat (2) huruf i harus ditr€diakan dcngan mcropcrhatikan karakter
lingkungan, fungsi dan arsitektut batrgunan, estetika amcnitas da4

komponen promosi.
(2) Pencahayaat! yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mcmcr^uhi keserasian dcngat pcncahayaal dari dalam bangunan clan

pcncahayaan dari penerangan jalan uErum.

P8r.grF f 5
PcrsFtcta! PcngGld'liqn iJaEPak Ltngku!98!

P-!d ,to

(1) Sctiap kcgiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu

atau mcnimbulkan darnFak bcsat da.rr Penting haius dilcndkaPi dcngen

Arslisis Mcngcnai Dampak Lingkungsn (AMDAL).

(2) K€giatan d6lsE bangunan dan/atau linglungannya yang tidsk mengganggu

atau tidak mcnimbulkan CarnPak bc8at da't p€nting tida& perlu dilcngkapi

dcngat! AMDAL tetapi dengan Upaya Pclgclolaan Lingkungan (UKL) dan

Upaya Pcmantauan Lingkulgsn {UPL).
(3) Kcgiatan yang mcmcrlukan AMDA!, UKL dan U;L discsuaikan dengan

ketentuan peraluran perundalgudangan
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(r)

12)

Prr8gnf 5
Re!c.!. Tat8 B.!g|r!rD d'n lilgkuaga!

Pat l41
Rcncana Tata Bqngunsn d8n Lingkungail atau RIBL msmuat program

bangunan dan lingkungan, rencsla umum dar pandusn rancangan,

renc€na investasi dan ketentuan pcngenda'lian rencana datr pedoman

pcngcndalian Pclaksaraan.
Program bangunan dar lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

mcmuat jenis, jumlah, bcsarar, dan luasan Bangunan Cedung, serta

kcbunrhsn ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial' praaarana

a&sesibilitas, saiatra pencahayasn, dan satana penyehat€n lingkungar' baik

bcrupa pcnataan Prasa.rana dal:t saraaa yang sudah ada maupun ba-ru'

Rencana umum dan Panduan rancg.ngan scbagaimana dimaksud pada ayat

{l) merupakan kctcirtuan-ketentuan tata bangunan dan tingkungan paCa

suatu lingkungan/ kawasan yang memuat rencana Peruntukan lahan ma}{io

dar milso, rencata Perpclqkan, rengana tapak, rencana sistem pergerakan'

rencena aksesibilitas lingku.:rgan, rencana Prasarana dan sarana

lingkungao, rencana wujud visual baflgunan, daJr ruang terbula hijau
pencana investasi sebagaimana dirnalsud pada ayat (l) merupakar araian

program trvestasi Bstrgunan Gedung dar lingkungannya yang disusun

berdasarkan program bangunan dan lingkungar serta ketentuan rencana

umlrj:.I dan parCual rcncanaaang memperhituigkan keburuhan nyata pata

f"."ngk, L"i"ntingun Jalam penataan lingkungan 
'/ 

kawasan' dan merupakan rujukal

pemuiayaan aalam penataan lingkunga!/kawasan' dan me 1]PakaJl.ruJukan

L"6 p... pemangku kep€ntiflgan untuk menghitung kelayakan investasi

dai pe-biaya"t suatu Pcnataan ltau Dun menghitung tolok ukur

keberhasilan investasi, schingga tercaPai kcsinambun8 ln pentahaPan

pclaksanaan P€mbangunan-
K","n,,!"r, pengendalian rencana sebaga:mana dimalsud pada ayat 11)

mcrupalan alai ntcbilisasi Fetan dtasing-masing pcma'rgku kePcntitgan

pada masa pelaksanaa! atau masa Pemberlakuan RTBL sesuai dengan

;;;;""d dabm suatu sistcm yalS dis€pakati bclsama' dan berlaku

..U,"g"i .o;i-tk"Jl bagi Para pcmangku kcpentingan \rntuk s-cngukur tingkat

kcbc;h3silan kcsinambungan pcntriaPan PelaksaJraan pcmbarlgunan'

Pedoman pcngcnda.liqn pclglGanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

-"*p"f."i eliat untuk mcngarahkan pcrq'ujudan pelakoanaart penataarr

uang;n"t dan iingkungan/kawas€n yang bcrdasarkan dokumcn RTRL' dan

metnaidu p€ngelolaan kawasan agal daPat bcrkualitag' meningkst' dan

bcrkclanjutan.

(3)

t4)

(6)

(7) RTBL disusun bcrdasarkan pada pola Penatasn Bangunan Cedung da'l
' ' iingk rrrs- yang ditetaPkan oleh Pcmerintai Dacrah dan/atau masyarakat
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s€rta dapat dilakukan mclalui kemitrean Pemerintah Daeralt dcnga! swasta
dan/atau mastatal@t gcauai dengan tingkat permaeelahan pada

lingkungan/kaq'asalr bersan8kutan dengan memp€rtimbangkan p€ndapat
para ahli dan masyaiakat. I

(81 Pola pcnataan Bangunan Gcdung darl lingkungan sebagainara dimaksud
pada ayat (4 rleliputi p€mbaDgunan baru {new develop6ent), pcmbangunatr
8isipan parsial (inJill developmcnt), peremajaan kotE (urban renew6l),
pctnbangunai kembali wilayah pcrkotaan (utban rcdeveloPmcnt)'
pcmbargunan untuk menghidupk8n kemba.li wilayal p€rkotaan (urbat!

rcvitalization), dan pelcstarian kawasan.
(9) ' RfBL yang didasatkan pada berbagai pola penataan Bangunan Gedung dan
' tingkungan Bcbagaimana dinaksud pada ayat {8) ini ditujukan bagi berbagai

status kawasar scp€rti kawasan batu yang potensia.l berkembang, kawasan
tcrbangun, kavtasatr yqtrg dilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yeng
b€rsifat gabirngan atau campuran dati ketigajenis kawasan Pada alat ini.

{1O) Ketentuan l€bih lanjut tentang RTBL sebagaimana dimaksu pada ayat ll)
diatur d?ngan Peraturan BuPati.

Prr.gnJ 7
PGtrFtatr! Xtaldal! B.8gu!a! CeduBg

Palal 42

Pcrsyaratan kcqndalan Bsngunan Gcdung sebagairlata dima]sud dalam Pasal

16 meliputi pelsyaratan kesclamatan, kcsehatalr, kenyamanan dan kemudahar:

P$agraf 8
Pcrslraratra LcrchoetEJ BadguDa[ Ccdulg

Pard .ti]

Pcrsyaiatan kcaldalan Bangunat Gedung terdiri datr persyaratan keselanlate!
Bangunan Gedung, pcrsyaratan kcseha'.an Bangunan Gedung, Persyaratan
kcnyamanan Bangunan Gcdung dan persyatatan kemudahan Bangunar Gedung

P al.14

Persyaratan kcaelamatan Bangunan Ccdutlg sebagaimana dimaksui dalarn Pasal

43 meliputi pcrsyaratan kemampuan Bangunan Cedung terhadap beban muatan,
pcrsyaratan kcmampuan Bangunan Ccdung terhadap bahaya kcbakaran dan

persyaratrh kcmamPuan Bangunan Gcdung tert.adap baiaya Pctir'

Palal 45

{t) Persyamtatt kemampuan bangunatr Gedung terh-lap bcban muatan
" 

scUalaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi persyardtan struktur
gan;unan Gcdun8, Pembebanan pada Bangunan oedung' atruktu' ataE
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Banguna-n Gedung, struktur bewai Bangunan Gedung, pondasi langsung,
pondasi dalgm, kcsclamatan struktur, kcruntuhan str'uktur dan pcrayaratan
bshan.

(2) Strukur Bangunar Gedung scbagairnana dimaksud Pada ayat (1) harus
kuat/kokoh, stabil da.larn metnikul beban dan mcmenuhi Persyaratan

(3)

l4)

kesclamatan, persya!-atalr kclayanatt selama umur yalg
dcnga-n mempertinbangEan:
a. fii'gsi Bangunar Gcduag, lokasi, kcawetan dan

pclaks€naar konstnrksi Bangunan GedunS;

direncanakar

kemungkinan

b. pengar-uh aksi sebagai ekibat dari beba! yarlg bckerja s€lama umw
layairatt struktur baik bcban muatan tetaP maupun scmentata yang

. timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga pcnrsak;

c. pengaruh gempa terhadap substruldu! maupun str-uktu! Bangunan
Gedung sesuai zona gcmparrya;

d. struktur banguna! yang dilencanakan scceJa daktail Pada kondisi
pembebanan maksimum, sehingga pada saat te.jadi keruntuhan, kondisi

strukturnya masih memungkinkan penyelatnatan d;_i P€lShuninya;
e. struktur bawah Bangunan Gedung pada lokasi tanai yang dapat terjadi

likulfalsi, dan;
f. keandalan Bsngunan Gedung.
Pembcbanao pada Bengunan Gedung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1)

harus dianalisis dengan memeriksa resPon struktur terhadaP bcban tetap,

beban sementa.rrr atau bcban khusus yang mungkin bekcrja selatna umur
pelayanan dengan menggunakan SNI 03- 1726-2002 'fata cata perencanaan
ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi tcrbaru; SNI 03-

1727 -'.989 lata cata p€rcncanaan pembebanan untuk rumah dan gedun;,

atau edisi tcrbaru; atau srandat baklr dan/ atau Pedomat Teldis.
Stiuktur atas Balrgunan Ccdung scbaS4imana dimaksud pade ayat (I)
meliputi kcrstruksi b€ton, konstmksi baja, konsttuksi kayu, konstruksi
bambu, konstruksi dengan bahan dqn tekllotgg! $r-qsus dilaksanakaa

dengar mcnggunalal s'.aldar sebagai berikut:
a. konstruksi beton: SNI 03-1734-1989 Tata caia perenc€naan beton dan

struktru dinding bert.rlang untuk.rumah daJt SeJung, atau cdisi terba-ru,

SNI 03-2847-1992 Tata cata Pcnghitu!8an struktur beton untuk
Bangunan Gedung, atau cdisi tcrbaru, SNI 03-3430-1994 Tata ca-ra

perencanaan dinding struktut pasangan blok beton berongga bcrtulang
untuk ba|lgullan rumah dan gedung, atau edisi terb€.:-rl, SNI 03-3976-
1995 Tata cara pengadu-kan pengecoran beton, atau edisi terbaru, SNI

03-2834-2000 Tata cara d€mbuatan rencala calnpuran bcton normal,
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atau edisi tcrbaiu, SNt 03-3449-2002 Tata cata rencana pcmbuatan

campuran b€ton ringan dengan agregat ringar, atau cdisi terbaru; tata

ca.ra perencanaan 'lai palaksanaan konstrulsi b'ton Pracetak dan '
pratcgang untuk Bangunan Gedur:g, mctode pcngujian dan Penentuan'
parameter P€rcncanaa:n talEn gempa konstruksi beton piacetek dan

prategang untuk Bangunan Gedung dan Ep€siitkasi sistem dan matcrial '

tonstruksi bcon pracetak dan pratclang untuk Batgunan Hung;
b. konstruksi baja: SNI O3-1729-2OO2 Tata cara pcmbuat"r dan pcrakitan

konstruksi baja, dan tata cara pemelihsraan konstr-uksi baja sclama

masa konstrulGi:
c. konsttuksi kayu: SNI Og-24O7-1944 Tata caia pcrcncanaan konstruksi

ka)'u untuk Bangunatt GedunS, dan tata cara pcmbuatan dan pcrakitan

konstrukti kayu;
d. konstr-uksi bambu: mengikuti kaidah pcrencanaan konstiuksi baftbu

beidasarkan Pedoman dan standal'yang lerkait, dan

e. ko.struksr ciengat bahan dan teknologi khusus: mengikuti kaidah

perencanaan konstruisi baian dan teknologi khusus berdasarkan

pcdoma! daJt standat yang tcrkait.

{5) Stnrktur bawal Bangunan Gedung sebagaimana dima}sud Pada ayat (l)

mcliputi pondasi langsung dan Pondasi dalam
(6) Pondasi langsung sebagaimana Cimaksud pada ayat (5) harus direncanalan

schingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap ocngan oaya.

duku;; tanah yang cukuP kuat dan seiama berfungsinya Bengunan Gcdung

tidak mengalami penumllan yang melampaui batas'
(7) Pondasi dalam sebaEaimana dimaksud peda ayat (51 digunakan da'lam hal

Iapisan tanah dcngan daya dukung yang tcrletak cukun jauh di bawah

' permukaan tanah sehingga pengguoa Pondasi iangsurrg dapat menyebatrkan
' p.rr,]-rr^n y".tg b€rlebihan atau ketidakstabilan konstruksi'

{81 Keselamaran slruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (ll merupakan

salah satu penentuan tingkat keandalan sttlLklur bangunan yang diperoleh

dari hasil Pemcriksaan Berkala oleh ibnaga-a1iti-y5-nf bersCriifiliat sbsuai

dcngd ketentuan delam Peratu-ran Menteri Pekerjaan Umum Nomor

l6/iRT/ Mi 2olo tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Ba.rrgunan

OedunS.

19) Kcruntuhan s-!k!ur sebagaimana dima,<sud Pada ayat (1) meruPeken salah

satu kondisi yang harus dihindari dengan cata melakukan Pemeriksaan

Bcrkala tingkat keandalan B.fgunan Gedung sesuai dengar Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Ncmor l6lPRTlM/2O|O tentarS Pedoman Teknis-

Pcmcriksaon Bcrkala Bangunan Gcdung.

(lO) Peisyaratan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) hatus memcnutli-

persyara)ar-. keamanan, kesclamatan lingkungan dan Pengguna Bangunart

Ccdung serta sesuai dengan SNI terkait.
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Pr..f tl5

(1) Pcrsyaratan kemampuan Balgunan Gcdulg terhadap bahaya kebakaran
'-' mefip,rti sistcm protcksi attif, sistem proteksi pasif' p€rsyarabn jalFn ':e

luar dsn aksesibilitas untuk pemadaman kebakaratt' persl'sratatl

o"ocaft."a." dsrurat, tanda arah kc luar dan sistrm peringatan bahaya'

;atry"*"" komunikasi dalam Bangunan Gedung' pcrsyaratsn ilstalasi

L"ft- U"Ltt g"t d"" manajsmen pcnanggulangan kcbakalan'

(2) Sctiap eangunan Gcdung kccuali rumah tinggel tunggal dan rumah derct
' ' 

scdcrhata hams clilindurgi dad bahaye' kebalann dcngan sistem Protcksi

aktif yang mcliputi sistem Pemadatn kcbaka.r€l)' sistem ditekei dan alatm

;";;-;, sistem pengendali asap kebakaian dan pusat Pengendali

kcbakaran.
tgt Sctiap Bangunan Gedudg kecuali mmah tinggal tun8gal dan rumah deret
' ' 

scdcthana harus dilindungi dari bahaya kebal<aran dengan listcm Protcksi

pasil dengan mcngikuti sNI 03-1736-2000 Tata cara Perencanaan srsrem

proteksi pasif untuk penccgahan baht'ya kebakaran pada BanEunan
'C"ar-,"g, aol., edisi terbatu dan SNI 03-1746-2000 Tata cara perencallaan

d.r, p"--"""og- 
""ta'ta 

jalaa ke luar untuk penyclamatan tcrhadap bahaya

kcbakaran pada BanSunan Gedung, atau edisi terbam'

t+t pc*yat t.rt jalan ke luar der.l aksesibilitas untuk Pemadaman kebakaran
' ' 

^"tiprr,i 
p"r"rr"-"a" ai<ses bangunan dai Iingkungan .untuk 

p€nccgahan

bahaya kebakatan dan perencaoaan da.rl Pemasangan jalan keluat untuk

;;:;",tt scsuai dingan SNI 03-1735-2000 Tata cam percncanaan

bangunan dsJI lirtgkungan untuk pencegahan bahaya-kebakatan pada

' ;;;; .-rnJa"arl gid""g' t*t' edisi tetbem' dsn sNl, 
-o3- 

1736-2000

TatacaraPerencan€unsrste-mploteksipasifunlukp'nceSahanbahaya
kctakeran pada Bangun n Cedung' atau :dlsi terbaru

fsl ;i;*;; p"ncahalaan darurat' ta-nda arah ke luar dan sistem peringatan

bahaya dimaksudkan untuk memb€rikan arahan bagi penBguna gedung

dala$ kcadaaan clarura! untuk mcnyelatnatkan diri sesuai dengan SNI 03-

6573-2C01 Tata cara perancaJrgat! pencahayaan darurat'- tarrda aJah dan

sistcm pcringatan bahaya pada Bangunan Gedulg' atau edisi terbaru'

{o) persv.rat"n 
- 

tomunikasi dalam Bangun"n Gedung sebagai penyediaa'

sistcm komunikasi untuk keperluan iitemal maupun untuk hubu:lgan ke

luar pada saat teqadi kebakaran atau kondisi lalnnya harus sesuai dengan

ketcntuan pcraturan perundang-unddlgan mengenai telekomunikasi'

(Z) persyaratan instalasi bahan bi<"t gu" meliputi jenis bahan bakar gas dart

instatasi gas yaig dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas

tabung mengikutr kctcnluan yang ditctapkan olcr.r-Tstan:i yang berwcnanS'

(8) sctiaP Bangunan c'.a!"tg a'"ng; fungsi' klasifrkasi' luas' jumlah iar:tai

dan/atau jurnbh pcnghuni tettentu harus mempunyai unit manajemcn

protcksi kebakaran Bangunan Gedung'
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Pt tl 47

{l) Pcrsyaratan kcmampuan Banguna!! Gcdung tcrhedaP b8laya pctir dan'' bahiya kclistrikan mcliPuti pgrsyetatan itlstal1si Ptotcksi pctir dan
pcrsyaratan sistcdr kelistrikan.

(2) itrsyaratan instatasi protcksi pctir harus mcmpcrhatikaD percncanaan' ' 
sistcm protcksi Pctit, instalasi protcksi petit, pctucriksaa!- dan Pemclihataan
sct-ta ;emenuhi SNI 03-70!5-2004 Sistem Protcksi pctit pAa Bangunan
Gcdung, atau edisi tcrbaru dan/atau Standat Tcknis l'ainnya

(31 Pcrsyaratan sistcm kclistrikan harus memPerhatika! p€rencaDa'n insblasi' Itstrik, jaringan distribusi listdk, bcbiin listrik, sumbcr daya listrik,
trq.nsformatoi dist ibusi, pemeriksaan, pcngujian da'r pcoeliharaan dan
mcmenuhi SNI O4-C227-1994 Tcgangan standar, atau edisi tcrbaru, SNI 04-
O225-2OOO Persyatatan umum instalasi liskik, atau edisi tcrbaru, SNI 04-
7ol8-2ou sistcm pasokan daya listlik darurat dan siaga"atau edisi telbanr
da'I SNI O4-7019-2OO4 Sistem pasokan daya listrik darurat mcnggunakan
encrgi tersimpan, atau edisi terbatu dan/atau Standat Teknis lainnya.

P8881 48

{1) Setiap Bangunan Gcdung untuk kepentingan umum hatus dilengkapi
dcnga! sistem pcngamanan yang memadai untuk mcncegah terancamnya

kcsclamatan p€nghuni dan hatta bcnda akibat bcncana bahatl peledak.

(2) Sistem pengan.ahan aebagairnana dimaksud daiam ayat {1) merupakan
kclcngkapan pcngamanan Bangunan Ocdung Jntuk kepcntingan umurn dati

baiaya bahan pelcdak, yang mcliputi prosedw, pcialatan dan pctutaa

pcngatnanan.

{3} Prosedur penga$anatt scbagaimana dimaksud dalam ayat (2} meruPakan

tata cara proses pcmeriksanaan pengunjung Bangunan Gedung yang

kcmungkinan mcmba'va bcnda atau bahEn - berbahaya yang dapat

mclcdakkan dan/atau membakar Balgunan Gedung daa/atau pengunjung
di dalarnnya.

(4) Peralatan peng&manan sebagaimana diloatsud dalatn ayat (2) meruPakan

pcralatai detektor yang digunakan untuk tr llcrik6a pengunju48 Bangunal
- -eedfig yang kimungicinan. rnembawa benda atau bahan bcrbahaya yang

dapat melcdakkan dan/atau menb-l-ar Bangunan Gedung dan/ atau

pengunjung di dalamnYa.
(5) Petugas pcngarnanan s.bagaimsna dimaksud dalam ayat (2) rncruPakan

orang yang dib€rikan tugas untuk memeriksa Pcngunjung Bgtrgunan

Gedung yang kemungkinan mcmba$ a benda atau bahan bcrbahaya yang

dapat meledakkar dan/atau membakar Bangunan Ccdung dan/atau
pengunjung di dalamnya.

(6)' Persydatan sistcm pengamanan sebagaimana dimaksud dalsm ayat (2) yang

mcliputi ketentuan mengenai lata car3 p€rencanaan, pemasangalr'

pcmeliharaan instslasi sistem p€nga.inanan dis€suaikan dengan pedoman

dan Standat Teknis Yang terkart.
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Prngraf 9
P.rsjr.rat a Kc!.hata! Bugun ! ec.|u8g

Frldl 49

Pcrsyaratan keschatan Bargunan G€dung mcliputi persyaratar sistcm
penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan pcnggunaan bahan banguaan.

Pr|rl 50

(l) Sistcm penghawaan Banguns! Gcdung sebagaimana dimaksud dalam Pas€l

49 dapat berupa ventilasi alattri dat/atau vcntilasi mckanik/buatan scsuai

dengart fungsinya.
(2) Bangunan Oedung tempat tingga.l dan Bangunsl Gedung untuk pelayanan

umum harus mempuayai bukaan pcrmanen atau yang dapat dibuka untuk
kcpcntingan vcntilasi alami dan kislkisi pada pintu dan jcndela.

(3) Persyaratan teknis sistem dsn kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI 03-

6390-2000 Xonserwasi energi sistcn: tatri udara pada E-arigu'lan Gedung,

atau edisi tcrbaru, SNI 03-6572-2001 Tata cara p€ralcangan sistem ventilasi
dar pengkondisian udara pada Bangunan Ccdung, atau cdisi terbatu,
standar tentang tata cata perencanaan, pemasangan dan pcmeliharaan

-istem ventilasi dan/atau Standsr Tektis terkait.

P..d 5l
(t) Sistem pencahayaan Balgulan Gedung sebagaimana dirnaksud dalam Pasal

49 dapat bcrupa sistem pencalayaan alami dan/atau buatan dan/atau
. pcncahayaan darurat sesuai dengalt fungsinya.
(2) Bangurran Cedung tcmPat tinggd darr Bangunan Ccdung untuk Pelayanan

ur:um harus mempunyai bukaan untul pencahayaan alami )Eng oPtirnal

digcsuaikar dcngan fungsi Bangunan Gcdung dan fungsi tiap-tiaP ruangan

dalam Bangunan GcdunS.

{-3}. Sistqtn pcnca}rayaan buatar, sebagaidana dimaksud pada ayat {1) harus

mcmenuhi Persyara.ian:
a. mempunyai tiIrgkat uminasi yang disya-ratkan sesuai fungsi ruang

lalam dan tidak nrcnimbulkan efck silau/ pantula'1;

b. sistcm fncahayaart darurat t arya dipalai pada Bailguna'l Cedung

fulgsi tcrtentu, dapat bckcrja sccata otomatis datt mcmpunyai tingkat
pencahayaen yang cukuP untuk evo.lolasi;

c. hatus dilcngkapi dengan pengcndali manual/otomatis dan ditemPatLan

pada tempat yarg mudah dicapai/dibacaolch pengguna ruaiga!'
(4) Pcrsyaratan tcknis sistcm pencahayaan hstus mengikuti SNI 03-6197-2000

- Konservasi cncr;i sistem Pcncahayaan buatar' pada Bangunan GcdunS' ataL

edbi tcrbaru, SNI 03-2396-2001 Tata cara pcrancangan sistcm pcncahayaan

alami pada Bangunan Cedung, atau edisi terbatu, SNI 03-6575-2001 Tata

' cars pcreJtcangan gistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung'

atau edisi terba.ru dan/atau Standat Teknis terkait
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Pu.l 62

Sistcm sanitasi Battgunan Gcdung sebagaimana dimaksud dalam pasal 49

dapat berupa sistcm air .minutn da.laIn Bangunan Ocdung, sistcm '
pcngolaian dan pembualgan air limbsn/kotor, persyaratan instalaei 8as
medik, persyaratan p€nyaluran air hujan, p€rs'€ratsn fasilitasi senitesi
dala$ BangunaD Gcdung (saluran pembuangsn air kotor, tcmPat sampah, '
pcnanpungan sampa}t dar/atau pcngolahen sampah).
Sfutem ai! rninum da.lam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada

a)€.t (l) h6rus dircDcarlakart dcngan mempertimbangkan sumbcr air minum,
kua.litqs air bcrsih, gistem distribusi dan peoamPungannya.
Psryaratan air minum da.lam Batlgunan Geduttg hanrs mengikuti:
a. kualitas air miDum scsuai dcngan kctrntuan peratunn perundang-

undangan mengenai persyaratsn kualitas air minum dan Pcdomatl Telolis
mcnScnai sistcm plambing;

b. SNI 03-6481-2000 Sistcrn Plambing 2OOO, atau edisi terbeiu, dan

c. Pcdomar! da!/atau Pedoma, Tclsris tcrkait.

Pad 53

Sistem pengolaisn dan pembuangan air lir,bah/kotor sebagairnana'
dimaksud dalam Pasal 49 harus direncanakan dar| diPasang dengan
mempertimbangkan jcnis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam
bcntuk pemilihan sistem penga.liran/P€mbuengan darr pcnggunaan 

-

pcralatan yang dibutuhkan ds.n sistcm pcngolalan dsn pembuangannya.
Air limbah treracun da.rl berbaJxaya tidak bolch digabung dengan air limbah .
rumah tangga, yang sebelum -dibuang kc saluran terbuka harus diproses
ses'.rai d€ngan ped.man dan Standar Tclois tcrkaiL
?ersyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI 03-6481-2000
Sisten Plar,rbiig 2000, atau clisi terbaru, SNI 03-2398-2001 Tata cala
peaenaanaan tangki septik de!;an sistcm rcsapan, atau cdi6i tcrbs-ru, SNI
03-6379-2000 Spcsfikasi dan pchasangan pc.angkap bau, atau cdisi
tctba.ru dan/atau Srandar Tcknis tcrkait.

P.r.l 54

Pcrsyaratan instalasi gas medik scbagaimana dimaksud dalam Pasa.l 49
wajib dibcrLakukan di fasititas pelayanan kcschatan di rurlai sskit, rumah
pcmwatan, fasihtas hiperbank, kli.rik bc.salin dan fasilitas kcschatan
Iainnya.

(2)

(3)

(')

12)

{1)

(2) Potcnsi baiaya keba](a-ran dan ledakar :'Tg bcrkaitan dengan siste-
pcrpipean gas r:edik dan sistem vacum gas mcdlk harus diperti$bangkan -
pada saat Ferancangan, pemasangan, pengujian, pengop€rasisn -ar:
pcmeliharaan nya.
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(3) Pergraratan instansi gas medik harus mengikuti SNI 03-7011-2OO4
Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi
terbaru dan/atau standar baku/ Pedoman Teknis terkait.

Prsd 55

(l) Sistem air hujan sebegai'nana dimaksud dalam pasal 49 hanrs
direncanakan. dan dipasang dengan mempertimbangkan kitinggian
permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan
drainase lingkungan.

(21 Setiap Bangunan Gedung <ian pekarangatlnya hanrs dilengkapi dengan
sistem per.yaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam
tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum
dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.

(3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya
endapan dan penyumbatan pada saluran.

i4i Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti kete.rtuan SNi 03-4681-
2000 Sistem plambing 200O, atau edisi terbaru, SNI O3-2453-2AO2 Tata cara
perencanasn sumur resaPan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi
terbaru, SNI 03-2459-2002 Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk
iahan pekarangan, atau edisi terbam, dan standar tentang tata cara
perincanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penl'aluran air hujan
pada Bangunan Gedung atau standar baku darr/atau pedoman terkait.

Pasal 56

(l) Sistem pembuangan kotoran, dan sampah daiam Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dale r Pasal 49 harus direncanakan dan digasang
dengan mempertimbangkan fasilitas penampungar^ dan jenisnya.

(2) . Pertimbangan fasilitas penanpungan Ciwuju<tkan dalam bentuk penyediaa,n
tempat penampungan kotoran dan sampah pada Bangunan Gedung dengan
memperhrtungkar fungsi bangtman, -jumlah penghuni dan volume kotoran
darr sampah.

(3) Perlrnbangan jenis kotoren dan sampah diwujudkan dalam oentuk
pcnempatan pewadahan dan/atau pengolahannya ytrlg tidak menorganggu
Lcsehatan penghuni, r..asyarakat dan lingkungannya.

t4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat
pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan
pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang
sudah ada.

(5) Potensi reduksi sampah dapat ditakukan dengan mendaur ulang dan/atau
memanfaatkan kembali sampah b:kas.

(6) Sampah beracrrn dan sampah rumah sakit, laboratoriun dan pelayanan
medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan.
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(1)

(2'

{3)

Prral 52

Sistcm sanitasi Bangunan Gedung sebagaimana diElaksud dala$ pasal 49

dapat bcrupa sistcm air minu4r dalam Bangunan Gedung, sister
pengolaian dan pembuangan air limbai/kotor, pcrsyarata-n instalssi gas

mcdik, persydatsn pcayaluran air hujan, persyarataa fasilitasi sadtasi
dalam Bangunan Ocdung (salu.an Pcmbuangan air kotor, tempat samPah,

pcnampungar sampah dan/atau pcngolaian ssmPah).

Sistem air minum dalam Bangunan Gedr:ng sebagajmana dimaksud pqda

ayat (l) harus dilcncatalan dcngan mcmpcrtimbangkan sumber air minum,
kuqlitas air bersih, sbtem disttibusi dan P€narDpungannya.
Pcrsyaratan air minum dajam BargunaD Gcdung harus mcngik rti:
a. kua.litas air minum sesuai dengan ketcntuan peraturai perundang-

undanga! mengenai Prsyatatan kuditas ai! minum daJt Pedoman Teknis

mcngcnai sistem Plambing;
b. SNI 03-6481-2000 Sktcrn Plambiig 2000, atau edisi tetbaiu, dan

c. Pedoman da!/atau Pedoman i'eknis te.-kaii.

Pald 53

Sistem pengolahan dan penbuangan iir limbah/koto! sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 hatus dircncanakan dan dipasang dcngan

mcmpertimbangkan jcnis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam

bcntuk pcmilihan sistem pcngaliran/Pembuangan dan P€nggunean
p€ralatan yang dibutuhkan dan sistcm pcngolahan dan pembuangannya-

Air limbah beracun dan bcrbaiaya tidak boleh digabung denBan air limbah
rumah tangga, yang sebclum dibuang ke saiuran lerbuka harus diproses
ccsuai dcngao pedomat dan Standat Tclmis te.kait.
Pcrsyaratan tcknis sistrm arr limbal hatus mengikuti SNI 03-648I-2000
Sistcm Plambing 2000, atau cdisi terbaru, SNI 03-2398-2002 Tata caia
pcrcncaraalr t4gki s€ptik dengan sistcm resapan, atau edisi terbatu, SNI

03-6379-2000 Spcsifikasi dal! pcrnasangan pctangkap bau, atau cdisi
tarbaru dan/ atau Standat Tcknis tcrkait-

Palsl 54

PcrsyarqtaJr irstalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasel 4'l
wajib dibcrlakukan di fasilitas pelayahan kesehatan di rumah sakit, rumah
pcrawatan; fasilitas hipcrbank, klinik bcrsalin dan fasilitas kcaehatan
lainnya.

(2) Potcnsi bahaya kebalamn da-rt ledatan yang berkaitan dengan sistem
pcrpipaan gas mcdik dan sistcm vacum gas medik narus dipertimb6ngkan
pada saat perancanga_, peoasangai, pengtjian, pengoPcrasian dan
pcmelihaiaannye.

(t)

12)

(3)

(l)
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(3) Pcrsyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI 03-70l f-2004
Keselaraatan pada bangunan fasilitas pclayanan kcschataD, atau edisi
tcrbaru den/ateu standar baku/ Pcdoman Teknis terkair.

P..d 55

(1) Sistcm air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ha.rus
dircncanakan. dai dipasang dengan meErpertimbangkan ketinggjan
permukarn air t8nah, pe.mcabilitas tanah dan ketersediaan jar-ingan
drainasc lingkungan.

{2) Sctiap Bangunan Cedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan
sistem p€nyaluran air hujan baik dengan sisr.em peresapan air ke dalam
tanah pekar3rrgaJt dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum
dislirkan kc jaringan drainase lingkungan.

(3) Sistcm penyaluran air hujan hams dipelihara unf,uk mencegai terjadinya
endapan dan penyumbatar pada saluran.

(4) Persyaratli penyaluran air hujari har-us nlengit .rti ketelltuan SM 03-4681-
2OOO Sist€m plambing 2OOo, atau edisi terbaru, SNI 03-2453-2o0i Tata c6ia
perencanaan surnur resapan air hujaa unruk lahan pekarangan, atau edisi
tcrbaru, SM O3-2459-2OO2 Sp€sifikasi sumur resaPEul air hujan untuk
lahan pcka.rar.gan, atau cdisi terbaru, dan standar tent€tg tata cara
perincanaan, pemasangan da.rl pemeliharaar| sistem PeoyaluraJl air hr:jan
pada Bangunan Gedung atau standar baku dan/atau pedoman terkait.

Padal 56

(l) Sistem pembuangan kotoran, da'i sampah dalam Bangunan Gedung
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus direncala]<an dan dipasaag
dangar! mempertimbangkan fajilitas penampungal dan jenrsnya.

(2) . Pertimbangan fasilitas penampungan diriujudkan dal.m bentuk penyediaan
tempat p€nampungan kotora! dan sampah pada Bangunan Gedung dengan
memperhitungkan fungsi bangunan, junrlah penghudi dan volurr,e k.toran
dan sampah.

{3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan d.lam benNk
penempatan pcwadahan dan/atau p;ngolahannya yang tida-k menggaaggu
keschatan pcnghuni, masyaralat dan lingkungannya.

{4) Pengcmbarg pcrurna}rar wajib menyedia}an wadah sampah, alat
p€ngumpul dan tempat pcmbuargan sampah semcntaia, scdar€C@n
p€ngargkatan dan pcmbuangan al<hir dapat bergabung dengan sistem yalg
sudah ada.

(5) Potensi rcduksi sarnpai dapat dilakukan dcngan mendaur ulang dan/atau
mcmanfae'lan kcmbali sampa}l beka6.

(6) Sampah beracun dan sarnpeh ru'na}I sa.kit, laboratoriun dan pelayanan
medis harus dibakar dcngan insinerator yang trdak mcnSBangu lingkungan.
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(r)

12)

laaat 57

Bahan Bangunsr Gcdung gcbagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus
a!!an bagi kesehatart Pcngguna Bangunan Gedung dan tidak menimbulkan .

daDpsk pcntitig tcrhadap lingkungan serta penggunannya daPat menunjang '

pclcatariar lingkungan.
Bahan b€ngunan yang amarl bagi kcsehatan dal tidal< .menimbulkan -

damFak penting harus mcmcnuhi k iteria:
a. tidak mcngandung bahan bcrbahaya/beracun bagi kesehatat Pcngguna

Bangunan Gcdung;
b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengSlna, masyarakat dan

lingkungan sekitarnya;
c. tidak menimbulkatl efek penrngkatan telrlperaturl
d, sesuai dengan prinsip konseryasi; dan
e. raJnah lingkungan.

Patagiaj i O

PaByatataa KeDyaaauaD BanguDa! Gcdutrg

Pa.d 5A

Persyaratan kenyamanan Bangunan Cedung rneliputi kenyamanan r|ang gerad

dar! hubungan antaruang! kenyamanan kondisi udara dalam rtlang'
kenyamanan pandargan, s€rtq kenyamanan tcrhadap tinSkat getsisn dar'
kebisingan,

Ibeal 59

Fcrsyatatan kenjamanan ruang gerak Can hubungan antarruang
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupaka'l tingkat kenyamanan

yang dipcroleh dari dimcnsi nung da'l tata letf,k rugtrg scrta sirkulasi
antaruang ]€Jlg memberikan kenyamalan bergeral< dalam ruatl8an.
Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus
mcmpertimbangkan fungsi ruarg, jumlah pengguna, pe.abot/fumitui,
aksesibilitas ruang dsrl pcrsyantat lteselan1atan dan kesehatan.

Prt l 60

Pcrsyarata! kenyamarar kondisi udara di da.lam ruang scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 mcrup&ial tingkat kenyamanan yang diperolch
dari tenS€ratur dan kelembaban di dalam ruang untuk tersclengga.ranya '
fuLgsi Bangunan Gedung.

(r)

(2)

(r)
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12) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dirnaksud pada ayat

1f1 harus mcngikuti SNI 03-6389-2000 Konservasi cncrgi sclubung

t"rlg*- pad.a aang'.:nan Gedultg, atau edisi tcrbaru' SNI 03-6390-2000

foni"ro""i'".retgi sistem tata udara pada Bargunan Geduag' atau edisi

terbanr, SNI 03-6196-2000 Prosedur audit encrgi pada Bangunan Gcdung'

itau edisl terbanr, SM 036572-2001 Tata cara p€rancangan sistem ventilasi

dan plngkondisian udara pada Bangunan Qedung, atau edisi tcrbaru

aan.latau standa! baku dan/atau P-dotnan Tcloris terkait'

Pac.t 61

Persyaratan kenyamanan pandangatt sebagaim€-na dimaksud dalam Pasal

58 
'merupakaa kondisi dati hak pribadi pcngguna yqjrg di dalam

melaksonakan kcgiatannya'di dalam gedung tidak terganggu Bangunan

Gedung lain di sckitatnya.
P"r"yatltat kenyamanan Pandangan sebagaimana dirnaksud pada avat (Il

har.-is mempenirnbangkan kenyamanan pandalgan dari dalam bangunan'

ke lual bangunan, dan dari luat kc nralrg-ruan3 t€rtentu dalam Bangunan

c€dung.
e"a"yur-.,utt kenyamanan pandatgan dati dala$ 

. 
ke .lua'. 

banglrnail

sebagaimara dimaksud Pada ayat (2) harus mempcrtrmoangKa:n:

u. g;ba)r"t massa bangulan, rancangan bukaan' tata ruang dalam dan

luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunatr;

u. p"-""i"l,tt pttensi ruan; luar Bangunan Geduag dan penyediast RTH

periaratan kenyamanan pandangat dari luar ke dalam bangunan

sebagaimana dimal<sud pada ayat {2) harus mem2crtimbangkan:

r. ,it"u::g oukaai, tcta ruang dalam dart luat bangunan darl ra'cangan

bentuk luar bangunan;
b. kebe.adaar- Bat Cu.1ail Gedung y6n8 6da dat'/atau yarlg akan eda ol

sekitar Bangunan Ceoung dan penycdiaai RIH'

c. pencegahan terhadap gangguan silau d3r pajrtulian surar'

r"r"y*al kerryamaran paldalgal pada Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksu'l pada ayat (3) dar ayat (4) harus memenuhi ketentuan dalam

Stalrdst Te].nis tcrkait

Panl 62

Penyaratan kcnyamanan terhadap tingkat getarar dar- kebisingan

sebagaimana dimaksud dalati: Pasat 58 merufrakan tingkat kenyamalan

yanfditentukan oleh satu kcadaa'r yang tidak mengakibackat. ryto'tto
iantfu,lg"i Bangunsn Gedung tergaaggu olch getaran dan/atau kebisingan

yang rir,ru-:t aari aatam Balgurtan Gcdurg InauPun lingkungatnya'

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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(2) Untuk mendapatkat! kenyamats! dari getaran dan kebisingan sebagaimana

'-' iJ.r.*a pada ayat (l) Penyelenggara Bangunan 
. 
oedrrng harus

-.-**-o".4*t 
jcnis kcgiatan' Pcnggunaal PcralatFa dan/atau sumber

J.a--1."-"""iu.t bi"i"g Li"t'yt"ytt't r"ta" ai dalam mauPun di luar

Bangunan G€dung.
(3) ;;;;;;;v-amanar terhadap tinskat getaran dsn i(ebisingan pada

' ' gan;ran Gedung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memeouhi

faat"""a""a dalan Standar Tekaia mcngcnai tata cara P€rcnc€naan

f."ni.--." *.it.atp getarari dan kebisingan pada Bangunan Gedung

P.ngtaf Il
PctsyerataD fcEudeh'n 8a!guBa! CcdrDg

Parel 63

PersyarataJ-t kemudahan.meliputi kemudahan hubungan ke' dari dan di dalam

ul"g""a" a"a""c serta ketengkapan sarala da-n prasarana dalam Pemanfaatan

Banqunan Gedung pa6al 64

(11 Kcmud.iEn hubungan ke' daii dan di datam Bangunan Gedung
t" 

";;;;;;;; 
dimak;d det# pasar 63 meliputi tercediatva rasilitas dan

aks€gibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasrrk penyandsng cacar

dan latjut.ugia'
12) , Pcnycdiaan fasilitas dsn akscsibititas sebagaimaia dimaksud pada ayat (1)

harus mcmpe t timS-'ts"tt i"t""Jt"tva n'iuuagan l:lil::"u"t "*-
antam.rang dalam nangunJr---"alrrtg' uL""" evakuasi termasuk bagi

i"'J".J".ig "."tt 
aan hnjut usia'

{3) Balgunan Cedung umum y6ng fungsinya untuk kePentingsn Publ*' haius

menyediakatr fasilit-as aan 
-titengl'p"" 

=""tt" hubunSan vertikal bagl

""i,-r" 
o""rrg ,"tttsuk manusia berk'butuhan khusus

14\ setiaP Fangunan c"att"i i""t" rncnenuhi p:-yl:* l:emudahcl

hubunga! horizontal bcrupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang

merdadaidalamjura}atr',t<ora.,da'jeniePintu,arahbukas'rpintuyang
dipertimbangkan berdasarkan besararl rualgan' fungsi ruangan dan Jumlao

Pengguna B'lgunan Gcdung

i5) Ukuran koridor sebagai it<ses lori'ontal antarruang dipertimbangkan

'"' iil."-',u,, fungsi koridor' tu gsi ruang dan juTt"o !:l-gT
16) KelcngkaPan serana dan p'"L*" harus disesuaiken^ dengat fungsi

'-' -g;*,;"; 
Gtaung dan Pcrsyalatan linskungan Bangunan Gcoung

Patd 65

(,)s.tiapi",,ry.-!"tl*s j'T"Jl."*i:f ft :ff---------------*lJ:;x'TJsH

ilfr;T1"fi:',#:H, il;;;;;;-' (iskarator) atau rantai

bctlalan (travclator)'
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(21

(3)

{s)

Jus[ah, ukuan dan konstrutcsi sarana ]tubungan vertikal harus

berdas€tka! fungsi tsengunan Ccdung' luas barslnln dan jumlah

o.rtg."" ^,""a ""rta 
keselamat€n Pengguna Bangunar g"d:"F . .

Bansunan Cedung dengan xedlrggiaJl di atrs 5 (iima) lantai harus

menlediakan lif PcnunPang'
setiap Bargunan Gedung yang memiliki lif pcnumpaig harus menyedialan

lifkhususkebakara',ataulifPenumpangyangdapatdifungsikans.bagailif
t"i"t^r- yuttg al-"lai dari lantai dasar Bangunan Gcdung'

;;;;; kelmudahan hubungan vertikai dalam bangulran sebagarmana

ai-.t "ua 
pada ayat (1) m€ngikuti SNI 03-6573-2001 tentang tata cara

f"r-""ng.rl sistem transportasi veltikal dalam gedung (li0' atau edisi

terbaru, atau PenggantinYa'

Eeglen l{'cap&t

PetsyatataD PelabaDgut'! Bangutr'! GGdEDg dl Atrs atau dl B-avah TaDab'

Ait stau Ptaseralr/srrue uEum' .;n prde-Decrab HantAre'1 Udara Lbtrtl
-tJfrig.it 

"r-"go 
.tsr Elttte.Tilggt eteu tltre ttlrggt, da!/ates Mctter'

' Tclctotlullr'tl d$/stru lf,cllaia Alt

Pr.d 66

(1) Pcmbangunan Bangunan Gedung di atas Ptasaraoa dan/atau sarana \rmum

tarus mcmcnuhi pcrsyatatan scbagai bcrikut:

a. s-suai dcngan FTRW dsn/atau RrBL;

;. l;J -"";"tgg" fungsi ssrana dan pr"'sarana yang berada di bawabnva

dan/atau di sckitarnya;

". 
ict p rn.-p".t.tikan keserasian bangunan te'-hadap lin€kungar:nya;

o. -*i"o*u.t p"t"etujuan dari pihak y"r.g bt*t*g; 1a-,. ..

". -"-p"t,i-U"ttgkan p€ndapat TABG dan pendapat nasyatakar'

(r) ;;;J;; e.i'g'.'""" Gedung di bawah ta"* 
I-T9^T^'11::1 

Prasa'F a

dan / atau salaoa umugl -nq;u-s- 4ime4'thi persyaratan sebagai b€riku

. a. scsuai dengan RTRW dan/atau RTBL;

. b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat trnggar;

c. tidak mcngganggu fungsi sarana jut' 1t""tt"rr" yang be:ada di bawah

tansh;
d'mcmilikisa.anakhususuntukkcpedtingankeamanarldankeselamatan

bagi Pcngguna bangunan;

". 
;;i.p"L" p"rsetujuan dari pihak l"rre 

b"y"":"s-'-11^,.^,

i. -"ttp".rl-u""gtt" pcndapat TABG dan pctdaPat rnasyarar<al

(3) Pcstbangunail Balgunan GcdunB di bawah dan/atau di atas air hatus

mcmenuhi pers]'ar:atsn scbagai berikut:

a. scsuai denggn RtRw dan/atau RIBL;

i, Ja"r. -"nJg-ggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
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c, tidal menimbulkan pcncemara!;
d. telq}t mempcrtimbangkart faktor keselarnatan, kenyarnanan, keschats.n.'

dan kemudahar bagi pengguna bangunaa;
g. mendapetkan persehrjuan ds.ri pihak yang b€rwenang; d6n
e. mempertimbangkan peddapat TABG deJ! pendapat masyarakat.

(4) Pcmbangunan Bangun€r Oedung pada daerah hantaran udal-a listrik
tegangan tinggi/ekstra tinggi/ulua tinggi dan/atau menara tclekomunikasi
dan/atau menara air harus rnemenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sesuai dengan RTR1V dan/atau RTBL;
b. tslah mempertimbangkar! faktor keselamatar, kenliamanan, k€sehatan

dan kemudahar bagi pengguna bangunan;
c. khusus untuk daerah hgrtaran listik tegangan tinggi harus mengikuti

pedomar dan/atau Standar Teknis tentarg ruang bebas udara teganga!
tinggi dan SNI Nomor 04-6950-2003 tentang Saluran Udara Tcgangan
finggi {SUTD dan Saluran UdaE'Tegangan Ekstra Tinggi {SUIET} - Nilai
ambEng bel6s medan listrjk dsn medan magr.'i,

d. khusus menera telekomunikasi harus mengikuti ketentuat peraturan
pcrundarg-und€nga! mcngenai pembangunan darl peng3unad:r menara
telekomunikasii

c. mcndapatken pcr6ctujuan dari pihs]< yong bcrwcnattg; dqn
f. mempcrtimbangkal pendapat Tim Ahli Bargunan Gedung dan pendapat

masya'o.kat.

B.gl.! l(cllDa
Pcrsyerat6rr BeaguDart Gcdulg Adat, Bangule! G€duDg Tradblo68l,

P6Ealfsatsa Slrobol drtr Un.ur/ElcEG! lradlalolrl .artr llsatltr! t okal

Pangraf f
B.ltgunrD Gcdu: g A&t

Fssal 67

{l) Bangunan_Gedung adat,dapat berypl balqunart ibada-h, kantor lemLaga
maEraral<at adat, balai/gedung pedcmuan tnasyaialat adat, atau
sejenisnya.

{2} Pcnyelen8garaa.e Ban8unan Gcdung adat dilakukan oleh .naq,ra.rakat adat
gesuai ketcntuan hukum ad€t yalg tidak bertentangan dengan ketcntuaD
pcraturan pcrundarg-undangan.

{3} Pcnyelenggaraan Bangunan Ccdung adat dilakukan delgan mcngikuti
p€rdyaratan administratif dan percysratan telois scbagaimana diEEksud'
dalam Pasal 10 ayat (l).

(4) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang bcsifat khusus.
pada pcnyelcngaaraan Banguna! Gedung adai Ciatur icbih tatiut dalsm
Pcraturan Bupati.

ll0



Psld 5A
Kctcntuaa metlgetrai kaidah/n(
c"a,r'g "a.it'"JiJH;#;:::.ii:--dalam 

pcnvelenggaraan Bensunar
pemanfaatar, yang mcliputi: 

rn paoa aspeK pete'_ca'1aan' pcllrbanSunan' dan
a, pcnenhran lokasi,
b. gaya / langgam aBiEktur iokal,
c. alah/oricntasi Banguna! Gedung,
o. besaran dan/atau luassn Bangunsn Cedung den tapak,e. simbol dan unsui/elcmen Bangunan GeCung,f. tata ruang dalarn dan luar Bangunan Gedung,g. aspck Ialangan,
b. aspck rihral,
i dan lain scbagainya 

Pacil 69
Pen;e)asal ne::gerai kcfc:ria-:
Bangunan ceduns adat drabarkan ;t;;ti;:"il;::;T;0""t"::0""*"".

Pasd 70
Ketcntuan dan tata cara penveler
I""j", d;"-;;;;;";";lcrcrrgsaiaarl Bansunan Geduns adat diatur lebih

Eragulrstr o"o"", *'tTH"', L.ogr,n T.drsror.l
, palal 7l

u) P-angunan Gedung dengan Eaya / lartlgafi Fadisional dapat berupa. tungsibunia., fungsi kcaganaan., fungsi usaha, dan/atau fungsi sosral danoudaya.
t2j

(3)

t4)

Penyelcnggaraa-n Bangunar Gedung dengan gaya/janggam tradrsional
9ilakulan oleh perseorangari, kelompok -."y"r.t.t,'r".iig.- "oilt" ut",,lembaga pemerintol scsual kcter.:
be.tentansan a.,,g.. *o.","."1;H.3til:ffi trffif vals tida!
P.enyclenggaraan Balgunar Cedung dengan grvaTtangg; badisional
:t:"Tq dengan mengikuti per-syarakr, aoministratif dan persyaratantekds sebagaimala dimaksud dalam pasal 10 ayat (l).Penerintai Dacrah dapat mengarur p.."l1aru* administrarif danpcrsyerat&n, teknis lain yang besifat khusus pade pcnyelcngtaraalt
tsanguna-! Cedung dent -1 gaya/la'ggam trediaional.

lll



P8rd 72
Ketcntusn mengenai kajdah/oorma tradisional dajam. penyelenggaraan
Bangunan Ccdung dengan gaya/langgam tradisional terdiri dari ketcnruan pada
aspck pcrencanaan, pembaigunan, daft pemanfaatan, yartg meliputi:a. pclrcntuan lokasi,
b- gaya/ langgam arsitelctur lokal,
c. arah/orieDtasiBangunat!Gcdung,
d. besaran dan/atru luasan Bangunan C^dung dan tapak,
e. simbol dar) unsui/elemen Bangunan Ccdung,
l. tata ruang dalam dan luar Bangunan Gedung,
g. aspck larangan,
J. aspek ritual,
k, dan lain scbagainya,

Prsd 73
Penjelasan mengenai ketentuan teknis dar prinsip-prinsip pembangunan
Bangunan ceduog dengan gaya/langgam tradisional ddabaria't lcbih lanjut
dalam Peraturan Bupati.

P.rd 74

Kctcntuar dan tata cel.a penyelenggaraan Bangunan Gcduag dengan
gaya/lalggam tradisional diatur lebih Ianjut dalam peraturan Bupati.

eeregrrf 3
Pcaggular! SlEbol &rr Uour,/Elcoc! tladlsloDal

. PEsrl 75

(l) Perseorargan, kelompok masy€r€.kat, lembaga swasta atau l( nbaga
peinerintah dapat mcnEgunakan simbol dan unsur/elemen tradisional untuk
digunakan pada Bangrne. Gcdung yang al<an dibangun, dirchabilitasi atau
direnovasi.

(2) Penggun--.an simbol Bangunan Cedung tradisional sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dilakukan sesuai dcngan ketentuan peraturan pcrundang-
undangan.

(3) PcnSgunaan unsw/clcmelr Bangunan Cedung tradisional sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dil€kukan dilakukan sesuai dengan kerentuan
pcreturan perurdatg-undangan).

(4) Pcnggulaan simbol dan unsur/elcmcn tradisional sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) bcrtujuan untuk mclestarikan simbol dsrl unsu-/elcmcn
tra.disionnl scrta tuemp3rkuat ka.rakteristik lokal pada Bangunan Gedung

(5) Penggli,raan simbol dart unsur/elemen tradisional sebagajmana dimaksud
pada eyat (l) harus sesuai dengan makna dan filosofi yang rrrkandung
dalam simbc! dan unsur/elemcn radisional yang digunakan berdasaikan
budaya dan sistcm nilai yang bcrlaku.
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(6) Penggunaan simbgl daIt unsur/clencn badisionol sebagaimana dimaksud
pada ayat (U dilg*ukan dengan Pcrtimbangan asPek pcnampilai dan

' kcserasign Bengun6n Gedung dehgan lingkungannya

{7) Penggunaat simbol dan ulsur/elemen tradisional sebagaimana dinraksud
paia a,Yat (1) dapat diwajibkan untirk F.:.gunan c:eCi:ng iiilik ?"'e-- 

't:i'-r
Daelah dan/a'"au Balgunan Ge.lu.-g .,:i!k P€n.ir]'"'|rir ij ti :

dianjurkai untuk Banguna! Gedung milik lerrrbaga swasta at'au

per seorangarr.

Pasal 76

Ketentuan dan tata cara penggunaan simbol dat unsur/elemen iradisic;al
scbagaimana dimaksu dalam Pasal 75 ayat (1) diatur lebih lanjut cialam

Peraturan Bupati.
P.ngrst 4

Kcailf!! LoLrt

P.!d 77

(l) Kcarifan lokal mcmpalan Pctuah atau ketantuan atau nodna yang

mengandung kcbijaksanaan dalam bcrbagai Perikehidupan masyarakat

sctempat sebagai scbagai warisaa turult temutun dan leluhur'

(2) Penyclcnggataa! Ban8.han Gedung ditakukan dengan mcmpertimbangkan'' 
kearifa! lokal yang bctlaku Pada masyarakat setempat yang trdak

bertcntangan dengan ketcntuan Peratutan pefundang-undangan'

Prrd 7A

Kctentuan dai: ti{ta cara penyclenggaiaan kearifan lokal yang berkaitan den6an

pcnyclenggaraan Bangunan Gcdung diatur lcbih lanjut dalam Pcraluran Bupati'

Bsgla! KccD'&
PcrryantrB B.!gu!rB Gedung scml PerEalcD

. d.! Brlgulr! Gcdulg D"qtat
P.ragrif I

Br!gu!.! Oadrlg SG|!i Pct!8'nc! dtr Detqnt

Pq!.I 79

(l) Bangunan Gedung semi permane-n dan darurat merupalan Bangunan

Cedung yang diguns.kan untuk fungsi yang ditetapkan dengan ionstruksr

' semi pcrruancn daa darulat yang dapat ditingkatkan menjadi perma'}en'

'(21 Penyelcnggaraan Bangunan Gcdung sebagaimana dhaksud pada ayat (1)

hatus tctap dapat mcnjamin keamanan, keselamatan' kemudahan'

kcscragian dan kcaclarasgn Bangungr GedunA dcngan lingkungannya'
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I

(1)

i2)

(3)

(4)

pssd 80

11?:"t penyelenggaraan Bangunan Gedung semi permanen dan darurat diaturlebih lanjut dalam /eraturan Bupati.

Bsglarr Xeiufuh
Persyaratan Bdnguaaa Gedaug di K:rwasa:c Ra.wa! Beccas:r ru;ran

Persgraf 1

Umuo
paesl 81

Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan raqan tanalt longscr.kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir dan kawasan
rawaa bencana alam geologi.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan raw.an bencana alamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan -.,,'"rrrriripersyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamaran dan keamana;.
demi kepen tingan urnum.

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur .
dalam RTRW' peraturan z,onasi dan/atau penetapan dari instansi yang
berwena:rg lainnya.
Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagairnana dimaksud'
pada ayat (r) bclum ditetapkan, pemerintah Daerah dapat rnengatur sueru
kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan.
membangun pada batas tertentu dengan memperrimbangkan keselamatan
dan keamar:sn demi kepentingan um,Jm.

Pssd 82
Persyaratan pe-:yel:nggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana
alam sebagai'nana dimaksud pasal gl ayat (2) diatur lebih ranjut daiam
Pe.aturan Bupati.

Pangraf 2
Perryaratln Baagunaa Geduag dl Kawssan Rawan Taaah Loageor

Prsd 8it
(l) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam pasal ll ayat(l) merupakan kawasen berbentuk rereng yang rawan terhadap perpindahan

' material pembentuk lerer.g benrpa batuan, bahan ron.oakan, tarrah, atau
materid camp.rrran,

(2) Fenyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan canah iongsor
sebagaimana dirnaksud pada ayat (r) harus memenuhi persyaratan sbsue.i
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f
ketentua! dalam RIRW' peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansl

yang bera'enang lainnya. r!^rracan fawai tar^ah longsor
(31 Penyelenggaraan Bangunan- Gedung di ka}'asan ti:- 

I:l:-:

sebagcimana dimal<sud 0"""" ""'li" r'i' 
harus memiliki. rekayasa teknis

retierrr:r velrg ln*pt *""g"itiJip=*i k"ls.ka" :ttqTi. 
Gedu:ig akibar

keiatuhan nateriai iongsor o-'i:"i* it"t.:l:tttr'tat1 Bangunan Gedung akjbat

longsoran tanah pada tapak' 
palet a+

PetsvaJa€n penyeleflggataan Ban!rutan Gedung di kawasan rawan tanah lonBsor

sebagaimaea dimahsud a"r"- p'u*i 83 d:atur lebih lanjut dalam Peratuta'n

BuPati.

Parrgraf 3

Pcrlysrrta! Balgusa8 oa"og af itt"""n Resa! Gclombeng Palalg

Pa.el as

(l) Kawasan rawan gelombang pasang gebagaimalla dimaksud dahm Pasal 8l

ayat (u mcrupakan *""::i:;;-;;; fT1l:T;*'uap serombang

pasang dcngan tetcpta'litt"t 10 sampai o:ltT to3'lltotetcr pcr Jam

yattg timbul etdbat "t'g"' 
ftJ"Jg 

"o-" 
g'"t'ita'ti u"t- .rtau matahotl'

rzl 'plni"i",'gg"'^"" Banguiran Gedung di kawasar rawan gclomban8 pasang

sebagaimana dimaksud ;;t ;;; it) it"t.tt rnemenuhj 
^persvaratan 

sesuar

ketcnruan dalam RTRW' illtltlt )""""t dan/arau pcnetaPan dari instanst

yang berwcnang lainn]'a rr.va.n qjlombang pasang

r3r !"ni"r- tggtt'6n Bangunan Gcdung di kswasat ia'van 
'8'

sebagaimana dimaksud ;' ;;"; {1) harus mcmiliki lckavasa lcknis

tertentu yang t"-0" ;t;;"";;pas'' kerusatan- aan/4tau keruntuhat

a."g""a" C"i""g al<ibat hantaman gelombang pasang

Pesd a6

Pcrsyatatan penyelenggaiaa! uTSt"* GedunS di kawasa! rawan gelombang

".-"L* 
O**t lebih lanjut dalsm Pereruran Bupati

I'st8graf 4

Perlyaiata! BsDgulaE Gcdulg dl Kavelai Ratrn Esqllt

Fatal 8?

( 1) Kawasan,^Y- :1ij"..::":ilil.,?-:'ff "]"ilrTJm"t ;ffi":'l
tneruD3kan kawasan Yang

Jnggi -""gul*i b"t'"ut" iHotffi";t kawasan rawan banjir scbagaimana
i2l Penyelenggaraar Pargunar I
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dimaksud pada ayat (l) harus memenuhi persya!'atan Besuai ketentuan
dalam RTRW, pcratulan zonasi da-n/atau pcnetapan daii instansi yang

ber,r'enang lainnya
(3) Penyelenggaiaa! Bangunan Geiung di kalvasan rawan ba.njir sebagain'ana

;1r L-_rs s:.niliki rel:ayase tckni:r te.tirntu yansPdua a-! . r

ma. pu mcn8z-q'iei; : r i:_ ,:-1::-'.1;1 i'ertllu::i c....r.].!3lr keiuse-La-'r

Bangunaa Gedung a-!i oat 6enar:g-r, L,anJir.

. Pasaf 88

Persyaratan p€nyelcnggaraan Ba!r$'[an Gedung di ka\r'asan ra\\;an banjrr diatLr
lebih larjut dalam Peraruran Fuf. r.

Prngnf 5

PcrsFrets! BrnguEi! Gedulg dl KewasaD Rrs.n Bencalr AlaE Geologi

Pas8l a9

Kawasan ra'r'an benca-na alarn geolog; iebagaimana dimaksuc da.iam Pasal 8l
ayat (l) mcliputii
a. kawasan rawan gcmpa bumi;
b. kawasan rawan gerakal tana-h;
c. kawasan yang tcrletak di zona patahsn aktif;
d. kawasan mwan lsunami;
c, kawasan rawan abrasi; dan
i ' kawasan rawan bahaya gas beracun.

Pasal 90
tl) I(awas*n rawan gempa bumi merupakan kawasan yang berpotensi dan/atau

pcmah mengalehi gcmpa bumi dcngan skala \,,I1 sampai dcngan XII Modir]cd
Mcrcally lntensiry (MMI).

(2) Kawasan rawan genpa bumi sebagaimana dimal<sud Fada a-var_{l)
ditetapkan dalam Peta Zonasi G€mpa Kabupeten Donggala sebagaimana
dijabarkan lebih lanjut dalam l.anrpirarr I Peraturan Daerah ini.

(3) Penyelenggaiaa! Bangunan Gedung di kawasan ra'{an gempa bumi
sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) harus merncnuhi persyaiatan sesuai
kctentuan d€lam SNI O3-172G2OO2 tentang tata ca.ra pcrcncanaan
ketahanart gempa untuk rumah dan gedung atau edisi terbamnya.

{4) Penyelenggaraan tsangunan Gedung di kawasan rawan gcmpa bumi
s€bagaimana dimaksud pada ayat {1) harus memiliki rekayasa teknis
tertentu yaDg ma:npu menbiantisipasi ke.usakan dan/atau keruntuhan
Bangunan Gedung akibat getaran gempa bumi dalam periode walhl
iertentu,
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Pssd 91

{1) Kawasan rawan gerakar tanah merupakan kawasan yang memiliki tingkat

kercntanan gerakan terah tinggi. r
(2) Pcnyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah

sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) harus memenuhi persyaraten sesuai
' kctcntuan dalam RTRW, peraturan zonasi dat/atau penetaPsn da-ri instansi

yang bcrwenang lainnya

1a1 ienyclenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan geral<an tanah
'' 

seUagaimana dimaksud pada. ayat (1) . harqs memiliki rckayasa t;knis

tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau kemntuhan

Bangunar Gedung akibat geral<an tanah tinggi.

Passl 92

Persyalatan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan

tanah diatur lebih lanjut dalam FeratLlran Bupati

Pasal 93

(1) Kawasan yang tcrlctal< di zona patahan aktif merupakan kawasan yang

berada pada sempadar dengan lebai paling sedikit 250 (dua ratus lima

puluh) meter daii tepi jalur patahan aktif

i2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di ka'r'asan yang terletak Ci zorii

pataf,an 
-attit 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) h'rus memenuhi

persyaratan sesuai kelentuan dalam RTRW, peraturan zonasi ddn/atau

penetapan 4ari instansi ybng ber\*cnang larnny6

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan yang terletak di zona

patahan aktif sebagaimana dimaksuq pada ayat {l) halus memiliki rekayasa

telinis tc:tcr:tu yarg mampu nengantisipasi kerusakaa da:i/atau

keruntuhsn Bangunan Gedung akibat PaBhan ahif geologi'

Fasel 94

Persyaratan penyelenggaraan Baigunan Gedung di kawasan yang terleta-k di

zona patahan aktif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupatr'

Pald 95

ll|Kawasanrawa.ltsunamlmenrpal(ankawasanpantaidensanelevasirendah
dan/atau bcrPotcnsi stau pernai mengalami tsunami'

(?) F-nyelenggaraan Bants'--'lall Gedung di kawasan rawan tsunami
' ' sebagairnla dimaksud pada eyat {1) harus mcmenuhi petsyaratan scsuai

tetennran dalam RIRW, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi

yalg berwenang lainnya.
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{3) Pcnyclcngggraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami
scbagaimana dimaksud pada ayat {1) harus memiliki rekayasa tcknis
tertcntu yang mampu mengantisipasi kesclamatan penghuni dan/atau 

-
keruntuhatt Bargunan Gedung akibat gclombang tsunami,

Pasar 96

Pcrsyaratan penyel€nggaraan Bangunan Gedung dr kawasa.n rawa! tsunami ^

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pa.rl 97

{l) Kavrasan rawan abrasi merupakel kawasan pantai yang bcrpotensi
dan/atau pcmah mcngalami abrasi.

(2) Penyelengga.raar Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimala
dimaksud pada ayat {l) harus memenuhi persyaratalr sesuai ketentuan
dalan R-IRW, p€raturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang
be'-wenang lainnva.

(3) Penyelenggaraen Bangunan Gedung di kawasan rawan dbrasi sebagarmana
dimaksud pada ayat {t) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang
mampu mengantisipasi kemsakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung
akibai abrasi.

Paral 98

Persyaratan peoyelenggaraan Bangunan bedung di kawasan raw^n abrasi diatur
lebih lanjur dalam Peraturan Bupari

Pasa! 99

(1) Kawasan rawan bahaya gas beracur, mcrupakan kawasan yang b€rpotensi
dan/ atau J'ern ah mengal? mi trahaya gas ber acu.

{2) Penyclengga-raan Bengunan Cedung di kawasar rawan bahaya gas bcracun-
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) harus memenuhi persyaratstl sesuai
ketentuan dalam RTRW, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi
yang bcrecnang lainnya.

(3) Penyelenggaraan Bangunan cedung di kawasan r twan bahaya gas bcr .cun
sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) harus memiliki rekayasa tcknis
tertentu yang mampu mengantisipasi kcsclamatan penghuoi Bangunan
Cedung akibat baiaya gas beracun.

Paral IOO

Persyaratan penyelenggaraal Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas
bcracun diatur lcbih lanjut dalam Pcraturan Bupati.
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(l)

(2)

P.r.gnf 6
Tqtr Csra Dr'tn Pcrsyalrt$ PGrycleaggaiar! Ba!gE!a! Gedurg dl N.wasq!

RaFa! BGncala LLa
P.6d rol

Tata cara dan persyarata.n penyelcnggaiaan Bangura! Gedu!8 di kgwasan rawal
bcncana ala.qr scbagaimana dimalsud Pasal 8l diatur lebih lanjut da.lam

Pcraturan Bupati,

BAB IV
PETTELEIIGGARAAI'I BI.TOIn{AU GTDT'ICG

Ergle! Kr..hr
UEUE

P88al 1O2

Penyelengga.raar Bangunan Gedung terdiri atas kegiatan pembangunan'
pemalfaatan, pelestarian, dan Pembongkatat-
Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimal<sud pada

ayat (1) diselenggarakan melalui prosea PerencaJraar Teknis daD proses

pelaksaraar konstruksi.
Kegiatan Pemanfaatan Banguran Gedung sebagaimana dimal<sud pada ayat

{l} meliputi kegiatan pemelihaiaan, perawatan, pemeriksaan secara berkaia.
perparjangan Sertifrkat Laik Fungsi, dan pengawasan Pemanisatan
Bartgunan Gedung.
Kegiatan pclcstariat Bgrgunan Cedung sebagaimana dimal<sud pada al'at

(1) meliP'Jti kegiatan penetapan dan Pemanfaatan terrnasuk perawatan dalt

pemugaian serta kcgiatAtl pcngae/asannya

Kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung sebagarmaoa dimaksud pada

ayat {1) r:eliputi penetaFan psmbongkaten dan pelalisanaan pembongkarat

serta pc.Sawasan pembongka.ran

Di dala$ p€nyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksuC pada

ayat (l) Penyelenggara Bargunan Gedung wajib memenuiri persyaratan

administrasi dan persyatatan teknis untuk menjamin keandalan Bangunart

Cedung tanpa menimbulkan dampak Peqting bagi lingkuagen.
Penyclenggaraan Bargunsn Gedung sebagaim6na dimaksud pada ayat (l)
dapat dilaksanakan oleh pcrotangan atau penyedia jasa di bidang

pcnyelcn8gaJa"r gcdung.

Brgtu Kcdur
Koghta! PcEbrogutr!

P.ng'.l I
U6uE

(4)

(s)

(6)

l7)
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P...1 1O3

Kegiatsn pembangunan Bangunan q,cdung dapat diselenggatakan secara

swakelola atau menggunakan penycqia jasa di bidang pcrencalaan, pclaksanaaD

dan/atau pengawasan.
Patd lO4

(l) Penyclenggaraan pembangunan Bangunan Gedung seca.ra swakelola
scbagaimana dimaksug dalam Pasaf' IO3 menggunakan gamb€r rcncqna
tcknis sedcrhana atau gabbar rencatta Prototip.

(2) Pcmcrintah Daerah dapat memberikan bantuan tckris kepada Pernilik
Bangulan Ocdung dengat! penycdiaan rencana tclsrik sederhana atau
gambei piototip.

(3) Pcngawasan p€mbangunan Bangunan Gcdung sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dilakukan olch Pemerintrh Daerah dalam rangka kelaikan fungsi

Bangunas Gedung.
Prtagnf 2

PcrcltcaDaa! Tclola
P.!al lO5

(l) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan m€mbongkat

Bangunan Gedung harus berdasarkan pada Perencanaan Teknis yang

dirancang oleh pcnyedia jasa perencanaan Bangunan Gcdung yang

mempunyai sertilikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi dan

klasiiikasinya.
(2) DikccuatMan da.ri kctentual! sebagairnana dimaksud pada ayat (l)

pcrencanan tektris untuk Bangunan Gedung hunian tunggal s€derhana, .
Baagunar Gedung hunian deret sederhana, dan Eangunan Gedung daiurat'

(31 Pemerintah Daerai dap-i mei3atu! perencanon teknis unt;k jenis

Bangunan Gedung lainnya yang dikecualikan oari ketentuan sebeSaima'1a

dimaksud pada ayat (l) yang diatur di delarn Peraturan BuPaLi

{4} Perencanaan Tek'ris Bang.rnan Gedung dilaklikan berdasarkan kerangLa

acuan kerja da4 dokumdn ikatEn tcrja dchgan Penyedia j?rsa Perencanaan
Bangunan Gcdung yeng memiljki sertifikasi sesuai dengan bidangn,a

(5) Pe,-encanaan Telcris Bangunan Gedung harus disusun dalar'r suatu

dokumen rcncana teknis Bangunan Gedung'

Pstegtrf 3
Dokua.! Rct!.a!a Tcklb

Poeal 106

(1) Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimaaa dimalsud dalam

Pasal 105 ayat {5) mcliputi:
5. gambat iencana teknis benrpa: rencana teknis alsitektu,, struktur dan

konst.ruksi, mckanikal/ elcktrikal;
b. garnbar detail;
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{11

c. syatat-syarat umum dar slErat tclsds;
d. rencana anggaran 6iaya pembangunant
e. laponan Frencansan,

(2) Dokumcn rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipcrik8a,
dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasa.r untuk pcmbcrian IMB dcngan
memp€rtimbangkan kclengkapan dokumen sesuai dcngarr fungsi dan
klasiJkasi Bangutan Gedutg, persyaratan tata bangunan, kcsclafiratar!,

. keschatan, kcnyamartan da! kcmudahan,
(3) Penilaian dokumen rencana tcknis Bangunan Gedung scbagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimba.rtgkan hat-hat sebagai berikut:
a. pertimbangan dari TABG untuk Bangunan Oedung yang digunakan

bagi kcpentingan umum;
b. pcrtirnbangan dari, TABG dar mcrnpcrhatikan pendapat masyarakat

- untuk Baigunan Cedung yang akan rlcnimbulkan dampak pcnting;
c, koordinasi dcngan Pcmerintah Daerah, dan mendapatka-n pertimbangqn

dari TABC serta memperhatikan pendapat masyarakat untul
Bangunan Gedung yang diselenggarakan olch Pemerintah.

(4) Persctujue! dan pengesahan dokumcn rencana teknis scbagaimana
dimal<sud pada ayat (2) diberikan s€cara tenuljs oleh tcjabat yang
bcrwcnarlg.

(5) Dokumen rencana teknis yang tclah disetujui dan disaikan dikenakan biaya
retribusi IMB yang bcsamya ditetapkan berdasarkan fungsi dalt Klasifikasi
Bangunan Gedung.

{6) Bcrdasa-lkan pcrnbayaran retribusi IMB sebagaimara dimaksud pada ayat
(5) Bupati menerbitkan IMB.

Peragrrf 4
Pctgatural Rctrlbuli IMB

Pasql 1O7

Pengatulan retr-iEugi _lMF qcbagaiqrana dimaksud dalam Pa:-l tO6 -yat (6)
mcliputi:
a. jenis kegiatan dert obyek yang dikenalan retribusi;
b. pcnghitungan besarnya retribusi'MB;
c. indeks penghitungan besamya retribusi IMB;
d. harga satua! (tari$ retribusi IMB

pq3al 1O8

Jenis kegiatan F€nyelenggaraan Banguna-n Gedung yang dikeoakan retribusi
sebagaimana dunaksud dalam Pasal 107 huruf a meLiputi:
a. pembangunar baru;
b, rehabilitasi/ren?vasi {perbaika!lperawatan, perubahan, perluasan/

p€ngurangar); dan
c. p€lcstarian / pcmugaran.
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12\

{r)

12)

obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a meliputi

biaya pcnyelenggaraan IMB yang terdiri atas p€ngecckan, pengukuran.

lokasi, pemetaa-'r, P€meriksaan da! penatausshaan pada Bqngunsn Gedung

dan prasarana Bangunan Gedung.

Psral fO9

Penghitungan besamya IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO7 huruf
b meliouti:
a. komponcn rctribusi dan biaya;
b. blsamya rctribusi;
c. tingkat Pcnggunaan Jasa.
Komponen rctribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi:
a. rctribusi Pembinaan Penyelenggaiaan Bangunan GedunS;

huruf a

t4)

b. retribusi administrasi IMB;
c. retribusi penyediaan formuli! permohonan IMB'
Bcsarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (f) hurul b dihitung

::"-ilffffiffi 
oiloiillll*'*rousi 

sesuai dengan p€rmohonan vans
diajukan;

b. lingkup kegiatan sebagaimana dimatsud dalam Pasal 107; :

c. volume/bcsaran, indeks, harga.satuan retribusi untuk Bangunan

Cedung dan/ atau Prasarananya
Tingkat penggunaan jasa .atas pemberian layanan IllB sebagairnana'

an-aksui pJ_a .yua (I) huruf c mengSunakan indeks berdasarkan fungsi'

klaeifikari darl waktu Pengg'lnaan Bangunan 3edung serta indcks untuk

Drasarana gedung sebagai tir,gkat intensitas per ggunaan j?sa dalam proses

peri:inan Ca;r sesuai Cellgan calupan kegrat-anirya'

(r) tndeks penghinrngan besa.rnya retribusi IMB seb'gaimana dimal<sud dalam

Pasat IO7 hurufc mcncakuP:
a. penetapan indeks penggunaan jasa seb:gai faktor pengali terhadap

harga satua-n retu-ibusi untuk mendapatan besainya retribusi;

b. skala indeks;
c. kode.

;."";; indeks penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

meliputi:
a. indeks untuk Penghitungan besarnva retriblrsi Bangunan Gedung '
- 

U.ra^"urtutt fungsi, klasihkasi setiap Bangunan Cedung dengan

mempcrtimbelgkan spesfikasi Bangunan Gedung;

Paral 110

l2l
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. b. indeks untuk penghitungan bcsamya retribusi prasarana Bangunan
Gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana Bangunan Gcdung;

c. kode dan indeks pcnghitunga'. rctibusi IMB untuk Bangunan Gedung
dan piasarana Bangunan Gedung.

Pr!.l lll
(1) H€rga satuan (tarif) retribusi IMB sbba8aimana dimaksud dalam Pasa.l 107

huruf d mencakup:
a, harga satuan Bangunan Gedung;
b, harga satuan prasarana Bangu-nan Gedung.

(2) Halga satuan (t€ri0 retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditctapkan oleh bupati sqsuai dengan tingkat kemampuan ekonomi
masyarakat dan pertimbangan lainnya, ,

{3) Harga satuan {tari0 IMB Bengunan Gedung dinyatakan p€r satuan luas (m2)

lantai bangunan.
(4) Harga satuan Bangunai Cedung ditetaPkan berdasatkan keteotuan sebagai

bcrikut:
a. luas Bangunan Gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom;
b. luas teras, balkon dan selasar luar Bangunan Gedung dihitung

setengah dari luas ya-ng dibatasi oleh sumbu-sumbunya;
c. luas bagian Bangunan Gedung sep€rti canopy dan pergola o/ang

berkolom) dihitung setengah dari luas I'ang dibatasi oleh garis sumbu-

sumbunya;
d. luas bagian Bangunan Gedung seperti canopy dan petgola {tanpa

koloml drhrtung sete.rgah dari luas yang dibatasi oleh gi.ris tepi atap

konstnlksi tcrsebuq
c. luas overstek,/luifel dihitung dati luas yang dibatasi oleh gar-is lepi

konsttuksi tersebut.

{5) Herga satuan ?rasarana Bangunan Gedung dinyatakan per- satuar volume

prasarana berdasatkan ketettuan sebagai berikut:
a. konstiuksi Perr-5atas/ pengaman/ pcnahatl per m2;

b. konstruksi penanda masuk lokasi per m2 atau unit standa_r;

c. konstruksi Perkerasar Per m2;
d. konstruksi Penghubung per nl2 atau unit standar;

e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah pcr m2;

L konstruksi menara per unit standat dan pertambalannya;
g. konstruksi monumen per unit standat cl.an pertambahannya;

h. kon6t: -rksi inst6lasi/gardu pcr rn2;

i. konstruksi reldarnc per unit standar dan pertarnbahamlya, dejl
j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasd'Ina tsangunan

Gedung

I lJ
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P..al 112

Pcngbitungan bcsamya IMF sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 109 ayai (l)
merujuk pada Pcraturan Menteri Pckcrjaan Umum Nomor 24/PYI/M|2OO7
tcntarg Pedoman Teknis lzin Mendirikan Bangunan Gedung,

Pqrsgrqfs '
Tsts Car. PGlcrbltrD IUB

Pa!81 f 13

(l) Peqnohonan IMB disampaikan kepada bupati dengan dilampiri persyaratan
administratif dan peisyaratan tektis sesuai dengan fungsi dar} Klasitikasi
Bangunar Gcdung scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 8, dan Pasal 9.

(2) PcrsyEratan adrninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) rerdiri dari:
a. tanda buktj status hak atas' talah, atau tanda bukti perjanjian

pemarfaatan tanah;
b. data Pemilik Bsrlgunan Gedung;
c. rcncana teknig Bangunan Gedung;
d. hasil analisis mcngenai dampak lingkungan bagi Bangunan Ceciung

yang m€nimbulkan dampak penting terhadap iingkungan.
e. dokumcn/surat surat lainnya yang terkait.

(3) Persyaratar teknis scbagaimana dimalsud pada aya! {r) rcrdiri dari:
a. data umum Bangunan Gedung, da!
b. rencana teknis Bangunan Gedung.

(4) Data umum scbagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi inforn.-Lsi mengenEl
a, f\in8si dan Klasifikasi Batguna! ccdung;
b. luas lantai dasat Bangunan Gedung;
c. torar luas lantai Bargunan Cedung;
d. kelng6-an/jumlah lantaj Bangunan ccdung;
e. rencanapelaksanaan.

{5} Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayai (a)

L€rdiri dari:
a. gambar pra rcocana Bangunan ceCung yang terdiri dari Sambar

rcncara'tapak atau siht€isl, denai, tampak dan gambar potongan;
b. spcsifikasi teknis Bangunan cedung;
c. rancangan argitcktur Bangunan Gedung;
d. iencalgan struktur secEra sederhana/ painsip;
c. rancangatl utilitas Bangunan Gcdung secara pri.sip;
i spcsifikasi umum Eangunan Gedung;
g. pcrhitungan stFrktu! Bangunan Gedung 2 ldua) lantai atau lebi:r

dan/atau bcntang struktur lebih dari 6 meter;
h. pcihitungan kcbutuhan utilitas (mekaoikal dan elektrikal);
i. rekomendasi instansi terkat,

124



Pa!.l I 14

(l) Bupati memeriksa dan menilai syalat-syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118 scrta status/kcadaan tanah dan/atau bangunan untuk dijadiltan
sebagai bahan pcrsehrjuan pcmberian IMB.

(2) Bupati menetapkar retribusi IMB berdasarkan balan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

{3) Pcmcriksaan dan penilaian scbagaimana dimaksud pada ayat (l} dan
penetapan retribusi scbagaimana dimaksud po.da ayat (2) paling lama 7
(tujuh) hari kerja telhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB.

{4) Pemeriksa6-n dan penilaian permohonan IMB untuk Bangunan Gedung yang
mcmerlukan p€ngelolaan khusus atau mempunyai tingkat kompteksitas
yang dapat menimbulkan dampal kcpada masyarakat dan lingkungan
paling laha 14 (cmpat belait) hari kerja terhihrng scjak tanggat diterima
pcrmohonan IMB.

(5) Berdasarkan pcnetapan retribusi IMB sebagairbana dirnaksud pada ayat (2)

pemohon IluB n,elakdkan pembayaran retribus; IMB ke kas daerah dan
menyerakan tanda bukti pcmbayarannya kepada bupati.

(6) Bupati menerbitkan IMB paling lama 7 {tujuh} hari kcrja terhitung sejak
diterimanya bukti pembayaran retribusi IMB oleh bupati.

(7) Ketentr..an mengenai IMB berlaku pula uDtuk rumah adat kecuali ditetapksn
lain oleh Pemerintah Daerah den;an mcmpertimbangkan faktor nilaj
tradisional dan kearifan lokal yang berlatu di masyarakat hukum adatnya-

Pasal 115

(L) Sebelum nembeikan persetujuan atas persyaratan administrasi dan
persyaratan '.eknis bupati Capat r-eminta peinohon IMB untuk
menyemp'.rnal<an den,/atau melengkapi persyaratan ya'tg diejukan.

{21 Bupati dapat mcnyei-ujui, mcnunda, atar menolak pcrmohonan IMB yang

_ 
drajukan cleh pemohon

Palsl 116

(1) Bupati dapat menunda mcnerbrtliall IMB apabila:
a. Bup.ti masih memerlul:ar waktu tambaian untuk menilai, khususnya

persyaratan banguna.- serta pertimbangsn nilai lingkungan yang

direncanakan;
b. Bupati sedang merencanakan rencana bagian kota atau rencala

terPcrinci kota.
(2) Penundaan penerbiEn IMB sebagaimaia dimaksud pada ayat {l) hanya

daFat dilakukan I (satu) kali untuk jangka waktu tid-k lebih dari 2 (dua)

t'ulan terhitunS sejak penundaai sebagarmnna dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati dapat mcnolak perrnohonan IMB aPabila Bangunan Gedung yang

akan dibargun:
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(4)

(u

(21

i3)

(4)

(s)

16)

a. Tidak memenuhi Persyaratan administratif dan teknis;

b. Penggunaan tanah yang akan didirikan Bangunan Cedung tidak sesuai

dcngan rcncana kota;

c. Mengganggu atau mempclburuk lingkungan sekitamya;

d. Mengltanggu talu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya

yang telah ada, dan

e. Tcrdapat keberat€n dari masyarakat.

Pcnolakan pcrmohonan IMB sebagaimana dimalsud pada ayat (3) dilakukan

secda tcrhllis dcngan mcDJrcbutkan alasannya'

Patd 117

Surat penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115

ayat {2) harus sudah diterima p€mohon dalam waktu paiing lambat 7 (tujuh}

hari setelah surat penolakan Cikeluarkan bupati

Pemohon dalam waktu peling Iarnbat 14 {empat belas) hari s€telai menerima

sura: penolakan sebagaimana dj^-rlaksud pada ayat {1) dapat mengaJukan

kebera(an kepada buPali
Bupati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setclah menenma

keberatal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) waiib memberikan jawaban

tertulis terhadap keberata:n Pemohon.

Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud pada ayat (2)

pemohoo dianggap menerima suraL pcnolakan 'ierse but-
jita tupati tJik melatukan kewajiban sebaga'imana dimaksud pada ayat

(3) bupati,l walikola dianggap menenma alasan keberatarl P€mohon sehingga

bupati harus menerl'ittcan IMB'
Pemohon dapar melakukan gugatan ke PengaCilan Tata Usah'- Negara

"i"Uit" 
O"p.,i tidak melaksanakan ketcDtuan sebagaimana dimaksud pada

ayal (5).

Pssd l la
Bupali daPat neDcabut Itlts apabila:

a. Pekeiaan Bangunan Cedung yang s€lang dikerjakan Grhenti.sela$a 3
- 

ltigal-itulan d; dda| dilanjutkan lagi bcrdasarksn Pemyataan dari

pcmilik bangunan.
U. ifufg aiU";t "tt 

berdasatkan data dan informasi yang tidak bena-r'

c. Pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumcn rencana teknis

yang tclah disahkan dan/atau persvarllan .vanl 
tcrc:nYl.o:::* -"'

Sebciu-- petrc"but n IMB sebagaimana dimaksud Pada ayat (lJ kcpada

i"-.t-t't"U dibcrikan peringatan sccara tertulis 3 (tiga) kali berturut-

;;;;";"" ler-ggang waktu 30 (tigapuluh) hari dar diberikan kescmpatan

untuk mengajukan tanggapahnya

(r)

Q)
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{3)

(4)

(i)

Apabila peringatan scbagaimana dimaksud pada ayat {2) tida! diperhatikan
dan ditanggapi datr/atau tanggapatnya tidsl< dapat diterima, bupati dapat

mcncabut IMB bersangkutan,
Pcncabutqn IMB scbagaimana dirneksud pada ayat {3) dituangkan dalam

bentuk surat kepuhrsa! bupati yarg memuat alasan pencabutannya'

P.r.i ll9
IMB tidak diperlukan untuk pekedaan tersebut di bawah ini:
a. Memperbaiki Banguran Cedung dengan tidak rnengubai bentuk dan

luaa, serta menggunakan jcnis ba}lal semula antara lain:
1) Mcrnleste!;
2) Memperbaiki rctak bangunan;
3) Memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela;

4) Memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m2;

5) Membuat pcmindal halaman tarpa konstruksi;
6) Mcmperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas;
7) Mengubah bangunan scmenta.a

b. Mcmperbaiki saluran air hujan dan selokan clalam pekarangan

bangunan;
c, Mcmbuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan

pcmcliharaan temak dcngat luas tidak melebihi garis sempadan

belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain
atau umum;

d. Membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (lidak permanen) yang

tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) centimeter- kecuali

adanya pagar ini mengganggu kep€ntingan o-ang lain atau umtrn'

" e, MeEbuat bangunan yarg sifat pcnggunaannya sementara lvaktu.
(2) Pekerjaan sclain scbagaimana dimaksud pada ayat (1) letap diPersyaratkan

scsusi kctentuar! ssbag"iialana dimLk6uC dalam Pacal I 1 I

P.sal l2O

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan perizinar Bangunan

Gedung diatur lebih l€-ojut dalam Peraturan tsupati'

Prregraf 6
Pclyedla Jat' PercttcaltT 'n 

Teknla

Psrd l2l
(l) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dirancang oieh Penyedia jasa

pcrcncat-aan Bangunan Gedung /ang 'nempunyai sertifikasi l l:npetensi di

bidangnya sesuai denEan klasifikasinva'
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(2) Penycdia jasa, perencqna Bgngunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) tcrdiri atas:
a. Perencanaarsitcktur:
b. Pclancana stuktu;
c. Per€ncaramckatrikal;
d. Pcrcnca'taclektrikal;
e. Pcrcncana pcsripaan (plumber);
f. Percncana protcksi kebakaran;
g. Pere-cana tata lingkungan.

{3} Pcmcrintah Daerah dapat menetapkan p€rencanan tcknis untuk jenis

Bangunan Gcdung yang dikecualikan dari ketcntuan sebagaimane dimaksud

pada ayat ll)yang diarut dalam Peraturan Bupati

{4) Lingkup layanan jesa Perencanaan Tcknis Bangunan Cedung meliputi :

. 3, pcnl.usundn konscP Percncartaan;
b. pratlncana;
c. pengembanSanrencana;
d. rencana detail;
e. pembuatan dokumen pelalsanaan konstruksi;
f. pcmberian penjelasan dan evaluasi Pengadaan jasa Pelaksanaanl
g. pengawasan b€rkala pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung, dan

h. penyrsunan petunjuk Pemanfaatan Bangunan Gedung

{5} Percncenaat Teknis Bangunan Cedung harus clisusun dalam suatu

dokumen rencana teknis Bargunan Gedung.

BaglaD Ketiga
PelakssDaa! KoDatruks:

Paregraf '
Pclstaatlarn KoEsttukai

PaEd 122

(l) Pelaksanaa-n konstruksi Bangunan Gedung meliputi kegiatan pembangunan

baru, perbaikan, penambahan, Penrbalran dan/ atau Pemugal atr Pangu_ an

Gcdung dan/atau instalasi dan/atau p€rlengkapan Bangunan Gedung'

(21 Pelalsanaan konstruksi Bangunan Cedung dimulai seteleh Pemilik

Bangunan Gedung rnernperoleh IMB da! dilaksanakan berdasarkan

dokume; rcncana tcknis yaIrg tcla-h disa}Ikan.
(31 Pelaksana Bangunar Gedung adalah orang atau bddan bukum yang telah

mcnrenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
kccuali ditetapkan lain olch Pcmcrintah Daerah.

(4) DalarD mclaksanakan pekerjaan, pelaksana ballgunan wajib mengkuti
gemua ketentuan daJr syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam
IMB,
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{3)

'. (41

Pelaksana Bangunan Gedung adalah orang atau badan hukum yang tetai
memcnuhi syarat henunrt ketcntua4 peraturan perundaig_undangan
kecuali ditetegkan lain olch Pcmerintgh Daerah.
Dala$ mclaksanakan peke.jaan, Felaksana bangunan wajib mengikuti
semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yaltg ditetapkan dalam
IMB.

Ps|al 123

Untuk memulai pembangunan, pcmilik IMB wajib mengisi lembaran permohonan
pelaksalaai b,ingunan, yaig bcrisikai ketcrangan mcngcnai:
a. Nama dan Alarnat:
b. No6or IMB;
c. l,okasi Bangunan;
d, Pclal<sana atau Penanggung jawab pembaigunan.

Pr!.I 124

{l} Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada doku.nen rencana teknis yang
sesuai dengar IMB.

(2) Pelaksanaan konstluksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bcrupa pembangunan BanSunan Gedunl baru, perbaikan,
pcnambahar, perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Cedung dan/atau
instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung.

Pasal 125

(l) Kegiatan pelaksa-naan konstruksi Baigunan Gedung s€bagaimana dimaksud
dalam Pasal 126 tcrdiri atas kegiatar^ pemeriksJan dokumen pelaksanaar
oteh Pemerintah Daerah, kegia;an persiapan lapan8an, kegiaL.'l konstruksi,
kegiatan pemeriksaan akhir pekerJaan konstruksi dan kegratan penyera.han
hasil akhir pekerjaan.

'Pemeriksaan Cokumen pelaksanaal lggag_aylgla dimaksud pada ayat (1)

meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan
konstruksi dan semus. pclaksaraan pckcrjaan.

i3) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada a-at (l) meliputi
penyusunan program pclaksanaan, mobilisasi sumbcr daya dan penyiapar
fisik lapangan.

(4) Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksaiaan konst!'uksi di lapangajt,
p€mbuatan laporan kcmajuan pekerjaan, pennrsunai gambar kerja
pelaksanaan (shop dtawings) dan gambar pelaksanaalr pekerjaan scsuar
dengan yang telah dilaks€nalan {as built dra*'ings) serta kegiatai masa
pcmeliha-raan konstruksi .

(2.)
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(5) Kcgiatan pemeriksaaan akhir pekerjaan konstruksi meliputi pcmeriksaan
hasil akhir pekerjaaan konstr-uksi Bangunan Cedung terhadap kesesuaian
ccngan dokumen pelaksanaan yang lerwujud Bangunalt Gedung yang Lailg
Fungsi dan dilcngkapi dengan dokumen pclikganaan konstruksi, gambar
p€la.k$raan pekerjaan (as built dnwings), pcdoman pcngopcrasian dan
pcmcliharaan Bangunan Gedung, pcralatan scrta perlengkapan mekanika!
dan elckkika.l serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.

(6) Berdasarkan hasil pemcriksaan akhi! s€bagaimana dimaksud pada ayat (S),
Pemilik Bangunen Gcdung atau prnyedia jasa/pcngcrnbang mengajukan
permohonaq penerbitan Sertifikat laik F\ngsi Bangunan fuung kcpada
Pemerintah Daerah.

P.r.gnl 2
Pc!gttga!8! Pclatlr.nraD Kotl3tlutIll

Pasal 126

(1) Pelaksanaan konstruksi wajib diarvasi oleh p€rugas pengawas p€laksanaan
konstr-uksi.

{2) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputi perreriksaan
kescsuaian fungsi, persyaratan tata bangurian, keselanatan, kcsehatan,
kenyarnanan da'r kemudahan, dan IMB.

PaEsl 127

Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 125 berwenang.
a. l,llemasuki dap mengadakan pqmeriksaan di tempat pelaksa-naan konstruksi

setelah menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas.
b, Mcnggunaken acuan peraturai. urnum bahan banlunan, rencane kcrjq

syarat-syarat dan IMB.
c. Memerintahksr untuk men]/ingk.,kan bahan bangr.lna-1 dan bangunan ya-)g

tidak memcnuhi syarat, yang dapat mengancam keschi-ran dan kesclamatan
ulru!n-

ci. Menghentikan pelaksa:raan konstr\rksi, dan melaporkan kepada instansi
Yang berwenane

Paragref 4
PctDcriksaa! Keletaau Fungrl Bangulan G )dulrg

Paual 128

(l). Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dilakukan seteleh
Bangunan Gcdung sclcsai dilaksanakan olch pclaksana konstruksi scbdum
diserahkan kcpada Pernilik Bangunan Oedung.

{2) Pemeriksaan kelaikan fungsi baDgunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukarl oleh penyedia jasa pengkajian teknis bang,rnan gedung, -
kecuali untuk rumah tinggal runggal dan rumah tinggal de.et oleh
pemerintah dacrah.

r30



{3)

(4)

(s)

(r)

\21

{3)

Scgala biaya yang diPcrlukan untuk Pcmc ksaan kelaikan fungsi oleh

pcrryedia jasa pcngkajian telsris bangunan gedung menjadi tanggun8 jawab
pcmilik atau pengguna,

Pcmcrintah dacrah dalam melakukal pemeriksaar kelail<an fungsi

bangun.rn gedung dapat mengikutsertakan Pcngkaji telqis profesional, dan
penilik bangunan (building inspector) yang be.sertifftat sedangkan pemitik
tetap berta.nggung jawab dan belkcwqiiban untuk mcnjaga keandalan
bangunan gedung.
Da.lam hal bclum tcrdapat pengkaji teknis bangunan gedung, Pcngkajian
teknis ditakukan oich pemcrintah dacrah dan dapat bekerja sarna dcngan
asosiasi profesi yang terkait denSan bargunan gedung.

Pasal 129

Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit teknis denga! SDM- yang

memiliki sertilikat keahlian dapat melakukan Pemeriksaan Berkala dalam
rangka pemeliharaan dan perawatan.
Pemilik/pcngguna bangunan dapat melakukan ikatan kontr.-l< den8an
pcngclola berbentuk bada! usaha yang memiliki unit teknis dengan SDM
yang bersertilikat keahlian Pemeriksaan Berkala dalan rangka pcmeliharaan
dan parawata:r Bangunan Gcdung.
Pemilik perorangan Bangunan CedunS dapat melakuka' pemeriksaan
sendiri secara berkala selama yang bersangkutan memiliki scrtifikat
keahliqn.

Pa8at 13O

Pciaksanaan pe[reriksaan kelai].,an fr.ngsi Banguian Cedung untuk proses
generbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan GcdunB hunian rullah
tinggal tidak sedcrhana, Bangunan Gedung lainnya atau Bangunan Gedung
Tertentu dilal<ukan oleh penyedi3 .jasa pcngawasan atau manalemen
konstr-uksi yang memiliki sertirikat keahlian.
Pclaksanaart pemcriksaan kehaikan fungsi Bangunan Gcdung untuk proses
pcnelbitan SLF Bangunan Ccdung fungsi l.husus dilakukan oleh pcnycdia
jasa pcngawasan atau manajemen konstnrksi yang mcmilik; sertilikat dan
tim internal yarlg memiliki settrfil<at kcahlian dengan memp€rhatikatr
peogaturan intemal dan rekonendasi daJi instansi y.ng Jertanggung jawab

di bidang fungsi khusus tersebut.
Pcngkajian teknis unt'-rk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung

untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung hunien rumah tinggal Lidak

sede:han--, Bangunan Gedung lqinlya pada umumnya dan Bangunan
Ccdung Tertentu unblk kcpcntingan lrmum dilakukan oleh Penyedia jasa

pengkaJEn teknis konstruksi Bangunan Gedung yaig memilili sertiikat
kcahlian.

i1)

t2)

(3)

t3r
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(4) Pelaksanaan pemcriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses

penelbitan SLF Bangunan Gedung fungsi Hirusus dilakukan olch Penycdia
jasa pcngkajian teknis konstruksi- B$gunan Gedung. yang memiliki

scrtifikat keahlian dan tim intcmal yang mcEiliki sertifikat keahlian dengan

mempclhatikan pcngaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang

bcrtanggungjawab di bidang firngsi dima.ksud'

(S) Hubungan kerja antan Pcmilik/Pengguna Bangunan Gedung dan pcnyedia
' ' 

lasa pcnga*asan/manajcmen konstruksi atau penytdia jasa p€ngkajian

tcknis konstruksi Bangunan Gedung dilaksanakan berdasarkan ikatan

kontrak Prssl l3l
(1)PemerintahDaerah,khususnyainstansiteknispembinapenyelenggaraan
"' ;;;;;- o"J''t"g, aJ-i 'proses penerbitan 

- 
slr 

^Bangunan 
Gedung

melaksanakan pengKaJlan dknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi

;;;;;;;G il;; ;;; tinsgal hr;sgal termasuk rumah tinggal

tunaqal sedelhana oan rumah deret tian Pemerikssan Berkala Bangunan

;;;T;; ;";; rumai ringgal Eunssal dan -1nd d":"t: ,,-
(2) ;;;'h.l;t instansi Periirintah-baerah sebagaimana dimaksud ada avat

(l) tidak terdapat tenata ceknis yarg cukuP' Pemcrintah Daerah dapat

;;;;;;;;;v"aia jJsa pengkajian teknis kontruksi Bangunan Geduns

untu:imelakukanpemeriksaarr-keiaikanfunSsiBangunanGedunghunian
;;; ;;AJ h-dal s€derhana can rumah tinggsl dcret- sederhala

(3) b;; r,"I p"ny"i-i. jasa sebagairnarn dimaksud Pada avat {2) belum
*' 

,".*J1., insLnii t"i.ni" pembinl Penyelcnggara Bangunaa cedung dapat

bekerja sarna a",,gurr 
""J"iu"i 

profesi di bidang BTry:T Gedung untuk

mela-lil kan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan uedung'

Paregra.t 5

Tats Cara Petrctblta! sLF B'!gu!a! Gcdulrg

Pa6al r .t2

(1) Penerbilan Sr-F Bar'gunan Gedrrng iLakukan atas dasat permintaan

-- - -- pemilik/ Pengguna Eangunan Cedung untuk Bargunan Gedung yang telah

sclesaipelaksanaankonst.lksinyaatauuntukpcrpanjanganSLFBangunan
Gedung yatg tclah pernah mempcrolch SLF'

(2) SLF Banguna! Gcdung scbagaimana. dimaksud pada lyat 
(t) diberikan

' ' 
dcngan mlengikuti prinsip pelayanan prina darr tanpa P\rngutan biaya

(31 Sr,f Bangunan ceauni scuagaimana dimaksu.d Pada ayat (l) dib€rikan

setelah terpenuhrny" 
-p.:'"y"ttt"tt administratif dan persyaratan teknis

"""r]"t 
d",,gat-' fungsi dan Klasifikasi g"tg"lT G-edung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6' Pasal T' Pasal 8' d:n Pasal9'

(4) Persyaratan ad3liiistraEf scbagaimana dimaksud-Pada ayat {I):

a. Pacla Proscs Pcl luna kali SLF Bangunan G'dur'g:

t32



1) kescsuaian data akhral dengsn dats dalam dokumcn status hak
atas tanah;

2) kcscsuaian data aktual dengan data dalam IMB dan/atau
dokumen status kcpcmilikan Bangunan Gcdung;

3) kepemilikan dokumen IMB.

.b, Pada proscs perpanjangan SLF B6ngunan cedung:
l) kesesuaian data akual dan/atau adarya perubahan dalam

dokumen status kcpcmilika Bargun. -r Ccdung;
2) kcsesuaian data alrtual (tcrakhir) dan/atau adanya perubahan

dalam dokumen status kep€milikar tanah; dan
3) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adatya perubahan

data dalam dokumen IMB.
(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sebagai

berikut:

a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedunt:
l) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pela.l<sanaan

konstruksi termasuk as built drawings, pedoman pengop€rasian

cian pemeliharaan / perawatan Balgunan Gedung, peralatan serta
perlengkapan mekanikal dan elcktrikal dan dokurnen ikatan kerja;

2) pengujian lapanga! (on site) dan/atau laboratorium untuk aspek

keselamatan, keschatar, kenyamaJran dan kemudahan pada

struktur, p€ralatsn dan perlengkapan Bangunan Gedung serta

. prasarana pada kcroponen konstruksi atau peralatan yang
memerlukan data teknis akurat sesuai dengan Pedomai Teknis
dan tata cala pemeriksaan kelaikan fungsi Balgunan Gedung.

b. Pada proses pcrpanjangar SLF Bangunan Gedung:

1) kcsesuaian data aktual dengan data dalam dokumen hasil
Pemeriksaan Bc ka-la, laporan pengujian sr.mktur, peralatan dan
perlen3kapan Bangunan GedunB serta prasarana Bangunan
Gedung, layorar hasil perbaikan dan/atau penggantian pada

kegiatan pcrawatan, termasuk perubahan fungsi, intensitas,
aFitekrrur dan danpak lingkungan yalg ditimbulkan;

2) pengujian lapangan _(on site) dan/atau laboratorium untuk aspek

kesela$atan, kesehatan, kenyamanan dan kernudahan pada

stmktur, pcralatan darr perlcngkapan Bangunan Gedung serta
prasarana pada stmktur, komro-cn konstruksi dan petAlata-
yang memcrlukan deta tcknis akurat termasuk pcrubahan ftrngsi,

.lo6 i6tensite3, arsi-ektur serta dampak lingkunLen
yang ditimbulkannya, scauar dengan Pcdoman Tcldlis dan tata
cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan GedunS

| -t 't
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(6) Data hasil pcmeriksaan s€bagailnana dimaksud pada ayat (4) dicatat dala$

daftar simak, disimPulkan dalam suiat pemyataan pcEieriksaan keleiksn

fungsi Bangunan Gcduog atau :ekomendasi pada pemcriksaan plrtrrna dan

Pcmcrikeaan Bcrkala.

Peragnf 6
P.ldstrrs Bangulrn GcdElg

Ps.al 133

Bupeti wajib mclakukan Penddtaan Eqngunan Oedung untuk kepcrluan

tcrtib administrasi pembatgunan dan tertib administta6i Pcmatrfaatsn

Bangunan Gcdung.
Pendataan Bangunan Cedung scbagaimana dima-ksud pada ayat (l) meliPuti

Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang tclah ada'

Khulus pen,lataan Bangunat! Gedung baru, dilakukan bersamaan dengan

proses IMB, proses SLF dan proses sertifikasi kepemilikan Bangunan

Gedung.
Bupati wajib menyimpan secara tertib data Bangunan Gedung sebagar arsip

Pemerintah Dacrah
Pendataan Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh Pemenntah

Dacrai dengan berkoordinasi dengan Pernerintah.

BagLE Kc.EPrt
Xegtsten Peor'rfsata! 

:ngu!a! 
Gedqlg

UErlE
Pasql 134

Kegiatan Pemanfaatar^ Bantunar Gedung rneliPuti pemanfaatan, pemeliharaan

pelawatan, pemeriksaan secara b€rkala, perpanjangan SLF, dan pengawasan

pemanfaatan

Paral 135

(1) Pemanfatan Ba-,gunan Cedung sebagaimana dirqaksud dalam Pasal 134

mcrupakan kcgiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan

fungsi yang ditetapkan dalam IMB sctelah pemilik mcmpcrolch SLF

{2) Pemanfaat€n seLagaimana dimaksud pada ayat (l) dila}sanaJ<an secara

tcrtib admiristrasi dan tcrtib terqris untuk menjamin kelaikar fungsi

Balgunan Gedung tanpa mcnimbulkal dampak pcnting terhadap

lingkungaa.
(3) Pcmilik Bangunan Gedung untuk kelentingan umum hams menfikuti

plogram pertanggungan terhadaP kcmungkinan kcgagdan Bsngunan

Gcdung selama Pemanfaatan Bangulan Gedung.

(1)

l2J

(4)

(s)
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t3)

t4)

(1)

12)

12)

{3)

P.r.grsf 2
PGEGllh$satn

Pe6el f36
Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana di$aksud dalam Pasal 134

stcliputi pembersihai, perapian, Pemeriksaan, Pcngujian' pcrbaikan dan/
atau pcnggantian balnn atau Pcrlcngkapan Ba$guuan Gcdung dan/atau
kegiatan sejenis lainnya berdasaJkar pedoman pengopcrasian den

pemcliha.raan B€ngunan Cadung'
Pcmilik atau Pengguna Banguna!! Gedung harus melakukatt kegiatan
pemcliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat menggunakait
penycdia jasa pemcliharaan gedung yang mcmPunyai sertjfikat komp€tensi
ya-ng sesuai bcrdasarkan. ikatan kontrak berdasarkan perafuran Pemndang-
undengajr.
Pelaksaaaan kegiatal pcmeliharaan oleh penyedia jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan

kesehatan kerja (K3).

Hssil kegiatan Pemelihaiaaan dituangkan ke dalam laPoian pemeliharaan

yang digunakan scbaga.i pertimbangan Penetapan Perpanjangan SLF

P.r.gr.f 3
Pcrsttata!
Paral 137

Kegiatan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

134 meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagia-n Bangunan Gedung,

komponen, bahan bangunan Can/atau paasarana dan sa_rana berdasarkan

:encana teknis pclawatat Bangunan Gedung

Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan ke6 atan

plrawatarl sebagainranz. dimaksud pada ayat (l) daPat menggr'nakan

penyedia iasa peralvatan Bangunan Gedung belsertilil<at dengan dasar

ikatan kontiak berdas-arkan pcra-tltiail- perrrndan!-unddngan mcngenai jasa

konstruksi.
Perb-ikan dan/atau pengSantiaa dalam kegiatan perawatan Bangunan

Gedung dcngan tingkat kerusakan sedang dan b€rat dilakukan sctclah

<iokumen rencana te.'nis perawatan Bangunan Cedung disctujui olch

Pemerintah Dacrah.

(1)

(4) Hasil kegiatan perawatan dihrangksi ke dalam laporan perawatan yang

akan diguoakan sebagai salah satu dasai p€rtimbangan penetapan

PerPanj angar SLF.
(5) Pelaksanaan kegiatan pera'tatan oleh penycdia jasa sebagairnana dimaksud

pada ayat {2) har-us menerapkan ptinsiP keselanatar dan kesehatan kerja

tK3).
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(1)

P8ragr'f 4
PcEctltrsaa Bcrk'la

P"ttr igg

Pemeriksaa'!BerkalaBalgunarrcedun8sebagaimanadimaksud^ddam
i'";lla iti."rr.an untrik'seluruh atau sebagian Bangunan Geduns'

;;*;";, ;;;angunan, dan/atau sarana dan Prasarana dalam ranska

p"-iUft"o- aa" pcrawatan yang harus dicatat da'lam laporan pemenksaan

i"U.g"i U"h- ""*k 
mcmperoleh pcrpanjangan SLF'

*-Jif. a*r! Pcnggr,tta Bangunan *durlg ai dalam dreldrukan- kegiatan

;;;;'e;.;il. ""utsai-ana 
dirnaksuc Pada avat {1) dapat

mengnmakan pcnycdra Jasa pengkajian teknis. Bangunal 
. 
Gedung atau

*-1"g"" v*i -"mpunyai seftirrkat kompetensi yang sesuar'

ilrffl;;J-i, p"rn ;it"a* Belkala Bansunar Gedung sebagaimana

dimalcud pada ayat (l) mcliputr: - ^.h.rrh. Ran dan
a. pemeriksaan dokumen aomtnistrasi''elaksaiaan' pemeiiha;aa

pcrawatao Bangunan Oedung;

b. [;;;;""#t".- t""aiii Bangunan ceduns terhadap pjl:'"n'"
ocrwatatantelisistermasuKpengujiankeandalanBangunanGedung;

". 
L.gi",utt analisis dat evaluasi dan

d. kegiatan P€nyusunan laPoran

;"";;" rumah tinggat tunggal' bangundn runr-al. ti:ceal 
,de:et 

dan

;nfi; .,:r,,ar' tinggal sem€ntara yang trdak l'ark Fungsi sLF nya

dibckukan 
'aimanaDalam hai belum terdapat pen,'edia jasa pensk:-'lan. "nii:'"t-"^"j;fi;J' ;; "v",,li'_.::i:l1l ::::,';,,';',"i:i?*1:#,T:::;i:dacrah dan daPat bekeqa sarfla dr

bangunair geJung'

Paragraf 5

PetPaojalgan SLI'

Posal 139

(l) Pcrpajljarlgan SLF Bangunan Gcdung sebagaimana dimaksud dalarn Pasal

134 dibcrlakukan t't"-t< ou"finti 
"Otattn-g y"rtg telah dimanfaatkan dan

masa bcrlaku SLF-nYa telah habis'

{a;;;;;:;il*.:::f#?:T}""i'ffi [;i:"1il,":::::iJlj'u."a. untuk bangunan geoung I

rumah deret sederhana tiJ"t aiU"tu"i {trdak ada ketentuan untuk

perpanjangan a"til,_.-_ 
,..,rrrrr., rumah tinggal tunggal, dan rumah deret

b. untuk bajlgunan gedung n

t2J

t3)

(4)

(s)
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sampai dengan 2 {dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua
'. puluh) ralun;

. c- untuk untuk baagunan gedulg huniar rumah tinggfl tida& sedcrhana,
. bangunar gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung
, tcrtcntu ditetapkan dalam jangka walch-r 5 (lima) tahun.

(3) pcngurussn p€rpanjangan SLF Bangunar Gedung sebagaimana dima.ksud
pqda ayat (1) dilalukan paling lambat 60 (cnam puluh) hari katender
sc: .:lu$ berkhimya masa bcrlaku SLF dengan mempcrhatikan ketentuan
scbagaimana dimaksud iada ayat (1).

(4) Pcngurusan pcrparjangan SLF dilakuka! setelah pemilik/pengguna/
pcngelola Bangunan Gedung memiliki hasil pemeriksaan/kelaikaa fungsi
Bangunan Gedung bcrupa:
a. laporan Pcmcriksaan Berka.la, laporan pemeriksaan dan perawatan

Bangunan Gedung;
b. daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Cedung; dan

c. dokumen surat pemyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan

. Gcdung atau rekomendesi,
(5) Permohonan perpanjangan SLF diajuk€Jr oteh pemilik/peneguna/pengclola

Bsngunan Gedung deagan dilampiri dokumen:
, a. surat pcrmohonan perpanjangan SLF;

b, surat pemyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan cedung atau
rckomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yaDB

. ditandatangani di atas meterai yang cuklrp;
c. aa built drav,rings;
d. fotokopi IMB Bengunan Ccdung atau perubaiannya;
e. fotokopi dokumen status hal atas tanah;
I fotokopi dokumen status kepemilikan Bangunan Cedung;
g. rckomendasi dari instansi tekris yang bertan8gunB jawab di brdang

fullgsi khusus; da!,
h. dokurncn SLF Bangunan Gedung yang telakhir.

(6) Pcmcrintah Dacrah mencrbitkan SLF peling lana 30 (tiga puluh) hari seteLah
ditcrimanya pcrmohonan sebaga:mana dimaksud pala ayat (5).

(7) SLF disampaikarr kepada pemohon selambat-larnbatnya 7 {rujuh) hari kerja
s"ja} tanggal penerbitan perpaljaqgar SLF.

Palal l4O

. Tata c.ra pcrpanjangan SLF diatur l.bih larjut dalam Peraturan Bupati.

Paragrat 6
P.lg.tresaa PcDanfiata! BaEguda! Geduag
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(2J

tr)

Pesd l4l
Pcngawasar Pcrnatlfaata! Batgunajr Gedung dilakukan oleh Pemerintsh Daerah: 

-

a. pada saat Fngajuar pcrpanjangan SLF;

b. adanya laporar dari masyarskat, dan
c. 4dsnya indikasi perubahan iungsi dan/atau Bangunan Gedung yang'

mcmbahayakar lingkungan'

Prragrlf 7
P6lcstrrl!
Pa.d 142

{1} Pelcstarian Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan dan

pemarfaatan, perawatan dan pemugaran, dan kegiatan pengawasannya

sesuai dbngan kaidai pelestarian.
Pelestarign Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1)

dilaksanakerr secaJa tedib dan .nenjam,n kelail'an fungsi Banguilan GedunS

dart lingkungannya sesuai dengal peraturan perundang-undangan

Pengrat 8
PcnetapaD da! PGndaftaraD BsngulaD Gedullg yaag DUcltarlkaa

Pasal 143

Bangunan Gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan sebagai bangunan

cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan apabila telah berumut paling'

scdikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya

50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai pentirrg sejarah, ilmu
pengetahuan, dan kebudayaan ter nasuk nilai arsi'-ektur dan teknologinya,
scrta rr,emiliki oilai budaya bagi penguatan kePribaCian b6ngsa
Pemilik, masyarakat, Pemcrintah Dacrah dapat mcngusulkan Bangunan
Gedung dan lingkungannya yang memcnuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yane

dilindungi dan dilcstarikan.

Bangunan Ccdung dan lingkungainya sebagarmana dimalsud pada ayat {1)

scbclum diusulkan penctapartnya harus telah mendaPat Pertlmbangan dan

tim ahli pclcetarian Bangunqn Ccdung 'latr hasil dcngsr pendaPat

masyarakat dan harus mendapat pcrsetuju3n dari Pemilik Bangunan

Gedung.
Bangunan Gedung yang diusutkan untilk ditetapkan sebagai Bangunan

Gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagarmana dr'riaksud pada ayat

(r) dil.rkukan sesuai dengan kl?silikasinya yang tcrdiri atas:

a. klasifrkasi utama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yanS '
bcntuk fisikoya sama seka.li tidak boleh diubah;

\2)

(3)

{4)
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b. klasilikasi madya yaitu Barigunan cedung dan lingkungamya ysng
bentuk fisiknya dan eksteriornya sama sckali tidak boleh diub6i,
nanun tata ruang dalamnya scbagian dapat diubah tanpa mengurangi
nilai p€rlindungan dan pclcstariaanya;

c. klasifikasi pratama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yarg
bentuk lisik aslinya boleh diubah sebagian t€npa mengurangi nilai
perlindungaa dan pelestgr'iannya serta tidaL menghilangkan bagian
utama Bangunan Gedung tcrsebut.

Pemerintah Dacrah mclalui instarsi terkait mencatat Bs-r Junan Gedung dan
lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan scrta keberadaan Bangunan
Gcdung ditrlaksud menurut klasiflkasi scbhgaimana dimaksud pada ayat {4).
Keputusan penetapan Bangunan Gedung dan linglorngannya yang
dilindungi dan dilesta.rikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

disampaikan secara teltulis kepada pemilik,

Pr.agnf 9
PeDqllfaataD BanguDa! Ocdung yetlg Dilestad&an

Palal 1,+4

(l) Bangunan Gedung yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya
scbagaimana dimaksud dalam Pasal I42 ayat (2) dapat dimar|faatkan oleh
pemilik dan/atau pengguna d€ngan mempe.hatikan kaidal pelesta-rian dan
Klasifikasi Bangunan cedung cagar budaya sesuai dcngan ketcntua!
peratuJar, peruodang-undangan.

(2) Bangunan cedung cagar budaya sebagairnana dimaksud pada ayat (l) dapat
dimanfaatkajl untuk keF,enringah agarf^a, sosial, pa-riwisata, pendidikan,
ilmu penletahuan da'r kebudayaan dengan mengikuti ketentuan dalai:r
klasifikasi tingliat perlindr.rngan dan pelestarian Bangunan Gedung dan
lingkungenn]'a,

- -{3} Bangurran Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tidal<
dapat dijual atau dipindritangarkan kcpada pihak lain talpa seizin
Pcmcrintal Daerah.

(a) Pemilik Bangunan Cedung cagar budaya wajib melindungi Bangunan
Gcdung dan/atau lingkungannya dari kerusakan atau bahaya yang
mengancam keberadaannya, sesuai dcngan klasifikasinya.

(5) Pemilik Bangunan Gcdung cagar budaya scbagaimana dimaksud dalam ayat
(4) berh€k memperoleh insentif dari Pcmerintah Dacrah.

(6) Besamya insentif untuk melindungi Bangunan Cedung sebagaimana
dimaksud pada al,at {5) diatur dala:n Peraturan Bupati berdasarkar
kebutuhan nyata.

(s)

(6)
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(1)

12)

Pasat 145

Pemugaran, pemglihara€n, perawatsr, pemeriksaan secara &rka.la
Bangunan Gedung cagar budaya sciragaimaaa disEksud dalarn Pasal 142

ayat (1) dilakukan olch Pemerintah Dacrah atas bcb€t APBD'
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan scsuai dengan
'rcncana tcknis pelcata.rian dengan mempettimbatgkan kcaslian bentuk' tata
lctak, sistcm sttulhrr, pcnggunaan bahan barSunan, dan nilai-nilai yang

dikandungnya scsuai dcngan titlgkat kerusakan Bangunan Gcdung dan
ketentuan klasifikasinya.

B.gL! KGllrtra
PcEbgqglaran

Paragraf I
UouB

Pa8al 146

Pembongkaran Bangunan Gedung rneliputi kegiatan penetapan

pcmbongkaran dan pclaksanaair pembongkaran Bangunan Gedung, yang

dilakukal dengan mcngikuti kaidah-kaidan pembontkatan secara umum
aerta memanfaatkan iltnu pcngetahuan dan teknologi.

Pcmbongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan,

keselamatan masyarakat dan lingkungannl l.
Pembongkaran Baigunan Gedung sebagaima-na drmaksud Pada ayat (l)
haius scsuai dengan ketetgpan perintah pembongkaran atau perserujuan
pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi

khusus oleh Pemeri:rtah.

Pa.sgraf 2
PcDetaPAE Pcmbo^rgka.a! - -

Pa!.l 147

Pemerintah dar/atau Pemcrintai Daerah mcngidentifikasi Bergunan
cedung yang akan oitctapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil
pemeriksaan dan/atau lapoi an qari masyaiakat
Bangunan Gedung yang dapat dibongka! sebagaimana dimaksud pada ayat

{l) meliputil
a. Bangunen Cedung yang tidak Laik Fungsi dan tidak dapat diPerbaiki

iagi;
b. Bangunan Gedung yang pemanfaatannya menimbuikan bahaya bagi

pengguna, mas,€rakat, dan lingkungannya;
c, Bangunan GeCl$g yang tidal mcmiliki IMB; dan/atau

(1)

12)

(3)

t1)

\2)
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(3)

(4)

(s)

{l)

d. Bangunan Gedung yang Pemiliknya mengingi'kan tamPilan baru'

Pcrncrlntah Daerah menyampalkan halil idcntifikasi scbagairnana dimakEud

pada ayat (f) kep{a pcmilik/Pf'ngguna Bangunan Ccdung yang akan

ditrtapkan untuk dibongkar.
gerdasg,rt<an hasil idcntjfikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (3)'

pemilik/pengguna/pcngelola Bangunan Gedung wajib &€lakukan

pengtajian tctnis aan mcnyanpaikan hasilnya kepada Peocrintah Daerai'

ifp.-UiU n""it pcngkajian tcrs€but sesuai dengan ketentuat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Dacrah menetapkan Bangunan Gcdung

tersebut unhrk dibongkat dengan sulat penetaPan pembongkaten atau

surat pesetujuan pcmbongkaran dari bupati, yang mcrnuat batas wal<h-r dan

prosedur pembongkaran serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi'

bata iral'pemilit/lxnggirna/pengilola Bangunan Gedung tidak

melaksanakan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), pembongkarar akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban

il.yu p"r"ili[7p".,ggt,na/pengelola Bangunan Gedung' kecuali bagi pemilik

u"rrgutr"tt rumah tjnggal ydng tidak mampu, biaya pcmbongkatannya

mcnjadi bcban Pemerintah Daclah'

P.rrgr'f 3
RcDcasa Tckll! PcDbongl.alaa

Paeal 148

Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaanny€ dapat

menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan urnum daj lingkungan

harus dilaksarakan berdasarkan rencana teknis P€mbongkaran yang

disusun oleh penyedia jasa Perencanaan Teknis yang memiliki sertifikat

keahlien Yattg sesuar.

121 neccana Lkiis Pembongkaran sebagaimana dimaksud paCa ayat (l) harus

disetlrjui oleh iemerintah Daerah, setelah mendaPat Pertimbangan dan

i3) Dalam hal pelaksanaar pembongkaran berdampak lua3 terhadap

keselamatan umu.n dan lingkungan, pemilik dai/atau Pemerintah Daerah

melakukansosialisasidanpemberitahuantertuliskepadamasyarakatdi
sekitar Ba-.gur,an Gedung, sebclum ielalsanaan pcmbolrgkaJan'

(4) Pelaksanaan Pembongkaran mengikuti prinsip-prinsip keselamatan dan

kesehatan kcrja (K3)
PqrsgtBf 4

PclatlitrraD PsDborlgt.ra!

(6)

l4l



(u

(3)

t2l

(3)

(4)

(1)

Paragrsf a
' Pclstsasss! Pembolglarao

Pqs.l 149

Pembongka-ran Bangunan Gedung dapat dilakukan oleh p€milik dan/atau

Pcngguna Bangunan Gedung atau menggunakan p€nycdia jasa

pcmbongkaran Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat kcahlian yang

s€suai.
Pcmbongkaran Batrgunan Gedung yang menggunakan peraLatart berat

dan/atau bahan pelcdak harus dilaksaaakan olch pcnycdia jasa

pembongkaran Bangunan Gedung yang mcmPunyai sertifikat kcahli3n yang

acsuar.
Pemiti| dan/atau Pengguna Balgunan Gedung yang tidak mclaksanakan
pembongkatan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat Peiintah
pcmbongkaran, Pelaksanaat pembongka-ran dilakukan olch Pcmcrintah

Daerah atas beban biaya pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gcdung'

Patagrrf 5
Peagaeasa! Pc|lbongkitaD Ba!gu!.! G€dulg

P88al l5o
Pengawasatr pembongkara! Bangunan Gedung tidak sederhala dilakukan '

oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertiirkal keahlian yang

sesuai.
Pembongkaran BangunaD Gedung tidal sederhana sebagaimana dirnaksud "

'paaa ayat (l) dilakukan berdasarkan rencana teknis yang telah memp€rolch

pcrsetujuet dari Pemerintah Daerah'
Hesil pengawasan pembongkaran Barrgunan Cedung sebagaimaia d'maksud

paaa ayai(z) dilaporkan kepada Pernerinta! Dacrah

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan atas pelar<sanaan kesesuaran

taporan pelaksanaai pe'T|bongkaran dengSn re-ncjtlS !eknc- Pemoongkaran'

Baghl KccDEtll

Peiyelclggarsa! Ba!gu!e! Gcdulrg P'scabelcals
Panilraf I

PeaaltgguLngqB D'nrLt
Par8l lsf

(1) Penanggulangan daturat merupakan tindakan yang dilakukan untuk

mengJsi sementqia waktu akibat yarg ditimbulkao oleh bencana alam '
ya.ng menyebabkan r-usal<nya Bangunan Gedung yang meojadi hunian atau

temFat beraktivitas.

\2)
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l

j

I
I
I

I

I
i



(21

(3)

t4)

Pcnanggulangan derurat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dila&ukanoleh Pemcrintah, pemerintah Dierah da'/atau k"l"-p"k ;;;l;;Penanggulangar da-rurar scbasai!*r"r"r,-,",r'.?l"y"LiJ";ffi1-" dimalsud pada avat (1) dilakukart

keoc,lsmj.tan Bansun." o"0",', o.Tillriilti;""u"""* "."s 
mensenc&r

sr<ara bencana elam s€bagaimana dima_ksud pada ayat (3) ditetapkan olehpejabat yang berq,cnang dalam setiap tingkatan pemerinra}Ian ,r";tri,a. Prcsiden untuk bencana a.lam a""g.r, "t"1.'n.i;;;-* 
'-

b. Oubernur.untuk bencana alam dengan skala provinsi;c.. Bupati untuk bencana alal! skala kabupaten.
Di dalam menctapkan sksla bencan
(4) berpedoman pad. 0"."*._ o",,iffi-lj:::ffiffi.Xff-sud 

pada avat

parqgraf 2
Batrgunaa Ccdung Utbutb Scbsgal TeEpat peuemDurtgrD

(s)

pasal lS2
(l) Pemerintah atau pemerintah Daerah wa;ibpenangguLangan darurat bcrupa penyela&atan

Penampungan sementara.
(2) Pen€rnpungan s€ments-ra pengungsi sebagairnara dimal<sud pada ayat (l)

:ilakukrdir Fdtla ldtlr'di )rdng aiotn a"" *"n-* t i.:i]'l*.0'","' *_r*otelnpat tinggal semcnta_ra selr

.^,I:namp'nsan-u""ur,p".,.,,fi ,1fi?;"r":i:T,:J,*ffir"lbcrupatempat
tq rr€urgunan sementa".a sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) ddengkapi
... dengan fasititas pchyediaan air bersih dan i^"iiil"'J,jl"ri! rn.^.o.,.(4) Pcnyelenggaraan bangunan pe:ramFungan sebagaimana aimaks-ua pada ayat(2) ditelapkan dala,1 peratr

scsuai dengan loka"i u..r..rrultfr 
Bupati berdasarkan persyaratan teknis

Baglan Xctujuh
Rcltablutrsl pascabe ocana

Pasal 153
(l) Bangunan Gedung ya,,g rusak akibat bencana dapat diperbaiki atau
,^, dibongkar- sesuai dengan tingkat kerusakannya.
lz, Earrgunan Gedung yang rusak tingkat sedang dar! masih dapat diperbs.iki,'dapat dilakukan rcbebilitasi sesuaj dengan k;teDtuan y.rrg iitetapr"r, ot.i,' Pemerintah Daerah.
(3) Rchabilitasi Bangunan Cedung yang berfulgsi sebagai hunian rumah tinggal
,", liy.T_r:-," .bcrbenruk 

pernbcrian banruan perUaitan rumatr masya_ral@t.

"'iTll,T#1,',1;l,H:l'L:yj:1:T:::ffi :ff ,*1"","":padaava,(3)

melakukan upal,a
dan penyediaan

t13
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(5) Pcrsyaratan tcknis rchabilitasi Battgunan GcdunS yang--rusak disesuaikan
' ' aenian karaktcristik bcncana yang mungkin terjadi di- masa yang akan

Oa,""g a- dengan mcurperhadkan standar konstruksi bangunan' kondisi

goslal, adat i8ttadat, budaya dan qkonom''

(6) Pcls.ksqnaan Pembcrian bs-ntuan perbaikan rumah maqankat sebagaimana
'-' limaf."ua pada ayat (5) dilakukan mclalui bimbingan teknis dan banhran

teknis olch instansi/ lembaga terkait'
(7) Tata cat-a dan pcrE atatan rchabilitasi Bangunan Gedung pascabencana

diatu! lcbih lanjut delad ?crahrhn Bu'pau'

pt DJat! mclaksanakan rchabilitasi Banguran ccdung huniet sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daera} memberikan kcmudahan kepada

Pcmilik Bangunan Gcdung yang akan direhabilitasi berupa:

a. Penguralgan atau p€mbcbasan biaya IMB' atau

b. Pemluerian des.iin prototip y'ing sesuai dengan karakter bencara' atau

c. Pcmberian bantuan konsultansi penyelenggaraan rekonstiuksi

Bangunan Gcdung, atau

d. icmterian kemudahan kePada permohonan SLF;

c, Bantuan lBinnya

1S) untuk -"-p.t""p"t pelaksanaan rehabilitasi Bangunan Gedung hunian
' sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) buPati dapat menyerahkan

k.-cirrang., pencrbitan IMB kepada pejabat pemerintaha! di tingkat Pa-ling

bawah.
(10) Rehabilitasi rumai hunian sebagaimana dimaksud Pada ayat (2)

dilaksanakan melalui proscs Peran Masyaralat di lokasi bencara' dengan

difasilitasi olel) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah'

(11) Tata cara Pcnerbitan tMB Bangunan Gectung nunlan nlmanr unSgal Paoa

'- -' *.0 refrabilitasi pascsbcncara' dilahrkan 'd€ngan meogilcrti ketentuan

sebagaimaaa d makeud dslam Pasal 113'

(1r) ;;;";-" ;"erbitan SLF Bangunan Gedu::g hunian rumai tinggal pada

'--' th"p rctrauititasi Pascabcncana' dilakukan de"gan mcngikuti ketcntuan

, , -sebagaimarradimaksud 
dalaF Pasal 132'

Pssa: !54

P-umah tingga.l ya.1g nengalarri ker osaksn akibat bencana daPat dilak'rkan

..fr"ultita"i-i".riatt mcnggunakan l:onstrukai Bangunan cedung yanS s€sual

dcngan katsktcristik bcncana'

AAB V

TIM AJILI BANGI'NAN GEDI'I{G (TABG}

Baglu Kc..tu
PeqbcltulA! TABG

t44



Plrd lss
tll TABG dib€ntuk dan ditctapkan olih Bupati'
Ei ;ABG;"-b"A;a dimaisud pada ayat (t) harus sudah ditetaPkan olch
-' s'"-""ti 

-"iffibat-lambatnya 6 [cnam) bulal setelah Peraturan Daerah ini

din],ratakan berlaku
P.!rl 156

(l) Susunan kcatrggotaan TABG terdiri dati:
a. Pcngarab
b. Kctua
c. Wakil Ketua
d. Sckrcr-aris
c. Anggota

(2) Keanggotaan TABG dapat terdiri dari unsu!-unsuli
a. asosrasr Prolesl;
b, masyaraidt ahli di luar disiplin Bangunan Gedung termasuk

masyarakat adat;
c. pcrguruan trnggr;
d, instansi P.Eerintah Da€rah

l3l KctcrwakilaJt unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan

masyatakat al i termasuk masyaiakat adat, minimum sama dengan

kete-rwakilal unsur_unsua instansi Pemerintah Daerah'
(4) Keanggotaan TABG tidak belsifat tetap.
isi Sctiap unsur diwakili oleh I (satul orarlg sebagai an8Sota

iOi ll"-i-".." anggota TABG diusulkan oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi

dan masyarakai ahli tcrmasuk masya-rakat adat yang disimpan dalam basis

data daftar anggota TABG.

B'de! Kcdua
Ttrgat jar Fulrgsi

Pesal 157

(1) TABG memPunyar tugas:

a. Membcrikan Pertimbangan Teknis bempa nasehat' oendapat' dan

pertimbangan profesional pada pengesaha'r rencana teknis Bangunan

Gedung untuk kePcntrngan uflum-
b. Membcrikan masrrkan tcntang prograrn <ialam pelaksanaan tLrgas PukoK

dan fungsi instansi YanA terkait'

(2) Dalam metalsanat<aJr n'rgas scbagaimaaa dimal<sud pada ayat {l) huruf a'

TABG memPunyai fungsi:
a. Pengkajian dokumen rencana teknis yang telai disetu'jui oieh instansi

Yang b€rwenang;
U, 

-ecngkaji"tt 
dokumen lencana teknis berdasarkan ketentuan lentang

Pcrsya.ratsn tata bangunan

c. iengkajian dokumcn rencana teknis berdasArkan kete'Ituan tenung

pcrsyaratan kcandalan Bangunan cedung

t45



(3) Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1), TABG daPat
mcmbantu:
a. Pcmbuatar a.'-ran dan pcnllaian;
b. Penyelcsaian masalah;
c. Penyempumaan pcraturan, pedoman dan standar.

P.ad lsa
(1) Masa kerja TABO ditetapkan 4 (cmpat) tahun angga!-a!t.

{2) Masa kcrja TABG dapat dipeipanjahg sebdnya.k-tdriydJ<riya 2 (due) kali-mesa
kcrja sebagaimana dirnaksud pada ayat (l).

BagloE Kctiga
Peoblays$ ?AaG

Psoal 159

(1) Biaya pengelolaan database dan operasional anggota TABG dibebankan pada

Anggara Pendapatal dan Belanja Daetah.
(2) Pembiayaan sebagaimena dimaksud pada ayat (l) meliputi:

a. Biaya pengelolaan basis data.
b. Biaya operasional TABG yang terdiri dari:

l) Biaya sekreta-riat;
2) Persidanga!;
3) Honorariuo dan tunjaDgan;
4) Biaya psrjslanan dinas.

(3) Pembiayaan sebagajmana dimaksud pada ayat (2) dilak:.anakan sesuai -

per'a turan p€rundang-undangal.

BAB VI

PERA]I MASYARAI{AT DAJ,]IM PEIYYDLENGGARAAN EANGI'NAI{ GEDI'NG

Piregref 1 - .-

Llugkup Peraa Maryarakat

PaBal 160

Peran Masyarak't dalam penyelenggarlan Bangunan Gedung dapat terdiri atas:
a. pemantauan dan penjagaan kctertiban penyelenggaraan Banguoan Gedung;
b. pcmberian masukan kepada Perdcrintah dan/atau Pemerintah Daarah dalam

penyernpumaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang
Bangunan Gedung; _

c. penyanpaian p€odapat dan p€rtimbangan kepada instalsi yang berw€nang
tcrhadap pcnlrusunAlr RTBL, r€ncana teknis bangunan tcrtcntu dan kcgiat^n
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pcnyelcnggaraan Bsngunatr Cadung yang menimbulkan damPqk Pcnting

tcrhadap tintkungar$

" d Pcng4iuan 
-Cugatan Pcr'*qkilsn terhadap Bangunan Gcdung yang

- 
;""Artggu, mcrugikan dan/atau membahaJakan kepcntingat! utrum'

. Pr.d 161

(f) Obyck pcmantauan dan penjagaan ketdtibar-pcttyclcoggaraan Bangunat
' ' ceiuni sehgaimana dirnaksud datam Pasal 160 buruf a meliputi kcgiatan

pembangunart' kcgiatan pemanfaatan' kegiatgn pelcataisl tcrmasuk

;;;; dan/atiu pemugaran Bangunsn Gcdung dan lingkungannya

yang dilindungi aan aitcstaritaa dat/atau kegiatan pcmbongkaran

BangunEn Gcdung
(Z) pemlntauan 'scb"agaimana dimaksud Pada ayat (1) harus memcnuhi

Pdrsyatatiiri:
a. dilakukan secara objektiq
b. dilakukEn dengat penuh tanggung JawaD;

c. ditakukan i"t'gttt tid;i mcnimbulkan gaigguan kepada

pemilik/Pcngguna Banguna! Ccdung' masyarakat dan lingkungan;

' d. dilakukan dengan tidak menijnbulkan kcrugirin keFada

pcrnilik/Pengguna Banguna!! Gcdung' mesyarakat dan linakungan'

{3) Pemantauan setagaim"na- aimat<M o.t" ayat (L) dapat dilakukan oleh

' Peromnganr t"lo'ipot, atau organisasi kemasyatakatan melalui kcgiatan

pcngamaan, ptnyampaian masukan' 
-usulan- 

datllcngaduan tcrhadaP:

a. a.ngu"t" ccdun! yang ditcngarai tidak Lsik Fungsi;

' b. Banguna! ceau-,,i yalg pemba''gunan' 
. 
Pemanfaatart' p€lestarian

dan/atau pembongkarannya berPotensi menimbulkan tingkat gangguan

bagi pengguna dan/ atau 'nasyarakat da-r' lingkungarnya;

c. Rangu-Ian Cedung yang pcmbangunan' Pemanfaatan' Pelestarian

Can/atau pcmbongl€ta:'lnya'Jerpotenli rnenimbulkarl tingkat b?'haya

tcrten:u bagr pengguna dan/atau rlrastlfskat datr linBkunsannya

- - - d. t"lrr.l""tt 6"attfr yang ditengarai melanggd ketentuan perizinan dan

lokasi Batrgunan Gedung

(4) Hasil pernantauan sebagair'ala dimaksud pada ayat (3) dilaPorkan secata

tertulis kepada Pcmerintah Daerah secsta langsung atau melalui TABG'

(5) Pemeritqh dacrah wajib menanggapi daJ! menindaklanjuti laporan

sebagarmana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penelitian dan

' evaluasi secara administratif dan sccara teknis melalui pemeriksaan

lapangal dan rnelakukan tindakan yang diperlukan serta menyamparkan

' hasilnya kePada Pelapor'
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{l)

(21

{3)

(1)

,2)

(3)

Palal 162

Pettjagaan ketcrtiban pcnyclenggs-raan Bangunan Gedung scbagaimaDa
dimaksud dalam Pasal 160 huruf ,a dapat dilakukan oleh masyarakat
fftitatui:
a, penccgahan perbuatan perorattgan atau kelompok masyarakat yang

dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung;
b, pencegahan perbuatan pers€orangari atau kelompok masyarakat yajlg

dapat mcnggangu penplcnggaraan Bang -1a! Gedung dan
tingkungannya,

Terhadap pcrbuatan s€bagaimana diEeksud pada ayat (l) mas,yarakat dapat
melaporkar secara lisan dan/atau tertulie kepada:
a. Pemerintah Daerah melalui instangi yang menyelenggarakan urusan

pcmerintahan di bidaltg keamanan dan ketcniban, serta
b, pihak pemilik, pengguna atau pengelola Bangunan ccdung.
Pemeritah daerah wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dengan mclakukan pcnelitian dan
evaluasi secara adminis..ratif dan secara teknis melalui pcmeriksaan
lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan sena menyampaikan
has!' rya kepada pelapor.

Psr.l 163

Obyek pemberian masukajl atas penyelenggaraan BanFunan Gedung
sebageimana dimaksud dalarn Pasal 160 huruf b mciiputi masukan
terhadap pen;n'sunan dan/atau penyempumaan peraturalr, pedoman ctan
Standar Teknis di bidang Baig'lnsn Gcdung yalg disusun olch pemerintah
Daerah
Pembc.ien masukan scbagaimana dir.raksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan mcnyanpaikannya sCcaia tertlli< olelr:

9._ p9rorongan;
b. kelompokmasyarakat;
c. organisasi kemasyarakaElr;
d. ma.l.aralat 6}lli; atau
e. maslraral<at hukum adat.

Masukan r:1asyarakqt scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan baian
pertimbaagal bagi Pemerintal Daerah dalarn menyusun dan/atau
menyempumakan peraturaJr, pedomar dan Standal Teknis di bidang
Bangunan Gedung.
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Psrd 164
(l) Penyarnpaian pendapat dan p€rtimFngan kcpada instansi yang berrenang

tcrhadap pcnyusunan RTBL, rcngrna tcknis bangunan tertcntu dan kegiatan
fr€nyclenggaraan Bangunar Gcdung yang menimbutkan dampaj( penting
tcrhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 huruf c
bcrhrjuan untuk mcndorong masyara-kat agar merqsa berkepentingan dan
bailtranggungiawab dalam pen{tAah BangunAn Hung dall lingkuJig,aturya.

(2) 
, 
Pcnyarnpaian pendapat dan pertimbelgan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) dapat dil,akukan oleh:
a, perorangan;
b. kclompok masyaralat;
a. oigdnisesi *eiina3,j'arakntan;
d. masyarakat ahli, atau

- e. &as:/arakat hukum adat.
(3) Pendapat da'l pertimbangan masyatal@t untuk RTBL yang lingkungannya

berdiri Bangunan Cedung Tertenru dan/atau terdapat kegiata, Bangunan
Gedung yang mcnimbulkan dampak penting terhadap lingkungajr dapat
disampaikan . melalui TABO atau dibahas dalam forum denga, pendapat
masyara.kat yang difasilitasi oleh pemerintah Daerah, kecuali untuk
Bangunan Gedung fungsi khus.rs difasilitasi oleh pernerintah mclalui
koordinasi dengan Pemerintah Dacrah.

(4) Hasii dcngar pcndapat dengEn masyarakat dapat diiadikan pertirobanSan
delzfar Floses itenetnpan rehCa?ra taltnis oleh Pemerinta,h atau pernedntah
Daerah.

Parogref 2
ForuB Dengr- pctdlpat

Pa8.l f65
(1) Forumjengar- pgndatat. diaelEnggaraken untuk memperoleh lJndapat dan

pertimbangan masjrarakat atas penjrusunan R-BL, rencana tclois
Bangunan Gedung Tertentu atau kcgiatajr penyetlntgaraan yant
menimbulkan dampak pcoting tcrhaCap lingkungan.

(2) Tata cara p€nyelenggaraan forum dcngar p€ndapat maiyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan terlcbih dahulu melakukan
tahapa! kegjatan yaitu:
a. penlrusuna! konsep FIBL atau rencana kegiatan penyelenggaraan

Bangunan Cedung yang menimbulkan darnpak penting bagi lingkungan;
b. pcnyeba-rluasan konsep atau rencana sebagaimana dimoksud pada huruf

a kcpada masyarakat khususnya masya.alat yarlg berkepenJngan
den8an RTBL dan Bangunan Gcdung yang akan me;rimbulkai dampak
pcnCng bagi linBkungan;
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(3)

14)

(5)

c. menguidang masl.aiskat scbagaimana dirnaksud pada huruf b untuk
menghadiri forum dengar pendapaL

Masyarakat yarlg diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
adalah masyafakat yang bcrkcpcntingan dcngan RTtsL, rencana teknis
Bangunan Cedung Tcrtcntu dan pcnyelcnggaraan Bangunan ccdung yang
akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
Hasil dengar pendapat sebagaimqna dimaksud pada ayat (3) dituangken
dalam dokumen risalah rapat yang ditandatangani oleh penycl€nggara dan
wakil dari pescrta yarg diundang.
Dokumcn sebagaimana dimaksud pada ayat (4) b€nsi simpulen da'l
Lcputusan yang mengikat dan harus dilalsatakan oleh ?cnyelenggara
Ealrgunan Gedung.

(6) Ketcntuan tentang tata caJa penyelenggaraan forum dengar pendapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (f) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupatr.

Pa-ragraf 3
Gugata! PerFal.llan {Clag3 Action}

Pa.al 166

Gugatan Perwakilan terhadap f lnyelenggataan Bangunan Gedung
sehagaimana dimaksud dalarn Pasa.l 160 huruf d dapat diaiukan ke
p€ngadilan apabila hasil peneyelengga-rzrn Bangunan Gedung telah
menimbulkan dajnpak yang, mengganggu atau derugikan masyarakat
'!an lingkungannya yang tidak diperkitakan pada saat perencaiaan,
pelaksanaai dan / atau pemantauan.

Cugatan Perwakrlan sebagajmana dimaksud pada ayat (1) dapat di
lakukaa oleh pe_seorangajr atau kelompok masyarakat atau orgairisasi
kemasyarakatan yang bertindak sebag-ri wakil para pihak yang dirugikart.

alqbat dari peny:leirggaraan Sangunan Cedu,lg yang rnengtariigu,
merugikah atau membaheyakan kepantingan umum.
Cugaten ?erwalilad- sebagaimana dimaksud pade ayat (2) disampaikan
kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan huk!:m acara Cugatan
Pcrwakilart.

(4) Biaya yang timbul akibat dilakukan G'igatan Perwakilan sebagaimana

dimaksud f ada ayat (3) dibebankan kcpada pihak pemohon gugatar'
{5} Dalam hal tertentu Pemerintah Dacrah dapat membantu Pembiayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat {4} dengan medyedialan anggarannya di
dalarn APBD.

Patsgtsf a
Beltuk Peratr Me.ystakat ddEE Ta.haP ReEcas- PallbaDgutta!

(ll

t2J

(3)

i50



Psld 167

Pcran Masyaiakat dalam tahap rencana pembangunan Bangrrnan Gedung dapat

dilakukan datam bcntuk:
* - *i"-tp-"t kebcratan tcrhadap rencana Psmbangunan Bangunan Gedung
-' 

;;;;;; "..uai 
dcngen F fRw, Pcraturan Z,onasi dan/atau-RrBLl

t. patiUaai"tt roasukan kepada Pemcrintah Daerah dalam rcncena

pembangunan Bangunan Gedun$

.. 
.piirberi; 

masut<in kcpaaa iemerintah Daerah untuk melal<sanakan
- 

;;*""t konsultasi dengan mdsyatakat tentang rencanE pembdngunatr

Bangunan Gcdrmg.

Par.gtaf 5

BcDtuL Pcra! Masysrakat drlgn Prorct Pclabaltr'! KoDrtruLli

Pasal 168

Perar Masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dapat

dilel<ukan dalam bentuk:
a. menjata ketertiban dalatn kegialan p€mbangunan;

b. mencegah perbuatan Perseoralrgan atau kelompok yang dapat mengurangl

tingtai Leandalan Bangunan cedung dah/atau mengganggu

penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungan;

.. . -"fuport?r, kepada instansi yang berwenang atau. kelala pihal yang

berkepentingar atas perbuatan sebagaimana dirnaksud pada huruf b;

d. melaporkan kepada instansi yatg berweneng tentang aspek teknis
- 

p"-b.r1g,-,rrrt B"tg,-,,ta'' Gedung yang membahayakan kepentlngan umum;

". 
lrr.t ,.,t-un gugatan ganti rugi kepada Penyelenggs-ra Bangunan Gedung atas

kerugian yang diderita masyarakat akibat dari pe'yelengga-raan Ba lgunan

Gedung.
P"sgrqf 6

Bcntuk Peran Masyarat'at dalaa P'aatrftrtlD Balguln! Gcdung

Posql 169

PeranMasyarakatdalamPemanfaatanBangunancedulgdapatdilal.:lrkaltdalam
bcntukl
I. 

"rnin:"g" 
U",".oban dalam kcgiatan Pcmatfaatan Bangulran Gedung;

b. mencegah perbuatan perorangan atau kelompok yang dapat mengganggu

Pemanfa.atan Bangunan Gedung;

" ;;;''; u*i" :::-":j;'*f#ffi;il,:"Ja1'0":l* :-'bctkepcntingan atas p€nvmpansan rcr"i:::;":;;;;;' 
""*t,.L''i"d. mclaporxan kcpaoa instansi yang berwenan8 t:"*9,-:^":

".rrlir"u,u" 
8".grr.,] Gedung yang membahayakan.keDentingan urnurn;

e. rdeLakukan gugatan ganti tttgl iip"a^ pttty"tcnggara Batgunan cedung aras

kcrugian yang aiaenta masy"r'aili ttiuai atti p""yi-Pa!gar) Peraanfaatan

Bangunan Gcdung'
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BcntuL poru M.slrarq*a liffi.L"*rtan B.lgursr ccduDii

pcran Masyaral<iLt ar". o"."*;H"lll; ceduns dapat dirakukar datam
a, mcmberikan informasi ke

fiffisH,ffi #:ft '.#r#3"fu$,.rffi";-j.rl,,#j
t 

6'ifif#*."'lilTii;x,';l'i.:- :l-:*:si vang berwenens au,u pcmiiik
Kurang terpetihara a- ,.".rri-TT-11"t . 

Bangunan ceaung 6erseja.a} yar.rgc. m.mbe.iLa' inr*irii"fiit* kelestriia'rnva;

nnm.**li#"#":::l'fl hif'i,f -f.."T,. ;H nH X.il"m;?nn,r# jliil_:rfi.1;if#1tliiltrI3::*,,."*"
melestarikar 8""*; d;Yffiat akibat dari keJalaian pemilk dr 

-dar.-n

Dctttu.k pcren Marr"-*a o"i*f-io'g&ant! B.ngra.d cedutg
Padd l7t

Peran Masyaral<at dalan pemh
dalam tentuk: 

)ngkara-n Bangunan Gedung dapat dilakukan
a. mengajukal kebeaata, keDada jnstansi y€llg berwenang atas .encana

'.3:T::i*T"i""**t"t*'{ltg-1";a;'",;'t"ii!i'i"lg.,u.,a"y^,a^"g";,,,,c" j";;;'#f,i?;Hff_?#;*ry:..ffi.*;;::",frlll
^ 1Tl,i:::h"o" r.rasyarakat dan ngr<ung.rnnya;s. meraKukan gugFta'| ganti ruei, kepida instar.rs;'yaag berwenang atau pemrhk

f_Te:.. Gedung aras - k"ryq"l yang 
. 
aid"eria 

-.:u""r".un", 
ou"

1fffr:ffX#",,f;*' t-t tr'itut aa'i" p.l;;"";"';;bongkaran
d. mela:iukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Bangunan cedunR

,,lffi"i",
Pe.d 172

1l:T:l fTq berwcnqng waj;b menanggapi keluhan masyaral<at sebagaimanadlrnaksud da.larn pasal l6d. paser. tAZ. pasat ,Ur, ,*J, iOn,'l; pas3J t"odengan mciakukan kegiatan tindak tahjut baik ;;;-;u";;,;;;un secaraadministratif untuk dilalukan rindakan yang di;rhk;- 
".1r,^ o""r^,ketcntua! p€raturan pcrundang-undgJrgan terkait.
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(3)

(t)

(21

(1)

(2)

BAA Vtr
PEUBII'IAAIT

6gl.a Kc*tu
ItEuto

p.!rl t7g
Pcmerintah Daerah melakukan pcmbinaan penyclenggaraan Bangunan
Gcdung melalui kcgiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pcngan asan.
Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) bcrtujuan a€ar
penycler€gar.€an Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai
kcandalar Bangurran Ocdurg yalrg sesuai dcngan fungsinya, scna
tcrwujudnya kcpastialt hukum.
Pcmbinaar sebagaimaaa dima&sud pada ayat (l) dihfjukan kepada
Pchyclcn8ge ra Bangunan Gedung.

BagLn Kcdu.
pclrgrturat!

Pa.al 174

Pengaturan sebagaimana dimal<sud ddam pasal 172 ayat (ll dituangkan ke
dalam peratu.ran dacrah atau peraturai Bupati sebagai kebijakan
Pemerintah Daerah dalarn pcnyelcnggaraar Bangunan Gedung.
KebialGn sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dapat djtuanAkar ke dalam
Pedomen Teknis, Standar Teknis Bangunan Cedung dan tata cara
operasionalisasinya.
Di dalam pcnyusunan kebtaka4 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hjrus
mcmpertimbangkar! RTRW, Peraturao Zonasi dan/atau RTtsL serta dcngan
mcmpertimbangkan pendapat tenaga a-trli di bidang penyelcnggaraan
Bangunan Cedung.
Pemerintah Dacrah menyebarluaskan kebijakan sebagaimana'imaksud
pada ay€lt fa kcpa?a pantel€-nggara'Bangun-air c€du;g.

B.at ! Kctlga
patubcrdsyrs!

Pald 175

Pembeldayaan scbagaimana dimalsud dalarn Pasal I72 zyat (l) dilakukan
oleh ?cmcrintah Dacrah kepada PcnyclcnggarA Bangunan Gedung.
Pcmbcrdayaa-n scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui
pcningkatan profesiona.litas Penyelenggara Bqngunan Gedung dengan
penyaCaran akan hak dan kewajiban darr perar d-lsm penyelengga-raar
Bangunan Gedung tcrutama di daerah rawan bencana.
Pcmbcrdayaar s€bagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
pcndataa!!, sosia-lisasi, penyebarluasaa dan pelatihan di bida.og
pcnyclcnggaraan Bangunan Ccdung,

(1)

12)

(3)

{4)

(3)
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Pud 175

Pcmbcrdayaat tcrhadap masyarakqt yang belum mampu memenuhi persyaratan 
-'

teLnis Bangunan Ccdung dilakukan bcrcama-sama dengan masyarakat yang

tcrkait dcngan Bangunan Gcdung uelalui:
a, forum dcnger pcndapat dcngan masjErakat;

b, pcndampingan pada saat pcnyclenggEtaan BaDgunan Cedung dalam bcnhrk
- 

;"d",t" i;yiuft"", bimbingan t'knis, pclatihan ddn Pcmbrian tenaga

tcknis pcndatnPing;

". f_u.i"r, bantuan pcrcontohan rumah tinggal yang memcnuhi pcrsyaratan
-' 

;k"i" dalsm ucntuk pcmberiran stimulal bahan banguran yang dikclola

-""y"t"faaa "o"ta 
b€rgulit dan/atau

a. bantuan pcnataa! bangunan dan tingkungan yang scrasi dalam bctttuk
-' 

pc"yi"par,t gfgL serta pcnycdiaan prasarana dan sarana da39r pcrmukiman'

Pa.rf 177

BcntukdAJ!tAtaca'apelgksaiaa'tforumdengarpendapatdenganmasyaia}€t

""U.g"i-.". 
dimalsui daht4 Pasal 176 huruf a diatur lcbih lariut d81a$

Peratu-rai BuPati.

B'gira KGcoPqt
Pcag.talr!
Prld 17E

(U Pcmcrintah Daerah mclakukan pengaw€ satr terllqap^- itellsaTal" P.r"-a"I, Daerah ini melalui mckanismc penerbitsn !MB' SLF' dan surat

percctujuan dan pcnctaPa! Pcmbong:Karan Bangunan Gedung '
(2) Dalam pengawasan pelaksanaan p€raturan pe r-rndang-undangan di bidang

penyelenggaraan Bangunan Gedung, Per:rerintah Dacrah Capat melibatkan

Peran MasYarakat:
a. dengdn mengikuti nckatlisEteyang d'itetapkan oleh P€m--rintah Daerah:

b. Pada setiap tahaPan penyelcnggsraan Bangunan Gedung;

". i"ng mengembangkan sigtcm pcmbcrian pcnghargeaa berupa tanda

jasa-aalr/ atau inscntif untuk meningkatkan Peran Masyarakat'

BAB VIII

SAICKSI ADMIMSTRATIF

Baglau Kcntu
Iftituttt
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(l)

Pr.d 179

Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketcntuaJt
Pcraturan Dacral ini dikenakan sanksi administtatif' bcmpa:
a. pcringatan tcrtulis;
b. pembatasan kcgiatan pembangunan;
c. pcnghcntisjr scmcntara atau tetap Pada pekerjaan pelaksanaaJr

Pembangullan;
d. pcngbcntisn sementaJa atau tetap Pada Pemanfaatan Batlgunar Gcdung;

e, F€-mbcklidn IMB gedung;

f. pcncabutan IMB gedung;
g. pcmbckuar SLF Bangunan Gedung;

h. pcncabutan SLF Bangunan Gedung atau
i. pcrintah Fmbongkarar Banguna! C€dung.

Sclein p€ngenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikenai sanksi dcnda p*ing banyak 10olo (sepuluh per seratus) dari
nil€j bangu-4an yang sedang atau t€lah Cibangun.

Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketcntuan Peraturan Daerah ini

dikcnakan sanksi scbagairnana diatur dalam penturan perundang-

undangan di bidangjasa konstruksi
Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat {2) disctor kc rekening kas

Perncrinbh naerah.
Jenis pcngenaan sanksi sebagarmana dirnaksud pada ayat (l) dan ayat (2)

didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yant dilakukan sctelah

mendapatkan pertimbangan TABG.

Bagier KGdu.
Salkll Adaltlrttrtlt Psd. T.haP PcBbrlgut'!

Pasd lao

Pcmilik Bangunan Ccdung yang mclanggar ketentuan Pasal 9 ay3t {3)' Pasd

fB ayat (I) da'l ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Passl 126 ayat l2l' +asal L36 - - --

ayat (3) dan Pasat 141 ayat {2) dikcnakan s€nksi pcringatan t€rtulis'

Pemilik Battgunan Gedung ya.g tidal memltuhi pcringatai tertulis

sebanyak 3 (tiga) Ufi U.rtutut-turut d?lam tenggang s€ktu masing-masing 7

(tujuhj hati ka.lender dan tetaP tidak melakuk"n pcrbaikan atas pel'lggaran

scbagairnaaa dirnal<sud pada ayat (l), dikcnakan sanksi berupa pembatasan

kegiatan pembsngunan
Pelilk aangunan Cedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana

dimaksud p.du 
^y.t 

(2) sclama t4 (empat belas) hali kalender dan tctap

tidak n elakukan perbaukan atas pelanggaran sebagaimana dirnaksud pada

ayat (I), dikenakan sanksi bcrupa pcnghcntian semcntara pcmbangunan

dan pcmbekuan izin mcndirikan Bangunan Gcdutlg'

(2)

(3)

(4)

(s)

(l)

12)

(3)

l s5

l

I

I



(4) Pcmilik Balgunan Gedung yang telah dikcna.kan saqksi s€bagairnana
dimaksud pada ayat (3) sctama l4,(empat belas) hari kcleoder dan tetaP

tidak melakukan perbaiksn atasJrlanggatan sebagaimana diriaksud pada

ayat (i), dikenakar salksi tirupa penghcntian tetap pcmbanguna!,
pencabutan izin mendirikat! Bangunat fuun8, dan pcrintalt

Fmbongkaran Bangudan GcduDg.
Data& hd Pcailik Bangunan Hung tidak mclakulan pcEbongkaran
sebEgaimana dimaksud pada aJEt (a) dafam jangka waktu 30 (tige pt. uh)
hari ka.lendcr, pcmbongkarannya dilakuksn olch P€merintah Dacrah atas

biaya. Pemilik Bangunan G€dung.
Dalam hal p€mbongkai?n dil,akukiin olch Pcocrintah Dacrah, Pemilik
Bangun€n Gcdungjuga dikcnatan denda administratif yang besatnya paling
banyal 10 0/6 (scpuluh pcr scratus) dari nilai tota.l Bangunan Gedung yang
bcrsangkutan.
Bcsamya dcnda administratif ditcntukar bcrdasarkan bcrat dan ringa-nnya
p€langgalan yang dilakukan setelah mendapat p€rtimbangan dari Tim Ahlr
Bangunan Gedung.

P...1 l8l
Pcmilik Bangunan Gcduig yang melaksanakan pcmbangunan Bangunan
Gcdungnya melangtal kcteDtuan Pasal 13 ayat (1) dikedskan sanksi
penghentian sementara samEEi dengan diperolehnya izin mendiril@n
Bangunan Gedung.

Pemilik Bangunan Crdung yang tidak memiliki izin mendirikan Bangunan
Gecung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

B.8tr! K.du.
S.nkll AdDtnlstratlf Prda Trhap PGE lfa.tro

Prt l la2
Pemilik atau Pengguna Bangunat! Gedung ya.ng melanggar ketentuatr Pasal

9 ayat (3), fasll t9 ayat (1), Pesaf 134 eyat (1) dcngan ssmPai ayat (3)'

Pasal 135 alat (2), Pasal 138 atat (3), Pasal 143 ayet (2) dan ayat (4)

dikcnakan sanksi p€ringatan tertulis-

Pemilik atau Pcngguna Bangunan Gedung yarg tidal mematuhi peringatan

terhtis sebanyak 3 (tiga) ke.li berturut-turut dalam tcnggang waktu masinS'

masing 7 (tujuh) hari kalcndcr dan tidak mclakukan perbaikan atas

pelangga-ran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dikenakan sanksi beruPa

pcnghcntian semc'rtqla kcgiat6n Pcr'ianfaatan Bangunon Gedun8 
'lan

pcmbekuan scrtjfikat laik Fungsi.
bcmilik atau Pengguna Bangunan Gedung yanS telah dike4akan sanksi

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender

(s)

(b)

17t

(1)

\21

--- (1)'

t2)

(3)

156



dsn terap tidak mcrakukanrrcffLffi ffiffTtr"::"JLTT"T;
dimaksud Pade ayat (I)' du

Demadaatan dsn pctrcabuEn sertifikat Laik Fungsi'

t*r [",i**"i"-;"i*: l#ffi;t;il'"$:ffi, n:"ffi
Tffi#"#T###*rn'mTr'H:rffi1

*ff^i"t-A
Brglas Kcsstu

Fsktot Kc!G!gqla8! ygag naal. UclgeUUrtlrlr l&tugia! oralg l'ah

Palal 183

Sctiap pcmilik dan/ atau Pengguna Barguns Gedung yang tidak memenum

i.;"T.,,i"" 0".-'*".."" 3i",ii;];'*:ru".1:A :*:lffi'ti:: lii:f;
bma 6 (enam) bulai atau denqa

juta ruPiahl' 
B'rb! Kcdu'

Fahor Kee'lgdarrr Vt"Jlr"og"Ul"tLn Kerugla! orsEf r'sh

Pasd 184

(i)setiappemlik.ry.i:-::"#ll:il,?#,:"":"l"if;trf; iffi il"'H
ketentuar d1"- :TYfl";J pia""'" p""":.* p^r-qtT: 

.3 
(tisa) tahen'

- benda orang lain diancam ocnts:" 
"1":':-: -::"-"'"t a"ri nila'i bangunan dan' 

il?l;" iatit'g uanvat l6oTolscpuluh pe- seratus) dan nrnr (

*plg;;,i"; t"^c':i t..ll,t 
lj_iiT 

"*sunan 
c€duns yans ddar. memer.uh:

(2) 
'sedaP 

pcmilik d- l"':.:ilfi;;J. ifi, v-"g mensakibatkan kecclakaan

kttentuan dalam BcraturaF vF:l*' ::l^::-::"' ii.l,,o diancam dcngan

basi orang lain atau men;akibatlan cacst *:rn": nlol:^"":

pidana penjara n*"' '"-fiilio^if 
tahun dan denda paling benyak 15o/o

(lima belas per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kcrugian yarg

,.,1i1"i1.-u'ud6n/ataupcnssuna-:,""*"T:""t:::Jffi ":i*Ttfi #i
ketcntuan dalam Peraturan :*'-' -::':-:-:-i".o 

-nalinc lama 5 (lima)

:;;;;t""t lain' diancam denser pidana p"lji* l-t::*-
tahun dan a""a" p"r"'e'ill"tr'"*2";-':::::F per seratus) dari nlai

banqunan d- p""es-d"Ht"1Tlf, :;;;;;"'. di^,rrksud daram avat

- 1+1 o"l"- Pt:i" Pt':li,tT-ili --"-,',p*n"urri. pcrtimbangan TABG'
(l), aYat (2) da'l aYat {rl nt

t)/



(U

12)

Br$ea &+rgr
F.tto. Kcl-r.r.n ,rr!g Uolgrtbrtt8! Lcrwtr! Orrlg I"dn

p.|al 18S
Sctirp oraJrg atau badan hukum yaig ka-rena kclalaiannya mclangga,kctcntuan 

- 
yang tclah ditetapkan dalan pcranran i_ 

""n_gg"mcngakibatkar bangunan tidak Loik Fungsi dapat dipidana kuruntan,
pidana dcnda dan pcnggantiari kcrugaa.
Pidana kuungan, pidana dcnda dan penggantian kerugian sebagarmana
dimaksud pada ayat (t) mcliputi:
a. Pidsna kurungan paling lama I (satu) tahun atau pidana dcnda pa.ling

baryak l% (satu pc. seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika
mcngakibatkan kcrugian harta bcnda orang lain;

b. Pidana kurungan paling lama 2 {dua) tahut atau pidana denda paling
banyak 2016 (Cua pcr scratus) dali nilai bangunan dan garti kcnrgi€n jika
mengakibatkan kccelakaan bagi orang lain sehingga mcnimbulka.i cacat;

c. Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling
banyal 3% (Cga per scratus) dari nilai bangunan dan gamtl kerugian jika
mengaLibatkan hitangnya nyawa orang lain.

BAB X
KETEIITUAN PEITYTDIK.AJT

pa.al fa6
Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksalakan setelah diketahui terJadisuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana bidans
p€nyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan laporan kejadian. :
Penyidikan dugaan tindak pidana bidang peryelengga_raan bargunan gedung
sebagairnana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh penyidik 

-umur,r

sesuai ketcntuan pcraturan pcrundang-undangan.

{t)

(2)

(l)

12)

BAB XI
KETENTUA.}I PERAIIIIAN

Paual rb?
Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum peraturan
Daerah ini bcrlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dcngan ketenruan
qalam Perahlran Daerah ini, maka IMB yalrg dimilikinya dinyatakan tetap
bcrlaku.
Bangunan Gcdrrng yang sudah dilengkapi IMB sebelum peratur.ar Dae[ah
ini berlaku, namun IMB yang dimilild tidak sesuai dengan ketentuan dalsm
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(3)

(4)

Pcratuian Dacrah ini, rna.ka Pcrnilik Bangunan Cedung wajib mengajukan
pcrmohohan IMB baru.
Be-ngunan c€dung yang sudah mcmiliki tMB s.bclum pcratu-ran Dacra.b ini
bcrtaku, namun dalam pros.s pernbangunarnya tidat sesuai dcngan
ketentuan dan persyaratan daiam IMB, maka pemilik Bangunan Gedung
wajib mengajukarr permohonar IMB baru atau melakukan perbaikan
(reEofi tting) seca-ra bcrtahap.
Pcrmohonan IMB yang tchn masuk/tcrda-ftar scbelum berlakunya pcraturan
Daeral ini, tetap diproses dcngan disesuaikan pada kctentuan dalam
Pcraturan Daerah ini.
Batrgun€n Gedung yang pada saat berlakunya pe.aturan Daerah ini bclum
dilengkapi IMB, maka Pemilik Bangunar Cedung wajib mengajukan
permohonan IMB.
Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini bclum
dilengkapi SLF, mal<a penilik/Pengguna Bangunan Cedung rffajib
mengajukan permohonan SLF.
Permohonan SLF yang tclah masuk/tcrdeJta. sebeium berlakunya pcraturan
Dacrah ini, tetap diproses dengan discsuaikan pada ketentuan dalam
Pcraturan Daerah ini.
Bangunan Gcdung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturai Daerah ini
berlaku,.namun SLF y6ng dimiliki tidal< sesuai dengan kctentuar dalam
Peraturan Daerah ini, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib
mengajukan pcrmohonan SLF baru.
Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini
bellaku, namun koDdisi Bangunai Gedung tidak laik Fungsi, maka
p€miiik/Pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan p€rbaikan
(retrofi tting) secara bertahap.

{10} Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraruran Daerah ini
berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dcngan keter.tuan dalar,
Peraturan ftaerah ini, maka SLF yang dimilikinya dinyatakan retap betlaku.

(11) Pemerintah Daerah melaksana.kan penertiban kepemilikar^ IMB dan SLF
dengan ketentuan F€ntahap&1 sebagai berikutl
a. untuk Bangunan Gedung selain dari fungsi hunian, penertiban

kepemilikan IMB darl SLF harus sudah dilakukan selambatlambatnya
I (satu) tahun sejak diberlakukanr.ya Peraturan Daerah ini;

b. untuk Bangunan cedung fungsi hunisn dengan spesilikasi non-
sedcrhana, penertiban kcpemilikan IMB dan SLF ha-rus sudah
dilakukan selambat-lambatnya I (satu) tahun sejak diberlakukannya
Pcraturart Daei lh ini;

c. uniuk Bangunan Gedung tungsi hunian dengai sp€sifikasi sederhana,
pcnertiban kep€milik€n IMB daq SLF harus sudah dilakukan selambat-
larnbatnya I (satu) ta}lui sejak diberlakukannya Peraturan Dacrah ini.

(5)

(6)

17j

(8)

(e)

159
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BA8 *I
f,BNElrrUAX PE!TT/rUP

P{rd lS8
Dcngan bcrlakunla Pcrahlatr Dacreh ioi, makE kctcntuan yang bcnenbngan
dan/atau ddak scauai harrrg diaclueiican dengan pctatu.fan Deerrih ini,

Pssrl 189

Peraturan Daerah ini berlalo I (satu) tahun sejak tanggal sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengtahuinya, memerintahkan p€ngundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam trmbaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal.30 September 2015

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA
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